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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Segala puji bagi Allah yang telah mengajari manusia dengan pena apa 
yang tidak diketahuinya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada 
manusia agung, Nabi Muhammad saw. kepada keluarga, para sahabat dan kita 
semua yang mengikuti jejak sunnahnya. 
Dengan bacaan hamdalah, akhirnya penelitian lapangan yang berjudul 
“Pendidikan Islam Moderat di Indonesia: Analisis Ideologi atas Lembaga 
Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Wilayah Surakarta” ini dapat 
dirampungkan dalam tempo yang cukup singkat. Penelitian ini berkesimpulan 
bahwa baik lembaga pendidikan Muhammadiyah ataupun lembaga pendidikan 
NU di wilayah Surakarta, telah menjadikan ideologi organisasinya sebagai basis 
bagi penyelenggaraan pendidikannya. Oleh karena ideologi kedua organisasi ini 
berkarakter moderat, maka pendidikan yang dihasilkan keduanya pun berkarakter 
moderat, sehingga penelitian ini berhasil mengusung konsep pendidikan Islam 
moderat, sebuah tema dan wacana baru dalam dunia keilmuan pendidikan Islam. 
Penelitian ini telah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan 
Muhammadiyah ataupun lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama, keduanya telah 
berkontestasi dengan lembaga pendidikan lain yang ideologinya berbeda dan tidak 
moderat. Untuk konteks wilayah Surakarta yang rawan dengan tindakan 
radikalisme dan terorisme, kedua lembaga pendidikan ini dipandang belum cukup 
kuat untuk melakukan kontestasi dan sekaligus konter terhadap ideologi lain yang 
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tidak moderat. Diakui memang bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah 
tersebar di seluruh wilayah Surakarta, yang berbeda dengan lembaga pendidikan 
Nahdlatul Ulama hanya yang tersebar di Boyolali, Klaten, Wonogiri dan Sragen 
meskipun dengan jumlah lembaga pendidikan yang terbatas. Namun demikian, 
dengan watak Muhammadiyah yang lebih fokus pada konsolidasi internal dalam 
pembinaan ideologinya, hal ini membuat lembaga pendidikan Muhammadiyah 
dikesankan “tidak begitu peduli” dengan lembaga pendidikan lain yang 
ideologinya tidak moderat. Sementara NU, meskipun jumlah warganya 
merupakan mayoritas untuk konteks wilayah Surakarta, tapi dengan jumlah 
pendidikan yang terbatas, kondisi ini menjadi kendala bagi lembaga pendidikan 
NU ketika berkontestasi dengan lembaga pendidikan lain yang ideologinya tidak 
moderat. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal: 
1. Untuk memperkuat pendidikan Islam moderat yang mampu berkontesasi 
dengan pendidikan Islam yang tidak moderat di wilayah Surakarta, 
pendidikan Muhammadiyah dan NU perlu memperluas jaringannya 
kependidikannya, sehingga mampu “menahan” perluasan pendidikan Islam 
yang ideologinya tidak moderat. 
2. Lembaga pendidikan Muhammadiyah dan NU perlu menjalin kerjasama 
kelembagaan dalam menyemaikan pendidikan Islam moderat di wilayah 
Surakarta, sebagai bentuk antisipasi terhadap munculnya berbagai lembaga 
pendidikan Islam yang tidak moderat. 
3. Penelitian ini baru sebatas mengkaji pendidikan Islam moderat yang ada di 
wilayah Surakarta, dengan kasus lembaga pendidikan Muhammadiyah dan 
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lembaga pendidikan NU. Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan menelusuri 
lembaga-lembaga pendidikan lain yang ideologi induknya tidak moderat yang 
ada di wilayah Surakarta, baik berupa kajian pemetaan atau kajian deskripsi 
mengenai filosofis lembaga-lembaga pendidikan tersebut. 
Laporan penelitian ini dapat ditulis berkat bantuan banyak pihak. Untuk 
itu, pada kesempatan ini, Tim Peneliti menghaturkan banyak terima kasih kepada 
para informan yang telah memberikan informasinya, bagi dari lembaga 
pendidikan Muhammadiyah ataupun dari lembaga pendidikan NU. Kepada 
Kementerian Agama, khususnya Subdit Penelitian, Pengabdian kepada 
Masyarakat dan Publikasi, terima kasih atas “kucuran dana” sehingga penelitian 
ini dapat dilaksanakan. Kepada rekan-rekan tim peneliti, terima kasih atas 
kerjasamanya, juga kepada FITK IAIN Surakarta yang telah membantu 
pengurusan administrasi penelitian ini. 
Akhirnya kepada Allah jua semua kita kembali. Semoga penelitian ini 
bermanfaat bagi pengembangan keilmuan pendidikan Islam di Indonesia. 
Semoga! 
 
 
Surakarta, Desember 2015 
Tim Peneliti, 
 
 
 
Dr. Jafar Assagaf, M.A. (Ketua) 
Dr. Toto Suharto (Anggota) 
Drs. H. Suparmin, M.Pd. (Anggota) 
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ABSTRAK 
Jafar Assagaf, Toto Suharto, Suparmin, “Pendidikan Islam Moderat di Indonesia: 
Analisis Ideologi atas Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul 
Ulama di Wiayah Surakarta”, Laporan Akhir Penelitian Kompetitif Kolektif, 
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 
2015. 
 
Kata Kunci: Pendidikan Islam Moderat, Analisis Ideologi, Muhammadiyah, 
Nahdlatul Ulama. 
 
Kajian ini melingkupi pendidikan yang ada di lembaga pendidikan 
Muhammadiyah dan NU, di wilayah Surakarta, wilayah di mana menjamur 
kelompok-kelompok Islam berpaham keagamaan radikal. Apakah 
Muhammadiyah dan NU yang berkarakter moderat, melalui lembaga 
pendidikannnya masing-masing, mampu menyemaikan paham moderatnya kepada 
peserta didikanya? Dengan analisis ideologi, penelitian ini mempertanyakan: 
Bagaimana ideologi pendidikan yang dibangun di dalam lembaga pendidikan 
Muhammadiyah? Serta bagaimana ideologi pendidikan yang dibangun di dalam 
Lembaga Pendidikan Ma’arif NU? Kedua Pertanyaan ini penting diajukan untuk 
menakar apakah tujuan, konten kurikulum, dan kurikulum tersembunyi lembaga 
pendidikan Muhammadiyah dan NU mencerminkan Islam moderat atau tidak.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative research) 
dengan menggunakan pendekatan filsafat pendidikan. Pendekatan ini digunakan 
untuk membongkar struktur fundamental dari sebuah konsep, pemikiran, gagasan 
atau ide mengenai pendidikan Islam moderat sebagaimana termaktub di dalam 
kurikulum pendidikan Muhammadiyah dan NU. Pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Untuk menguji validitas data, 
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu mengecek keabsahan 
data yang terdapat dalam dokumen dengan data hasil wawancara. Adapun metode 
analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), 
yakni analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi yang tertuang dalam teks 
atau dokumen. 
Dengan kerangka ideologi pendidikan dari Gutek, penelitian ini 
menyimpulkan bahwa: 1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan 
bahwa ideologi Muhammadiyah adalah Islam reformis-modernis dan Islam yang 
berkemajuan, sehingga menampilkan karakter Islam yang moderat. Ideologi 
Muhammadiyah ini menjadi sumber bagi pendidikan Muhammadiyah, baik dalam 
penentuan tujuan pendidikan, penyusunan konten kurikulum ataupun pemilihan 
kurikulum tersembunyinya, yang tampak dalam mata pelajaran Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan; 2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menetapkan 
bahwa ideologi Nahdlatul Ulama adalah paham Ahlussunnah Waljama’ah dengan 
karakter moderat. Filsafat pendidikan Nahdlatul Ulama yang termanifestasikan 
dalam tujuan pendidikan, kurikulum, dan kurikulum tersembunyi di lingkungan 
LP Maarif NU pada intinya bersumber dari ideologi NU ini, yang tampak dalam 
mata pelajaran Ke-NU-an Ahlussunnah Waljama’ah. 
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BAB I 
PENDAHLUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam di Indonesia telah memperkuat dirinya dalam proses sejarah yang sangat 
panjang.1 Secara keseluruhan, proses historis ini dilakukan dengan damai, yang berbeda 
dengan Islamisasi di kawasan lain di belahan dunia Islam. Islamisasi dengan damai ini 
dilukiskan Thomas W. Arnold sebagai berikut:  
 
“Sketsa di atas hanyalah merupakan bagian kecil daripada sejarah da’wah Islam di 
kepulauan Nusantara…Tetapi cukup bukti-bukti yang menunjukkan adanya 
pelaksanaan da’wah Islam yang berjalan dengan penuh damai selama 600 tahun 
terakhir…ajakan dan bujukanlah yang mewarnai gerakan da’wah itu”.2 
Proses Islamisasi dengan damai itu segera berubah ketika Indonesia memasuki era 
reformasi 1998. Menurut catatan Tim PUSHAM UII, akhir masa Orde Baru merupakan 
momentum penting bagi kebangkitan Islam di Indonesia, yang menjadi pra-kondisi bagi 
munculnya berbagai kelompok gerakan Islam “baru”, termasuk gerakan Islam radikal. 
Dalam atmosfer kebebasan inilah bermunculan aktor gerakan Islam baru, yang berada di 
luar kerangka mainstream Islam Indonesia yang dominan, semisal NU, Muhammadiyah, 
Persis, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Jamiat Khair dan sebagainya. Organisasi-organisasi 
                                                 
1Paling tidak ada empat teori yang berbicara tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, yaitu 
teori Arab, teori India, teori Iran, dan teori Cina. Perdebatan menarik tentang keempat teori ini, baca Nor 
Huda, Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2007), hlm. 31-43. 
2Thomas W. Arnold, Sejarah Da’wah Islam, alih bahasa A. Nawawi Rambe (Cet. III; Jakarta: 
Widjaya, 1985), hlm. 352. Pandangan yang paling luas diterima menyatakan bahwa Islam berhasil diterima 
secara damai oleh masyarakat Indonesia lewat ajaran-ajaran para sufi. Jika dibandingkan dengan cabang-
cabang disiplin Islam yang lain, tasawuf pada umumnya diakui sebagai disiplin yang paling besar perannya 
dalam penyebaran Islam di Indonesia. Baca Alwi Shihab, “The Muhammadiyah Movement and Its 
Controversy with Christian Mission in Indonesia” (Disertasi Ph.D. pada Temple University, 1995), hlm. 18-
19.  
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semisal Gerakan Tarbiyah (yang kemudian menjadi PKS), HTI, MMI, FPI, Laskar Jihad 
dan sebagainya merupakan representasi generasi baru gerakan Islam di Indonesia itu.3  
Oleh Ahmad Syafi’i Mufid, beberapa gerakan yang berada di luar mainstream 
Islam Indonesia itu, disebut sebagai gerakan transnasional, yaitu kelompok keagamaan 
yang memiliki jaringan internasional, yang datang ke suatu negara dengan membawa 
paham keagamaan (ideologi) baru dari negeri seberang (Timur Tengah), yang dinilai 
berbeda dari paham keagamaan lokal yang lebih dahulu eksis. Beberapa kelompok 
keagamaan Islam atau gerakan yang dianggap transnasional adalah Al-Ikhwanul Muslimin 
(Gerakan Tarbiyah) dari Mesir, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari Libanon (Timur 
Tengah), Salafi dari Saudi Arabia, Syiah dari Iran dan Jamaah Tabligh dari 
India/Banglades. Keenam gerakan atau kelompok keagamaan Islam tersebut, saat ini sudah 
ada di Indonesia, berupaya menancapkan pahamnya melalui lembaga pesantren, perguruan 
tinggi atau kampus-kampus, majelis-majelis taklim, lembaga-lembaga amil zakat, infaq 
dan shadaqoh. Karena mereka membawa paham keagamaan (ideologi) baru, maka dalam 
perkembangannya, acap kali mereka menimbulkan gesekan dengan beberapa kelompok 
keagamaan Islam yang telah lebih dahulu ada.4 Disadari atau tidak, para aktivis gerakan 
tersebut berhasil menakhkodai aktivitas beberapa masjid, terutama di wilayah perkotaan. 
Akan tetapi, di beberapa tempat muncul kasus berupa letupan reaksi masyarakat terhadap 
eksistensi mereka, disebabkan cara pandang yang berbeda dalam memahami dakwah.5  
Sejak itu, berbagai peristiwa yang disebut radikalisme dan terorisme sering 
menghantui Indonesia, mulai Bom Bali dan bom-bom lainnya di berbagai wilayah 
                                                 
3Tim PUSHAM UII, Bersama Bergerak: Riset Aktivis Islam di Dua Kota (PUSHAM UII: 
Yogyakarta, Oktober 2009), hlm. 38.  
4Ahmad Syafi’i Mufid (ed.), Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia 
(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011), hlm. 
215-216.    
5Ibid., hlm. ix.   
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Indonesia. Untuk meresponsi hal ini, untuk kali pertama diadakanlah konferensi ulama se-
ASEAN, yaitu The Jakarta International Islamic Conference, dengan tema “Strategi 
Dakwah Menuju Ummatan Wasathon dalam Menghadapi Radikalisme”, untuk menyiasati 
maraknya radikalisme di Indonesia. Konferensi ini diselenggarakan atas prakarsa Majelis 
Tabligh dan Dakwah Muhammadiyah bekerasama dengan Lembaga Dakwah NU, pada 
tanggal 13-15 Oktober 2003 di Gedung JCC Jakarta.6 Menurut Hery Sucipto, konferensi 
inilah yang mengilhami kehadiran Center for Moderate Moslem (CMM) yang dikomandoi 
Muhammadiyah dan NU, untuk mengusung “Islam Jalan Tengah” bagi Islam Indonesia, di 
tengah kerasnya tarik-menarik antara kelompok atau gerakan Islam radikal dengan 
Jaringan Islam Liberal (JIL).7  
Kemunculan CMM oleh Muhammadiyah dan NU dengan mengusung Islam 
moderat kiranya perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Islam 
Indonesia, sebab bagaimanapun juga, Indonesia adalah “negerinya kaum Muslim 
moderat”,8 demikian penilaian Abdurrahman Wahid. Sejak masa pasca-Soeharto, 
Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan 
Amerika Serikat, diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan 
Islam wasat}iyyah, yang oleh sebagian kalangan diidentikkan dengan Islam moderat. 
Dalam konteks ini, Kementerian Agama sebagai lembaga formal milik pemerintah telah 
berupaya untuk menanamkan Islam moderat bagi Islam Indonesia. Menteri Agama, yang 
                                                 
6Lihat Nurul Badruttaman, “Dakwah Islam di Tengah Tantangan Globalisasi: Pemikiran dan 
Kontribusi Tarmizi Taher” dalam Hery Sucipto (ed.), Islam Madzhab Tengah: Persembahan 70 Tahun 
Tarmizi Taher (Cet. I; Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 329.    
7Hery Sucipto, “Tarmizi Taher dan Islam Madzhab Tengah”, pengantar editor dalam Hery Sucipto 
(ed.), Islam Madzhab Tengah: Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher (Cet. I; Jakarta: Grafindo Khazanah 
Ilmu, 2007), hlm.17.  
8Penilaian ini diberikan Abdurrahman Wahid, ketika melihat perkembangan Islam Indonesia. Baca 
Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi (Cet. I; 
Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 60. 
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saat itu dipegang oleh Suryadharma Ali pernah menyatakan bahwa ”Islam Indonesia 
adalah Islam moderat yang mengutamakan toleransi dan kebhinekaan”.9 Kemudian Wakil 
Presiden Jusuf Kalla pada saat membuka Konferensi ke-VI Umat Islam Indonesia, di 
Pagelaran Keraton Yogyakarta, pada 9 Pebruari 2015 mengatakan: “Indonesia harus 
menjadi referensi pemikiran Islam dunia yang moderat. Islam yang jalan tengah”.10 Secara 
khusus, Azyumardi Azra memandang Islam Indonesia sebagai “Islam with a smiling face” 
yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, 
demokrasi, HAM dan kecenderungan-kecenderungan lain di dunia modern.11  
Akan tetapi, apakah karakter moderat bagi Islam Indonesia itu dapat dipertahankan 
dewasa ini? Ini semua tergantung kepada pemeluk agama ini. Di sinilah perlunya 
penyemaian dan penguatan Islam moderat melalui jalur pendidikan, baik secara formal, 
informal dan nonformal, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. 
Muhammadiyah dan NU yang sejak awal dicap sebagai pengusung Islam moderat, 
diharapkan memiliki andil besar bagi pemberdayaan Islam moderat bagi Indonesia.12 
Menurut Muhammad Ali, sudah saatnya ormas-ormas agama seperti NU dan 
Muhammadiyah yang bergaris moderat, untuk membimbing kelompok-kelompok agama 
agar lebih mengedepankan kearifan (wisdom), bukan teror dan kekerasan, dalam 
menyalurkan militansi keagamaan mereka.13 Hal ini karena keberagamaan yang mampu 
                                                 
9Koran Sindo versi online, “Kemenag Dorong UIN Jadi Kampus Riset” dalam http://m.koran-
sindo.com/node/325385, (diakses pada 1 Juni 2014).  
10“Indonesia Diharapkan Jadi Barometer Islam Moderat” dalam http://www.nu.or.id/ (diakses pada 
29 Maret 2015).  
11Azyumardi Azra, “Bali and Southeast Asian Islam: Debunking the Myths” dalam Kumar 
Ramakrishna dan See Seng Tan (eds.), After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia (Singapore: 
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003), hlm. 45.  
12Lihat Azyumardi Azra, “Distinguishing Indonesian Islam: Some Lessons to Learn” dalam Jajat 
Burhanudin dan Kees van Dijk (eds.), Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), hlm. 73-74. 
13Muhammad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin 
Kebersamaan (Cet. I; Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 122.   
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menolak terorisme selalu berawal dari sikap keberagamaan yang moderat, yang berupaya 
mengembangkan penafsiran teks-teks keagamaan dengan bahasa agama yang damai, 
santun, dan bijaksana, sehingga orientasi keberagamaannya tidak berhenti pada to have a 
religion, tetapi lebih penting dari itu adalah to be religious.14 
Selain berdakwah, cita-cita utama Muhammadiyah adalah mementingkan 
pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan ajaran Islam, baik pendidikan di 
sekolah/madrasah ataupun pendidikan dalam masyarakat. Dalam bidang pendidikan, 
hingga tahun 2010, Muhammadiyah memiliki 4.623 Taman Kanak-Kanak; 6.723 
Pendidikan Anak Usia Dini; 15 Sekolah Luar Biasa; 1.137 Sekolah Dasar; 1.079 Madrasah 
Ibtidaiyah; 347 Madrasah Diniyah; 1.178 Sekolah Menengah Pertama; 507 Madrasah 
Tsanawiyah; 158 Madrasah Aliyah; 589 Sekolah Menengah Atas; 396 Sekolah Menengah 
Kejuruan; 7 Muallimin/Muallimat; 101 Pondok Pesantren; serta 3 Sekolah Menengah 
Farmasi.15 Sementara data tahun 2010 menyebutkan bahwa Lembaga Pendidikan Ma’arif 
NU memiliki 12.000 madrasah/sekolah tingkat dasar dan menengah, yang jumlah ini 
mayoritasnya tersebar di wilayah Jawa Timur.16  
Pertanyaan pentingnya, apakah kurikulum lembaga pendidikan Islam yang dikelola 
Muhammadiyah dan NU itu mencerminkan ideologi Islam moderat sebagaimana 
organisasi induknya? Di sinilah letak perlunya dilakukan kajian mendalam mengenai 
kurikulum kedua lembaga pendidikan ini.    
 
 
                                                 
14Ibid., h. 115-116.  
15Lihat Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke-
45) (Yogyakarta: Pusat Pimpinan Muhammadiyah, 2010), h. 37.   
16“7159 Madrasah NU Ada di Jawa Timur” dalam http://www.nu.or.id/ (diakses pada 29 Maret 
2015). 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dimunculkan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana ideologi pendidikan yang dibangun di dalam lembaga pendidikan 
Muhammadiyah? Pertanyaan ini penting diajukan untuk menakar apakah tujuan, 
konten kurikulum, dan kurikulum tersembnyi lembaga pendidikan Muhammadiyah 
mencerminkan Islam moderat atau tidak. 
2. Bagaimana ideologi pendidikan yang dibangun di dalam Lembaga Pendidikan Ma’arif 
NU? Pertanyaan ini penting diajukan untuk menakar apakah tujuan, konten kurikulum, 
dan kurikulum tersembunyi Lembaga Pendidikan Ma’arif NU mencerminkan Islam 
moderat atau tidak. 
 
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 
a. Mengetahui ideologi pendidikan yang dibangun di dalam lembaga pendidikan 
Muhammadiyah, apakah tujuan, konten kurikulum dan kurikulum tersembunyinya 
mencerminkan Islam moderat atau tidak.   
b. Mengetahui ideologi pendidikan yang dibangun di dalam Lembaga Pendidikan 
Ma’arif NU, apakah tujuan pendidikan, konten kurikulum, dan kurikulum 
tersembunyinya mencerminkan Islam moderat atau tidak. 
 
2. Kontribusi Penelitian 
Dengan tujuan penelitian seperti itu, penelitian ini diharapkan memiliki dua 
signifikansi; teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermaksud membangun 
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kerangka pendidikan Islam moderat, dengan melihat pengalaman pendidikan di lembaga 
pendidikan Muhammadiyah dan NU. Sumbangan teoritis semacam ini sangat berguna bagi 
Islam Indonesia, yang sekarang ini sedang diuji oleh maraknya peristiwa radikalisme dan 
terorisme. Kemudian secara praktis, penelitian ini menjadi kontribusi ilmiah bagi lembaga 
pendidikan Muhammadiyah dan NU di dalam mengevaluasi diri, sejauhmana lembaga 
pendidikan kedua organisasi ini mengusung ideologi Islam moderat. 
 
D. Kajian Pustaka 
Sejauh survei literatur dilakukan, terdapat beberapa kajian yang mencerminkan 
moderatisme Islam bagi ideologi Muhammadiyah dan NU. Kajian tentang ideologi 
moderatisme Muhammadiyah misalnya terlihat dalam kajian yang dilakukan oleh Ahmad 
Najib Burhani mengenai sikap religius Muhammadiyah mengenai pluralisme, liberalisme 
dan Islamisme.17 Demikian juga kajian Muhammad Ali yang telah memasukkan 
Muhammadiyah sebagai komunitas Muslim Indonesia yang berwajah moderat.18 
Sementara terkait dengan ideologi moderatisme NU, kajian Muhammad Ali,19 Masdar 
Hilmy20 dan Ahmad Najib Burhani,21 jelas menyebut NU merupakan Islam Moderat, 
bahkan merupakan bagian mainstream Islam Indonesia, sekelas dengan Muhammadiyah. 
                                                 
17Ahmad Najib Burhani, “Pluralism, Liberalism and Islamism: Religious Outlook of the 
Muhammadiyah Islamic Movement in Indonesia” (Tesis Master pada Fakulty of Humanities, University of 
Manchster, 2007), khususnya Chapter 4, hlm. 49-55.  
18Muhammad Ali, “Moderate Islam Movement in Contemporary Indonesia” dalam Rizal Sukma dan 
Clara Joewono (eds.), Islamic Thoughts and Movements in Contemporary Indonesia (Jakarta: Center for 
Strategic and International Studies, 2007), hlm. 204-209.  
19Ibid., hlm. 209-214.  
20Masdar Hilmy, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate 
Vision of Muhammadiyah and NU”, Journal of Indonesian Islam, Vol. 07, No 01, June 2013, hlm. 24-48. 
21Ahmad Najib Burhani, “Al-Tawassut} wa-l I’tida >l: The NU and Moderatism in Indonesian Islam”, 
Asian Journal of Social Science, Vol. 40, Issue 5-6, 2012, hlm. 564-581.  
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Dalam pada itu, kajian serius mengenai pendidikan demokrasi di dalam tubuh 
Muhammadiyah dan NU, telah dilakukan oleh Fuad Fachruddin. Menurutnya, 
Muhammadiyah dan NU dengan afiliasi ideologi Sunninya, telah berperan penting dalam 
menciptakan atmosfir demokratis di kalangan warganya dan masyarakat luas. 
Muhammadiyah dan NU berupaya mendidik warganya dengan mempromosikan nilai-nilai 
demokratis dan keadaban, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Keduanya telah 
mengembangkan pendidikan pemilih, pendidikan gender dan program pendidikan anti 
korupsi.22 Namun demikian, kajian Fachruddin tentang pendidikan demokrasi yang 
dicanangkan Muhammadiyah dan NU ini, belum menyentuh gagasan pendidikan Islam 
moderat oleh Muhammadiyah dan NU, yang sejatinya kedua organisasi ini, untuk konteks 
Indonesia, berideologi Islam moderat. 
Kajian mutakhir dilakukan oleh Toto Suharto mengenai gagasan pendidikan Islam 
moderat di dalam organisasi Muhammadiyah dan NU. Kajian ini menyimpulkan bahwa 
Muhammadiyah dan NU merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang 
karenanya sering dianggap sebagai mainstream Islam Indonesia. Kedua ormas Islam ini, 
meskipun memiliki ideologi keislaman yang berbeda, tapi keduanya memiliki watak dan 
karakter yang sama, yaitu berjuang untuk mewujudkan Islam moderat di Indonesia melalui 
jalur pendidikan, sehingga perjuangan keduanya untuk mengukuhkan Islam moderat, lebih 
ditekankan pada tataran teologis-kultural daripada politis. Muhammadiyah memiliki 
sejumlah lembaga pendidikan dengan ciri khas utamanya adalah adanya mata pelajaran al-
Islam dan Ke-Muhammadiyah-an. Dengan konsep “identitas objektif pendidikan 
Muhammadiyah”, mata pelajaran ini dirancang untuk menjadi instrumen bagi 
Muhammadiyah dalam rangka menyemaikan karakter Islam moderat bagi peserta 
                                                 
22Fuad Fachruddin, “Educating for Democracy: Ideas and Practices of Islamic Civil Society 
Association in Indonesia” (Disertasi Ph.D. pada University of Pittsburgh, 2005), hlm. 251-256.   
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didiknya. Sementara NU mempunyai Lembaga Pendidikan Ma‘arif NU dengan ciri khas 
adanya mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an. Melalui konsep “SNP-Plus”, Lembaga 
Pendidikan Ma‘arif NU merupakan wahana NU untuk menyemaikan karakter Islam 
moderat bagi para peserta didiknya.23  
Kajian yang dilakukan oleh Toto Suharto di atas kiranya masih berupa gagasan 
pendidikan Islam moderat dengan menjadikan organisasi Muhammadiyah dan NU sebagai 
model. Penelitian ini belum menyentuh bagaimana praksis pendidikan Islam moderat oleh 
kedua organisasi ini di lembaga pendidikannya masing-masing. Untuk itu perlu dilakukan 
kajian serius mengenai pendidikan Islam moderat di kedua lembaga pendidikan tersebut, 
baik lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah ataupun NU.  
 
E. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berupa pendahuluan yang memuat 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka 
dan sistematika penulisan. Dilanjutkan bab kedua yang berupa memaparkan literature 
review mengenai peran ideologi dalam pendidikan, ideologi Islam moderat, ideologi Islam 
radikal, dan wacana pendidikan Islam moderat. 
Bab ketiga penelitian ini mengungkap aspek metodologis penelitian ini, mulai dari 
jenis penelitian, lingkup penelitan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan 
keabsahan data penelitian. Sedangkan bab keempat penelitian ini merupakan pembahasan 
data penelitian, yang berbicara bagaimana ideologi kurikulum pendidikan di dalam 
lembaga pendidikan Muhammadiyah dan NU di wilayah Surakarta, serta analisis terhadap 
                                                 
23Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam 
Moderat di Indonesia”, Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9, No.1, September 2014, hlm. 105.   
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pembahasan data tersebut. Penelitian ini diakhiri dengan bab kelima berupa penutup, yang 
memuat kesimpulan dan rekomendasi.  
11 
 
BAB II 
IDEOLOGI PENDIDIKAN ISLAM: 
ANTARA MODERAT DAN RADIKAL 
 
A. Ideologi dalam Pendidikan 
Menurut Michael W. Apple, krisis struktural, baik yang menyangkut kerja, 
budaya maupun legitimasi, sesunggunya dimulai dari lembaga pendidikan. 
Sekolah selama beberapa dekade terakhir ini telah menjadi pusat kecaman radikal 
ketimbang institusi-institusi lainnya semisal politik, budaya atau ekonomi. 
Kecaman terhadap dunia pendidikan ini terus meningkat ketika institusi 
pendidikan tidak mampu lagi melahirkan demokrasi dan persamaan yang 
diinginkan. Dari sini para pemikir kritis mempertanyakan kembali peran penting 
lembaga pendidikan, dan pengetahuan yang dihasilkannya di dalam mereproduksi 
tatanan sosial yang sering menyisakan ketidaksamaan kelas, gender dan ras. 
Mereka umumnya sepakat bahwa sistem pendidikan dan budaya merupakan 
elemen penting di dalam memelihara adanya relasi dominasi dan eksploitasi di 
dalam masyarakat. Para pendukung teori kritis ini menyatakan bahwa lembaga 
pendidikan perlu mendapat perhatian lebih ketika institusi ini menjadi bagian dari 
kerangka relasi sosial yang berhubungan dengan reproduksi budaya.1 
Oleh karena lembaga pendidikan merupakan bagian dari reproduksi 
budaya, Apple menekankan bahwa studi kritis tentang pendidikan bukan hanya 
berkaitan dengan isu-isu teknis tentang bagaimana mengajar secara efektif dan 
                                                 
1Michael W. Apple, Education and Power (Boston: Ark Paperbacks, 1985), hlm. 9-10.  
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efisien, tapi lebih dari itu, studi kritis harus mengkaji bagaimana hubungan 
pendidikan dengan ekonomi, politik dan budaya yang di dalamnya mengandung 
unsur kuasa. Kajian seperti ini meniscayakan perlunya critical theoretical tools 
dan cultural and political analyses untuk dapat memahami fungsi-fungsi 
kurikulum dan pengajaran secara lebih terang. Alat-alat analisis ini, bagi Apple, 
bertumpu pada dua konsep utama, yaitu analisis ideologi dan analisis hegemoni, 
yang untuk beberapa lama telah diabaikan dalam studi kependidikan di dunia 
Barat.2  
Bahkan, menurut Terence J. Lovat dan David R. Smith, kurikulum 
sejatinya dirancang oleh suatu agen yang melayani kepentingan suatu kekuasaan 
di dalam masyarakat atau negara tertentu. Melalui kurikulum, mereka 
memasukkan suatu ideologi kepada peserta didik tentang apa yang harus dimiliki, 
dan apa yang tidak harus dimiliki. Oleh karena itu, lembaga pendidikan semacam 
sekolah dan kurikulumnya merupakan agen-agen ideologi (ideological agents), 
sama dengan media dan gereja, yang merepresentasikan struktur sosial tertentu 
dalam suatu masyarakat yang berkuasa.3 Lebih jauh, Tilaar menyatakan bahwa 
pengaruh ideologi dalam kurikulum pendidikan tidak dapat diremehkan. 
Kurikulum bukan hanya sekadar teknis, yang tidak ada hubungannya dengan 
masalah politik. Lebih dari itu, di dalam kurikulum pendidikan sesungguhnya 
tersembunyi ide serta nilai-nilai yang sebenarnya dipaksakan oleh masyarakat 
                                                 
2Michael W. Apple, Ideology dan Curriculum (Edisi III; New York: Routledge Falmer, 
2004), hlm. vii-viii.   
3Terence J. Lovat dan David R. Smith, Curriculum: Action on Reflection (Edisi IV; 
Victoria: Thomson Social Science Press, 2006), hlm. 34.   
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dalam sistem pendidikan.4 Dengan demikian, untuk dapat melihat suatu 
kepentingan dalam sebuah kurikulum pendidikan, ideologi dapat dijadikan 
sebagai pisau analisis. 
Apa yang menjadi landasan sebuah kurikulum dibuat? Pertanyaan ini 
penting diajukan, mengingat semua kurikulum pendidikan pada hakikatnya 
disusun berdasarkan filsafat dan ideologi pendidikan tertentu yang menjadi 
landasan pacunya. Ideologi menurut Magnis-Suseno adalah salah satu istilah yang 
banyak dipergunakan, terutama dalam ilmu-ilmu sosial dan filsafat, tetapi juga 
merupakan istilah yang paling tidak jelas artinya. Istilah ini untuk kali pertama 
digunakan oleh Destutt de Tracy sebagai ilmu tentang ide-ide. Dari sini, istilah ini 
kemudian digunakan Karl Marx untuk mengukur cara manusia berpikir dan 
menilai tentang pandangan-pandangan mengenai moral, dunia, budaya, dan lain-
lain. Ideologi kemudian digunakan Vilfredo Pareto dalam sosiologi, yang 
dilanjutkan oleh Karl Mannheim yang membedakannya dengan istilah “utopia”. 
Bagi Magnis-Suseno, ideologi paling tidak mempunyai tiga pengertian, yaitu 
sebagai kesadaran palsu yang tidak berorientasi pada kebenaran kecuali bagi yang 
mempropagandakannya (pengertian negatif), sebagai keseluruhan sistem berpikir, 
nilai-nilai, dan sikap-sikap dasar rohani bagi sebuah gerakan, kelompok sosial, 
atau kebudayaan (pengertian netral), dan sebagai keyakinan subjektif yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (pengertian positif).5 
                                                 
4H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam 
Pusaran Kekuasaan (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 175-176. Buku ini merupakan edisi 
revisi dari karyanya Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural 
(Cet. I; Magelang: Indonesia Tera, 2003).   
5Frans Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (Cet. IV; Yogyakarta: Kanisius, 
1995), hlm. 227-231.  
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Dalam konteks itu, menurut M. Sastrapratedja, ideologi secara umum 
dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi 
pada tindakan yang terorganisir menjadi suatu sistem yang teratur,6 sehingga 
Richard Pratte menyebut ideologi sebagai “a belief system” yang berhubungan 
dengan “action”.7 Dengan ini, ideologi memiliki tiga unsur. Pertama, adanya 
suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan masa lalu yang 
diimajinasikan ke masa depan. Kedua, setiap ideologi memuat seperangkat nilai-
nilai atau suatu preskripsi moral yang menolak sistem lainnya. Ketiga, ideologi 
memuat suatu orientasi pada tindakan, yaitu sebagai suatu pedoman untuk 
mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Melalui ketiga unsur ini 
ideologi berfungsi sebagai pemersatu di antara in group (kita) dan pembeda 
dengan out group (mereka), karenanya ideologi dapat membentuk identitas 
kelompok atau bangsa. Ideologi juga berfungsi sebagai futuristik karena 
memberikan gambaran masa depan yang utopis, di samping juga berfungsi 
sebagai orientasi pada tindakan.8    
Menurut Toto Suharto, setiap sistem pendidikan sesungguhnya 
menyembunyikan ideologi tertentu dalam rangka reproduksi budaya. Oleh karena 
itu, untuk mengetahui landasan ideologis sebuah kurikulum pendidikan, maka 
analisis ideologi pendidikan merupakan sesuatu yang penting. Di dalam bidang 
pendidikan, ideologi merupakan sumber kekuasaan dalam mengarahkan 
                                                 
6M. Sastrapratedja, “Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya”, dalam Oetojo 
Oesman dan Alfian (eds.), Pancasaila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan 
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), hlm. 142.   
7Richard Pratte, Ideology and Education (New York: David McKay Company, 1977), 
hlm. 26-37.  
8M. Sastrapratedja, “Pancasila sebagai Ideologi”, hlm. 143-144.  
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pendidikan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas 
pendidikan, mulai dari perencanaan hingga penilaian, pada dasarnya bersumber 
dari ideologi pendidikan yang dianutnya.9  
Dalam kaitan itu, menarik pernyataan Gerald L. Gutek dalam 
Philosophical and Ideological Perspectives on Education yang menyebutkan 
bahwa suatu ideologi pendidikan, apapun bentuknya, dapat diwujudkan dalam tiga 
hal, yaitu: (1) di dalam menentukan kebijakan dan  tujuan pendidikan, (2) di 
dalam penyampaian nilai-nilai yang tersembunyi  dalam hidden curriculum, (3) 
dan di dalam formulasi kurikulum itu sendiri. Ketiga aspek ini senantiasa 
dipengaruhi dan ditentukan bentuk dan formatnya oleh ideologi pendidikan yang 
dianut oleh suatu lembaga pendidikan.10  
Berikut dikemukakan gambar bagaimana ideologi pendidikan berperan 
secara dominan dalam merumuskan tujuan pendidikan, merumuskan nilai-nilai 
dalam hidden curriculum, serta menentukan konten kurikulum pendidikan, baik 
dalam bentuk ideal curriculum ataupun real curriculum, sebagaimana teori Gerald 
L. Gutek: 
 
 
 
 
 
                                                 
9Toto Suharto, “Sekolah sebagai Pilihan Ideologis”, Solopos, Selasa, 19 Juni 2012. 
Artikel ini diposting secara online http://www.solopos.com/2012/kolom/sekolah-sebagai-pilihan-
ideologis-194851.    
10Gerald L. Gutek, Philosophical and Ideological Perspectives on Education (New 
Jersey: Pentice-Hal, 1988), hlm. 160-162. 
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Gambar 1. 
Ideologi Pendidikan sebagai Sumber Kekuasaan Pendidikan 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sumber: Adaptasi dari Gerald L. Gutek, Philosophical and Ideological 
Perspectives on Education, hlm. 160-162.  
 
Dari gambar di atas diketahui bahwa analisis ideologi pendidikan dapat 
digunakan untuk mengungkap landasan kurikulum dari sebuah lembaga 
pendidikan. Sebab, ideologi pendidikan bagaimanapun juga merupakan sistem 
kepercayaan, nilai, atau pandangan serta pemikiran yang menjadi landasan atau 
orientasi bagi sebuah lembaga pendidikan untuk menentukan langkah-langkah ke 
mana pendidikan itu mengarah. 
 
B. Ideologi Islam Moderat 
Menurut KBBI Offline Versi 1.5,11 terma ”moderat” memiliki dua makna, 
yaitu: (1) selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem;  dan 
                                                 
11KBBI Offline Versi 1.5 merupakan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Luar 
Jaringan (Offline) lansiran 2010-2013, yang mengacu pada data dari KBBI Daring (Dalam 
Jaringan atau Online) Edisi III yang diambil dari http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/. 
Software ini merupakan Freeware yang dikembangkan oleh Ebta Setiawan.  
Ideologi Pendidikan 
Tujuan Pendidikan 
Kurikulum Tersembunyi  
Konten Kurikulum  
Kurikulum ril 
Kurikulum 
ideal 
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(2) berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.12 Oleh karena itu, paham 
moderat berarti paham yang tidak ekstrem, dalam arti selalu cenderung pada jalan 
tengah. Al-Qur’an menyebut umat Islam sebagai ummah wasat}a (Q.S. al-
Baqarah: 143), yaitu umat “tengahan”, “moderat”, adil, dan “terbaik”. Oleh karena 
itu, mengedepankan sikap moderat bukan hanya berkesesuaian dengan anjuran 
ayat ini (dan ayat-ayat al-Qur’an lainnya yang senafas), tapi juga menjadi karakter 
utama umat ini. Dari sini, Muchlis M. Hanafi memaknai moderat (al-wasat{) 
sebagai metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku secara tawa>zun (seimbang) 
dalam menyikapi dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah 
dan akhlak.13 
Dengan mengutip pandangan John L. Esposito, Masdar Hilmy 
menyebutkan bahwa terma “moderat” dan “moderatisme” merupakan 
nomenklatur konseptual yang sulit didefinisikan. Terma ini diperebutkan oleh 
kelompok agama atapun para ilmuwan, sehingga dimaknai secara berbeda-beda, 
tergantung siapa dan dalam konteks apa ia dipahami.14 Kesulitan pemaknaan ini 
disebabkan karena khazanah pemikiran Islam Klasik tidak mengenal istilah 
“moderatisme”. Penggunaan dan pemahaman atasnya biasanya merujuk pada 
padanan sejumlah kata dalam bahasa Arab, di antaranya al-tawassut} atau al-wasat} 
(moderasi), al-qist} (keadilan), al-tawa>zun (keseimbangan), al-i‘tida>l 
                                                 
12“Moderat” dalam KBBI Offline Versi 1.5.  
13Muchlis M. Hanafi, Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama (Jakarta: 
Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur’an, 2013), hlm. 3-4  
14Masdar Hilmy, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the 
Moderate Vision of Muhammadiyah and NU”, Journal of Indonesian Islam, Vol. 07, No 01, June 
2013, hlm. 25. 
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(keselarasan/kerukunan), dan semacamnya.15 Namun demikian, dalam konteks 
Indonesia, masih menurut Hilmy, terdapat beberapa karakteristik moderatisme 
Islam. Hilmy menyatakan: 
 
“The concept of moderatism in the context of Indonesian Islam has at least 
the following characteristics; 1) non-violent ideology in propagating Islam; 
2) adopting the modern way of life with its all derivatives, including science 
and technology, democracy, human rights and the like; 3) the use of rational 
way of thinking; 4) contextual approach in understanding Islam, and; 5) the 
use of ijtiha>d (intellectual exercises to make a legal opinion in case of the 
absence of explicit justification from the Qur’a>n and H{adi>th). Those 
characteristics are, however, can be expanded into several more 
characteristics such as tolerance, harmony and cooperation among different 
religious groups”.16   
Sementara itu, untuk konteks Indonesia, Muhammad Ali memaknai Islam 
moderat sebagai “those who do not share the hard-line visions and actions”.17 
Dengan pemaknaan ini, ia menyatakan bahwa Islam moderat Indonesia merujuk 
pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal (tawassut}) di 
dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan; mereka toleran 
terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, dan memprioritaskan 
pemikiran dan dialog sebagai strateginya. Dengan ini, mereka adalah mainstream 
Islam Indonesia, meskipun gerakan strategisnya untuk memoderasi keagamaan 
dan politik masih dinilai terbatas. Gagasan-gagasan semisal “Islam Pribumi”, 
“Islam Rasional”, “Islam Progresif”, “Islam Transformatif”, “Islam Liberal”, 
“Islam Inklusif”, “Islam Toleran”, dan “Islam Plural”, yang muncul sejak tahun 
                                                 
15Ibid., hlm. 27.  
16Ibid., hlm. 28.  
17Muhammad Ali, “Moderate Islam Movement in Contemporary Indonesia” dalam Rizal 
Sukma dan Clara Joewono (eds.), Islamic Thoughts and Movements in Contemporary Indonesia 
(Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 2007), hlm.Moderate Islam Movement”, 
hlm. 198.   
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1970-an dapat dikategorikan sebagai Islam moderat Indonesia. Kategori yang 
sama juga dapat disematkan pada gagasan-gagasan reaktualisasi Islam, 
nasionalisasi Islam, desakralisasi budaya Islam, atau ijtihad kontekstual.18 
Berbeda dengan Muhammad Ali yang lebih menekankan pada substansi 
karakter Islam moderat, Ahamd Najib Burhani memaknai Islam moderat untuk 
Indonesia lebih pada makna bahasanya, yaitu sebagai “mid-position between 
liberalism and Islamism”. Orang atau organisasi yang berada di tengah-tengah 
antara liberalisme dan Islamisme adalah moderat.19 Dengan demikian, bagi 
Burhani, Islam moderat Indonesia adalah bukan liberal dan juga bukan Islamis. 
Dari beberapa pandangan mengenai Islam moderat di atas, untuk konteks 
Indonesia, perlu pemaknaan secara substansial mengenai Islam moderat, yang 
oleh al-Qur’an disebut sebagai rah}mah li al-‘a>lami>n (Q.S. al-Anbiya>: 107). 
Dengan pemaknaan ini, Islam moderat bagi Indonesia adalah Islam yang bukan 
ekstrem atau radikal, yang senantiasa tidak menekankan pada kekerasan atau tidak 
menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keberislamannya. 
Kelompok Islam liberal atau kelompok Islamis, selama mereka menempuh jalur 
yang bukan rah}mah, maka itu bukan dikategorikan Islam moderat.  
Dengan itu, Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu 
berperilaku normal (tawassut}) di dalam mengimplementasikan ajaran agama; 
toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan 
dialog, mengakomodir konsep-konsep modern yang secara substansial 
                                                 
18Ibid., hlm. 199.  
19Ahmad Najib Burhani, “Pluralism, Liberalism and Islamism: Religious Outlook of the 
Muhammadiyah Islamic Movement in Indonesia” (Tesis Master pada Fakulty of Humanities, 
University of Manchster, 2007), hlm. 16.  
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mengandung maslahat, berpikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan teks 
secara kontekstual, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak 
termaktub di dalam al-Qur’an atau Sunnah. Dengan karakter ini, Islam moderat 
adalah mereka yang memiliki sikap toleran, rukun dan kooperatif dengan 
kelompok-kelompok agama yang berbeda. Inilah watak rah}mah bagi Islam 
moderat Indonesia, yang lebih bermakna teologis, daripada politis20 yang sering 
diwacanakan oleh Amerika Serikat ketika memaknai Islam moderat.21 Dengan 
watak seperti ini, Islam moderat merupakan kebalikan dari Islam radikal,22 yang 
untuk kemudian sering disebut sebagai fundamentalisme, militanisme, fanatisme, 
Islamisme atau ekstrimisme.23 
 
C. Ideologi Islam Radikal 
Dalam pandangan Noorhaidi Hasan, sesuatu dikatakan radikal jika 
mengabsahkan penggunaan metode kekerasan dalam upaya mewujudkan 
perubahan radikal dalam sistem politik ataupun masyarakat. Dengan demikian, 
ukuran radikalisme terletak pada kecenderungan mengupayakan perubahan 
                                                 
20Lihat Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret 
Pendidikan Islam Moderat di Indonesia”, Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9, No.1, 
September 2014, hlm. 90.  
21Lihat pemaknaan Islam moderat yang teologis, bukan politis, oleh Ahmad Najib 
Burhani, “Al-Tawassut} wa-l I’tida>l: The NU and Moderatism in Indonesian Islam”, Asian Journal 
of Social Science, Vol. 40, Issue 5-6, 2012, hlm. 564-581.  
22Dari sini kedua istilah ini sering dipersandingkan sebagai sebuah terma yang saling 
diperlawankan. Informasi awal tentang Islam moderat versus Islam radikal, lihat misalnya 
Nurjannah, Radikal vs Moderat: Atas Nama Dakwah, Amar Makruf Nahi Mungkar dan Jihad 
(Perspektif Psikologi) (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013). Buku ini berasal dari disertasi 
penulisnya di Fak. Psikologi UGM.      
23Baca A. Rubaidi, Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan Moderatisme 
Islam di Indonesia (Cet. III; PWNU Jawa Timur, 2010), hlm. 31-32.  
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radikal terhadap sistem yang ada dengan menggunakan kekerasan. Radikalisme 
bisa dinisbatkan kepada pemikiran, gagasan, aksi, atau gerakan dari agama apa 
saja. Ketika radikalisme itu didasari oleh semangat menggantikan sistem yang ada 
dengan sistem baru yang bersumber dari syari’ah, maka ini disebut radikalisme 
Islam. Apabila radikalisme itu dipoles dengan doktrin-doktrin jihad, dalam arti 
pengesahan kekerasan itu dengan dalih jihad, maka disebut jihadisme. Dari 
jihadisme inilah berkembang terorisme Islam, atau lebih tepatnya, terorisme atas 
nama Islam. Inilah puncak aksi kekerasan.24   
Sementara itu, menurut Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, radikalisme 
keagamaan sebenarnya merupakan fenomena yang bisa muncul dalam setiap 
agama, karena ia adalah semacam ideologi yang menjadikan agama sebagai 
pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Fundamentalisme ini pada 
gilirannya akan diiringi radikalisme dan kekerasan, apabila upaya semangat 
kembali pada dasar-dasar agama tadi mendapat rintangan dari situsai politik yang 
mengelilinginya. Radikalisme sebenarnya tidak menjadi masalah, selama ia hanya 
bersarang dalam pemikiran yang bersifat ideologis dalam diri penganutnya. Akan 
tetapi, ketika radikalisme ideologis itu bergeser dari wilayah pemikiran ke wilayah 
gerakan, maka ia mulai akan menimbulkan masalah, utamanya ketika semangat 
untuk kembali pada dasar-dasar agama itu dihalangi oleh kekuatan politik lain. 
Dalam situasi ini, radikalisme tak jarang akan diiringi kekerasan atau terorisme.25 
Dari pergeseran inilah orang sering memaknai radikalisme dalam dua wujud, yaitu 
                                                 
24Noorhaidi Hasan, Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi dan Teori 
(Cet. I; Yogyakarta: Suka-Press, 2012), hlm. 23-26.  
25Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, Islam dan Radikalisme di Indonesia (Cet. I; Jakarta: 
LIPI Press, 2005), hlm. 4-5.  
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radikalisme dalam pikiran yang disebut fundamentalisme; dan radikalisme dalam 
tindakan yang disebut terorisme.26 
Dalam konteks itu, menurut Rahimi Sabirin, radikalisme merupakan 
pemikiran atau sikap keagamaan yang ditandai empat hal. Pertama, sikap tidak 
toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kedua, sikap 
fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Ketiga, 
sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan umat kebanyakan. 
Keempat, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk 
mencapai tujuan.27  
Secara khusus dalam Islam, Greg Fealy dan Virginia Hooker dalam 
pengantar editornya menyatakan bahwa: 
 
“Radical Islam refers to those Islamic movements that seek dramatic change 
in society and the state. The comprehensive implementation of Islamic law 
and the upholding of “Islamic norms”, however defined, are central 
elements in the thinking of most radical groups. Radical Muslims tend to 
have a literal interpretation of the Qur’an, especially those sections relating 
to social relations, religious behavior and the punishment of crimes, and 
they also seek to adhere closely to the perceived normative model based on 
the example of the Prophet Muhammad”.28  
Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi menyebut empat indikator bagi 
religious extremism. Pertama, fanatisme dan intoleransi, sebagai akibat dari 
prasangka (prejudice), kekakuan (rigidity), dan kepicikan pandangan (lack of 
lnsight). Sikap ini menggiring mereka untuk memaksa orang lain, baik dalam 
bentuk terorisme intelektual seperti fitnah dan tuduhan terhadap penganut bid’ah, 
                                                 
26Lihat Rahimi Sabirin, Islam dan Radikalisme (Yogyakarta: Ar-Rasyid, 2004), hlm. 6.   
27Rahimi Sabirin, Islam dan Radikalisme, hlm. 5.   
28Greg Fealy dan Virginia Hooker (eds.), Voices of Islam in Southeast Asia: A 
Contemporary Sourcebook, (Singapore: ISEAS, 2006), hlm. 4.  
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dan sebagainya, maupun dalam bentuk terorisme fisik yang lebih terrifying. 
Kedua, berlebih-lebihan atau melampaui batas, sehingga cenderung mengambil 
garis keras (hard-line) yang hobi berdemonstrasi dengan makian, hasutan dan 
bahkan ancaman bom. Ketiga, membebani orang lain tanpa mempertimbangkan 
situasi dan kondisi. Keempat, keras dalam memperlakukan diri sendiri dan orang 
lain, sehingga misalnya, asas praduga tak bersalah tidak pernah dihiraukan. Semua 
ciri ekstremisme agama yang tiranik dan tidak egaliter ini, jelas membahayakan 
hak-hak orang lain, yang dapat melahirkan bahaya dan ketidakamanan.29 
Dengan itu dapat diketahui bahwa Islam radikal adalah paham, ideologi, 
atau keyakinan keagamaan Islam yang bermaksud melakukan perubahan 
masyarakat dan negara secara radikal, yaitu mengembalikan Islam sebagai 
pegangan hidup bagi masyarakat maupun individu. Oleh karena perubahan ini 
dilakukan secara radikal, maka bagi paham ini, memungkinkan dilakukannya 
tindakan radikalisme, apabila upaya semangat kembali pada dasar-dasar 
fundamental Islam ini mendapat rintangan dari situsai politik yang 
mengelilinginya. Dengan keyakinan yang kuat terhadap ideologinya yang 
dianggapnya benar, paham keagamaan Islam radikal lahir sebagai sebuah respons 
terhadap kondisi yang menurutnya bertentangan dengan keyakinannya, bahkan 
sekuat tenaga akan merubahnya secara terus-menerus apabila tatanan yang ada 
belum sepenuhnya sesuai dengan tatanan yang diharapkannya. 
Dari papaan di atas, kiranya dapat ditarik benang merah mengenai 
karakteristik Islam radikal.30 Pertama, menghendaki pelaksanaan hukum Islam 
                                                 
29Dikutip dari Muhammad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural, hlm. 107-108.  
30Baca Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU”, hlm. 94-95.  
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dan penegakan norma-norma Islam secara komprehensif dalam kehidupan 
individu dan masyarakat, sesuai apa yang dimodelkan oleh Rasulullah, sehingga 
memiliki sikap keberagamaan yang fanatik. Menurut Masdar Hilmy, karakter ini 
mengindikasikan bahwa paham Islam radikal adalah totalitarian. Sebagai anti-tesis 
terhadap paham Barat, paham Islam radikal menekankan adanya visi Islam 
sebagai doktrin agama dan sebagai praktik sosial sekaligus. Paham integrasi ini 
sering disebut sebagai ”Tiga D”, yaitu bahwa Islam menyatukan antara Di>n, 
Dunya> dan Daulah, karena seluruh aspek kehidupan manusia sudah tercover oleh 
al-Qur’an dan Sunnah. Puncak dari keyakinan ini adalah pendirian ”negara Islam” 
yang mengatur semua kehidupan individu berdasarkan konsep syari’ah.31 
Kedua, menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hubungan 
sosial, perilaku keagamaan dan hukuman kejahatan secara literal-tekstual. 
Penafsiran rasional-kontekstual terhadap al-Qur’an tidak diperlukan sepanjang al-
Qur’an telah menyatakannya secara eksplisit. Oleh karena itu, paham ini tidak 
menyatakan apa yang tidak dimunculkan al-Qur’an, yang dinilainya sebagai 
bid’ah, bahkan konsep-konsep Barat semisal demokrasi, liberalisme dan 
kapitalisme adalah bid’ah, karena itu haram menurut Islam. Di sini, penggunaan 
simbol-simbol Islam menjadi karakter determinan paham ini, pada saat yang sama 
pemurnian Islam menjadi teologi yang dipertahankan.32 
Ketiga, model penafsiran literal-tekstual ini membawanya untuk bersikap 
intoleransi terhadap semua paham atau keyakinan yang bertentangan dengannya, 
                                                 
31Masdar Hilmy, ”The Politics of Retaliation: the Backlash of Radical Islamists to 
Deradicalization Project in Indonesia”, Al-Ja>mi‘ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 51, No. 1, 
2013 M/1434 H, hlm. 133. 
32Ibid., hlm. 134 dan 136. 
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dan pada saat yang sama bersikap eksklusif dengan membedakan diri dari orang 
kebanyakan. Di dalam sikap seperti ini, dunia hanya berisi dua hal, yaitu baik-
buruk, halal-haram, iman-kufur, dan seterusnya, dengan mengabaikan ketentuan-
ketentuan hukum lain, semisal sunnah, maruh dan mubah. Adapun sikap eksklusif 
muncul karena ”menutup” atas pengaruh luar yang dinyatakannya sebagai 
ketidakbenaran. Kebenaran yang diyakininya ini akan dipertahankan, sekalipun 
harus meneteskan darah.33 Keempat, intoleransi dan eksklusivitas hasil dari 
penafsiran di atas menghasilkan pandangan yang revolusioner, yaitu ingin 
merubah secara terus-menerus, sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan 
kekerasan, selama tujuan yang diinginkan belum tercapai. 
 
D. Pendidikan Islam Moderat 
Konsep pendidikan Islam moderat merupakan wacana baru, yang sejauh 
survei literatur dilakukan, belum ditemukan definisi terkait pemaknaan istilah ini. 
Kalau ditulis kata ”Moderate Islamic Educatioan” atau ”Pendidikan Islam 
Moderat” di mesin pencari Google, maka yang muncul adalah terminologi 
”Moderate Islam” atau ”Islam Moderat”. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep 
pendidikan Islam moderat merupakan wacana baru yang muncul dalam bidang 
pendidikan Islam.  
Meskipun demikian, secara ideologis dapat dikatakan bahwa pendidikan 
Islam moderat merupakan pendidikan Islam yang ideologinya menganut paham, 
ajaran atau keyakinan Islam moderat. Oleh karena pendidikan Islam moderat 
                                                 
33Ibid., 134.  
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mengacu pada ideologi Islam moderat, maka sudah dapat dipastikan bahwa 
konsep pendidikan Islam moderat mengacu pada konsep dan wacana yang 
dipahamkan dalam ideologi Islam moderat ini. Oleh karena itu, untuk menentukan 
karakter pendidikan Islam moderat, maka penajaman karakter-karakter Islam 
moderat merupakan sesuatu yang perlu ditekankan dalam memahami konsep 
pendidikan Islam moderat.  
Menurut Toto Suharto, pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini telah 
terfragmentasi dalam beragam ideologi. Lembaga pendidikan di bawah naungan 
pemerintah, baik berupa madrasah negeri ataupun sekolah negeri, memiliki 
ideologi yang jelas, yaitu ideologi negara berdasarkan Pancasila. Lain halnya 
dengan lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh suatu organisasi atau 
yayasan tertentu, maka ideologi pendidikannya tergantung pada ideologi 
organisasi atau yayasan tersebut. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan swasta 
tak jarang menjadi agen atau penyemai ideologi dari suatu organisasi atau yayasan 
induknya. Sebuah lembaga pendidikan Islam dapat dikategorikan pengusung 
Islam moderat, manakala organisasi atau lembaga induknya memiliki ideologi 
Islam berpaham moderat. Sebaliknya, suatu lembaga pendidikan Islam dapat 
dikategorikan pengusung Islam radikal, manakala organisasi atau lembaga 
induknya memiliki ideologi Islam berpaham radikal.34 
Ideologi Islam, baik yang moderat maupun yang radikal, senantiasa 
disemaikan, dikuatkan dan dilestarikan melalui berbagai media dan sarana. Salah 
                                                 
34Toto Suharto, “Islam Moderat untuk Islam Nusantara”, Solopos, 29 Juli 2015. Artikel 
ini diposting secara online dalam http://www.solopos.com/2015/07/31/gagasan-islam-moderat-
untuk-islam-nusantara-628167 (diakses pada 31 Juli 2015).  
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satu media yang sangat startegis bagi penguatan dan penyemaian ideologi Islam 
moderat atau radikal adalah melalui jalur pendidikan. Menurut Syamsul Arifin, 
peran dunia pendidikan dapat diplot sebagai salah satu institusi yang dapat 
dioptimalisir untuk melakukan apa yang disebut dengan deradikalisasi. Peran 
pendidikan terutama yang dikelola oleh umat Islam diharapkan dapat melakukan 
peran tersebut, bersama institusi lainnya, sehingga wajah Islam di Indonesia tetap 
terlihat ramah, toleran, moderat, namun tetap memiliki martabat di mata dunia.35 
 
                                                 
35Syamsul Arifin, “Membendung Arus Radikalisasi di Indonesia”, Islamica: Jurnal Studi 
Keislaman , Vol. 8, Nomor 2, Maret 2014, hlm. 416.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative research) dengan 
menggunakan pendekatan filsafat pendidikan. Pendekatan ini digunakan untuk 
membongkar struktur fundamental dari sebuah konsep, pemikiran, gagasan atau ide 
mengenai pendidikan Islam moderat sebagaimana termaktub di dalam kurikulum 
pendidikan Muhammadiyah dan NU. Mengikuti pemikiran Anton Bakker dan Achmad 
Charris Zubair, penelitian ini menggunakan model penelitian filsafat mengenai masalah 
aktual, yaitu refleksi filosofis tentang salah satu fenomena atau situasi aktual,1 yang dalam 
hal ini adalah pendidikan Islam moderat di dalam pendidikan Muhammadiyah dan NU. 
Dilihat dari tempat penelitian, penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian 
pustaka (library research) dengan penelitian lapangan (field research). Menurut Mestika 
Zed, sebuah riset profesional idealnya menggunakan kombinasi antara riset pustaka dan 
riset lapangan.2 Dalam studi Islam, Akh. Minhaji menyebut penelitian jenis ini sebagai 
model integrasi, yaitu integrasi antara penelitian pustaka yang berparadigma normatif 
dengan penelitian lapangan yang berparadigma empiris, yang dinilainya sebagai penelitian 
ideal bagi studi Islam.3 
 
 
                                                 
1Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Cet. VI; Yogyakarta: 
Kanisius, 1998), hlm. 107-113.  
2Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 
hlm. 2.   
3Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: the Methodological Imagination in Islamic Studies 
(Cet. I; Yogyakarta: Suka-Press, 2009), hlm. 47 dan 59.   
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B. Lingkup Penelitian   
Kajian ini melingkupi pendidikan Islam dalam lembaga pendidikan 
Muhammadiyah dan NU yang ada di wilayah Surakarta. Wilayah Surakarta meliputi tujuh 
kota/kabupaten, yaitu Kota Surakarta, kabupaten Karanganyar, Sragen, Wonogiri, 
Sukoharjo, Klaten dan Boyolali.4 Menurut Toto Suharto dan Ja’far Assagaf, di wilayah ini 
menjamur kelompok-kelompok Islam berpaham keagamaan radikal yang sering melakukan 
sweeping, sehingga sering disebut kelompok vigilante (suka main hakim sendiri). 
Pemahaman Islam radikal ini tak jarang disemaikan melalui aktivitas masjid. Di wilayah 
Surakarta terdapat sembilan kelompok vigilante lokal yang siap menjadi akar pemahaman 
Islam radikal, yaitu Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Laskar Jundullah, Laskar Umat 
Islam Surakarta (LUIS), Tim Hisbah, Laskar Hizbullah Sunan Bonang, Hawariyyun, 
Brigade Hizbullah, Barisan Bismillah, dan Al-Islah, ditambah dua gerakan Islam radikal 
tingkat nasional yang berpusat di Jakarta, yaitu Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) yang 
berafiliasi dengan PPP, dan Front Pembela Islam (FPI).5 Dengan demikian, 
Muhammadiyah dan NU di wilayah Surakarta, melalui lembaga pendidikannya, 
diharapkan memiliki andil besar bagi penguatan Islam moderat di wilayah ini. 
Data Kependidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015 
menyebutkan bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah tingkat dasar dan menengah 
menyebar di seluruh wilayah Surakarta yang tujuh. Untuk Kota Surakarta misalnya, 
Muhammadiyah memiliki 23 SD, 9 SMP, 1 MTs, 5 SMA, 1 MA dan 3 SMK, sebagaimana 
terlihat dalam tabel berikut: 
 
 
                                                 
4Lihat “Karesidenan Surakarta” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan_Surakarta (diakses 
pada 29 Maret 2015).   
5Toto Suharto dan Ja’far Assagaf, ”Membendung Arus Paham Keagamaan Radikal di Kalangan 
Mahasiswa PTKIN”, Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 14, No. 1, Mei 2014, hlm. 158-159.   
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Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Tingkat Dasar dan Menengah  
Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 
 
No. Nama dan Jenjang Pendidikan Alamat 
1. SD MUHAMMADIYAH PROGRAM 
KHUSUS KOTTABARAT SURAKART 
Jl. Dr. Moewardi No 24 Surakarta 
2. SD MUHAMMADIYAH 11 
MANGKUYUDAN 
Jl. Songgorunggi 23 
3. SD MUHAMMADIYAH 16 
KARANGASEM 
Karangasem Rt. 02 Rw. Iii 
Karangasem Laweyan Surakarta 
4. 
SD MUHAMMADIYAH 19 KEMLAYAN 
Jl. Bedoyo No. 12 Kemlayan, 
Serengan, Surakarta 
5. 
SD MUHAMMADIYAH 13 MAKAM 
Jl. Wisanggeni No. 29 Serengan 
Surakarta 
6. SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES Jl. Pangeran Wijil Ii No. 1 
7. SD MUHAMMADIYAH 14 
DANUKUSUMAN 
Jl. Sri Kuncoro No. 12 
8. SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN Jl. Trisula III/1 Kauman 
9. SD MUHAMMADIYAH 21 BALUWARTI Carangan RT 02/8 
10. SD MUHAMMADIYAH 24 GAJAHAN Jl. Nusa Indah 1 No. 16 
11. SD MUHAMMADIYAH 18 SANGKRAH Jl.Sungai Musi RT 06/13 
12. SD MUHAMMADIYAH 23 SEMANGGI Jl. Serayu RT 03/14 Semanggi 
13. SD MUHAMMADIYAH 7 JOYOSURAN Jl. Citandui 2 
14. SD MUHAMMADIYAH 6 
KAMPUNGSEWU 
Jl. Re. Martadinata No.298 Surakarta 
15. SD MUHAMMADIYAH 8 JAGALAN Jl. Suryo No.145 Jagalan 
16. SD MUHAMMADIYAH 4 KANDANGSAPI Jl. Tentara Pelajar N0. 1 
17. SD MUHAMMADIYAH 1 KETELAN Jl. Kartini No. 1 Ketelan Surakarta 
18. SD MUHAMMADIYAH 20 Jl MT. Haryono No.50 
19. SD MUHAMMADIYAH 15 Jl. Pajajaran 03 No. 04 Surakarta 
20. SD MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN Jl. Singasari Utara I No. 13 Nusukan 
21. 
SD MUHAMMADIYAH 22 
Sruni RT 1 RW 20 Kadipiro 
Surakarta 
22. 
SD MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA 
Jl Manunggal II, Kragilan, Kadipiro, 
Surakarta 
23. SD MUHAMMADIYAH ALAM SURYA 
MENTARI 
Jl. Siwalan No. 45 Kerten Laweyan 
24. SMP MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA Jl.Flores No. 1 Surakarta 
25. 
SMP MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA 
Jl. Srikoyo 3 Karangasem Laweyan 
Surakarta 
26. 
SMP MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA 
Jl.Kerinci, No.15 Sekip Kadipiro 
Banjarsari Surakarta 
27. 
SMP MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA 
Jl. A.Yani, Tempurejo Rt.05/Ii 
Sumber Surakarta 
28. SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA Jl. Slamet Riyadi 443 Surakarta  
29. 
SMP MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA 
Jl Pangeran Wijil II No 1 Surakarta 
Tipes 
30. SMP MUHAMMADIYAH 7 SURAKARTA Jalan Tentara Pelajar No. 1 Surakarta 
31. 
SMP MUHAMMADIYAH 8 SURAKARTA 
Jl. Srikuncoro No. 12 Danukusuman 
Surakarta 
32. SMP MUHAMMADIYAH PROGRAM 
KHUSUS KOTTABARAT SURAKAR 
Jl. Dr. Moewardi No. 24 Surakarta 
33. MTS MUHAMMADIYAH SURAKARTA Jl. Drs. Yap Tjwan Bing 41 
34. SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA Jl. RM. Said No.35 Surakarta 
35. SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA Jl.Yosodipuro 95 Surakarta 
36. SMA MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA Jl.Kol.Sutarto 62 Jebres Surakarta 
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37. 
SMA MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA 
Jl. Kerinci No. 15-A Kadipiro 
Surakarta 
38. 
SMA MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA 
Jl. Banyuanyar Selatan Dalam 1 Rt 02 
Rw 12 Banyuanyar 
39. MA MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA 
Jl. Demangan No. 70 Sangkrah Solo 
40. 
SMK MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 
Jl. Kahayan 1 Joyotakan Serengan 
Surakarta 
41. SMK MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA Jalan Letjend. S. Parman 9 
42. SMK MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA Jl. Prof. Dr. Supomo No. 51 Surakarta 
 
Sumber: Data Kependidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam 
http://pdkjateng.go.id/ (diakses pada 29 Maret 2015) 
 
Sementara untuk Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, Data Kependidikan Provinsi 
Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa tidak semua kota/kabupaten 
di wilayah Surakarta memiliki Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. Dari tujuh 
kota/kabupaten di wilayah ini, hanya ditemukan 12 Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 
tingkat dasar dan menengah, sebagaimana terlihat dalam tablel berikut: 
 
Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Tingkat Dasar dan Menengah  
Se-Wilayah Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 
 
No. Nama dan Jenjang Pendidikan Alamat 
1. MI MA'ARIF KANDANGSAPI Mulyosari Kandangsapi Jenar, Sragen 
2. 
MTS MA'ARIF GESI 
Templek. Rt.10, Pilangsari, Gesi, 
Sragen 
3. 
MTS MA'ARIF JENAR 
Mulyosari, Kandangsapi, Jenar, 
Sragen 
4. MTS MA'ARIF NU 3 KEDAWUNG Nglaban RT 07 Mojokerto, Sragen 
5. MTS MA'ARIF NU 4 AL MUTTAQIN Sragen 
6. MTS MA'ARIF MOJO ANDONG Mojo, Andong, Boyolali 
7. MTS MA'ARIF KARANGGEDE Karangkepoh, Karanggede, Boyolali 
8. 
MTS MA'ARIF NU KEMALANG 
Tasikmadu Keputran Kemalang, 
Klaten 
9. MTS AL MA'ARIF 1 TIRTOMOYO Cangkring, Tirtomoyo, Wonogiri 
10. 
MTS AL MA'ARIF 2 TIRTOMOYO 
Pundungan RT 01/RW 1, Sidorejo, 
Tirtomoyo, Wonogiri 
11. 
MA MA'ARIF 
Gunungwijil, Bakulan, Cepogo, 
Boyolali 
12. 
SMK MA'ARIF NU 2 BOYOLALI 
Karangpakel, Sumberagung, Klego, 
Boyolali 
 
Sumber: Data Kependidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam 
http://pdkjateng.go.id/ (diakses pada 29 Maret 2015) 
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Berdasarkan data kependidikan di atas, lingkup penelitian ini mencakup lembaga 
pendidikan Muhammadiyah di Kota Surakarta dengan 42 sekolah/madrasah. Kemudian 
untuk lembaga pendidikan NU, penelitian ini hanya melingkupi 12 madrasah/sekolah yang 
tersebar di Kabupaten Sragen dengan 5 madrasah, Kabupaten Boyolali dengan 4 
madrasah/sekolah, Kabupaten Klaten dengan 1 madrasah, serta Kabupaten Wonogiri 
dengan 2 madrasah. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data primer penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan 
wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan terkait dengan teks yang terdapat dalam 
kurikulum pendidikan Muhammadiyah dan NU. Sedangkan teknik wawancara diperoleh 
dari wawancara dengan informan, yaitu para Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU di 
wilayah Surakarta dan Ketua Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Surakarta. Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan 
wawancara tak berstruktur yang berfokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, 
sehingga yang diperlukan adalah interview guide.6 Adapun data sekundernya dikumpulkan 
dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengkaji karya-karya yang berbicara tentang 
pendidikan Islam, ideologi Islam moderat, dan kurikulum pendidikan, baik berupa karya 
cetak maupun elektronik. Dengan demikian, dalam penelitian ini, data kepustakaan 
diperoleh melalui teknik dokumentasi, sedangkan data lapangan dikumpulkan melalui 
teknik wawancara. 
 
 
                                                 
6Lihat Koentjaraningrat, “Metode Wawancara”, dalam Koentjaraningrat (ed.), Metode-Metode 
Penelitian Masyarakat (Cet. XIV, Edisi III, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 138-154. 
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D. Keabsahan Data  
Untuk menguji validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang 
sering dimaknai sebagai “a process of using multiple perception to clarify meaning, 
verifying the repeatability of all observation or interpretation”.7 Oleh karena sumber primer 
penelitian ini ada dua sumber, maka teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 
sumber,8 yaitu mengecek keabsahan data yang terdapat dalam dokumen dengan data hasil 
wawancara. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Adapun metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 
(content analysis), yakni analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi yang tertuang 
dalam teks atau dokumen.9 Data dokumen ataupun wawancara dianalisis kandungan dan 
isinya, untuk sampai pada suatu kesimpulan yang diambil secara reflektif, yaitu proses 
mondar-mandir secara cepat antara induksi dan deduksi, antara abstraksi dan penjabaran.10 
                                                 
7Robert E. Stake, “Qualitative Case Studies” dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln 
(eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research, (Edisi III; London: Sage Publications, 2005), hlm. 454.  
8Baca Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 
VIII; Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 372-373. 
9Analisis isi secara teknis mencakup upaya klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, 
menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat 
prediksi. Lihat Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII, Edisi III; Yogyakarta: Rake 
Sarasin, 1998), hlm. 49. 
10Lihat Ibid., hlm. 6.  
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BAB IV 
IDEOLOGI PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
DAN NAHDLATUL ULAMA DI WILAYAH SURAKARTA 
 
A. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama  
1. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah 
Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan pada 18 Dzulhijjah 1330 H, 
atau bertepatan dengan 12 Nopember 1912 M di Yogyakarta.1 Pendirian ini 
diawali dari keterlibatan Ahmad Dahlan dengan Budi Utomo, organisasi yang 
memiliki konteks yang cukup historis dengan Dahlan. Untuk kali pertama Dahlan 
berkenalan dengan Budi Utomo melalui perantara Djojosoemarto. Di sini Dahlan 
selalu mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan Budi Utomo di rumah dr. 
Wahidin Sudirohusodo, Ketandan, Yogyakarta. Di sinilah Dahlan mempunyai 
gagasan untuk memasukkan pengajaran agama Islam ke sekolah model 
Gubernemen. Gagasan ini disetujui pengurus Budi Utomo, sehingga ia diberi 
tugas menyampaikan pengajian pada setiap rapat anggota. Kemudian ia akhirnya 
diangkat sebagai pengajar agama Islam di Kweekschool Jetis, Yogyakarta. Ini 
merupakan peristiwa pertama di mana pelajaran agama dimasukkan ke sekolah 
umum, meskipun masih bersifat ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap Sabtu 
sore dan Minggu pagi.2  
                                                 
1Tentang sejarah pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan, lihat misalnya Toto 
Suharto, Filsafat Pendidikan Islam: Menguatkan Epistemologi Islam dalam Pendidikan (Edisi 
Revisi; Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 244-250.  
2MT. Arifin, Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah dalam Pendidikan (Cet. I; Jakarta: 
Pustaka Jaya, 1987), hlm. 113.  
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Ahmad Dahlan pada 1 Desember 1911 berhasil mendirikan sebuah sekolah 
agama di lingkungan keraton, dengan sistem pendidikan Gubernemen yang 
memberikan pelajaran umum. Sekolah ini menurut Steenbrink merupakan sekolah 
Islam pertama di Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan 
subsidi pendidikan dari pemerintah.3 Dalam pandaangan Deliar Noer, pendirian 
sekolah ini sebagai akibat dari aktivitas Dahlan yang sejak 1909 banyak terlibat di 
Budi Utomo sebagai guru pengajaran agama. Anggota-anggota Budi Utomo 
umumnya adalah mereka yang bekerja di sekolah-sekolah dan kantor-kantor 
pemerintahan. Dengan mengajarkan agama kepada mereka, Dahlan berharap ia 
dapat mengajar di sekolah-sekolah pemerintah tersebut.4 Di sekolah ini Dahlan 
menerapkan segala gagasan dan pikirannya mengenai pendidikan. Dengan 
menggunakan metode pendidikan Barat, memakai kursi dan meja, dan dalam 
bentuk klasikal, sekolah ini menjadi cikal bakal tumbuhnya gagasan pendirian 
Muhammadiyah. 
Tahun 1911 merupakan masa-masa sibuk Ahmad Dahlan. Selain sebagai 
khatib, aktif di Budi Utomo, sebagai pedagang dan sebagai pengajar di 
Kweekschool, Dahlan juga adalah pengelola di sekolahnya sendiri. Melihat 
kesibukan seperti ini, Raden Sosrosoegondo dan Mas Radji menyarankan agar 
sekolah miliknya itu didukung oleh sebuah organisasi tersendiri. Saran kedua 
temannya ini merupakan masukan bagi Dahlan untuk mengembangkan sistem 
                                                 
3Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun 
Moderen, alih bahasa Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 
51-52.  
4Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, alih bahasa Deliar Noer 
(Cet. VIII; Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 86.  
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sekolahnya. Namun Dahlan berpikir bahwa saran itu bukan semata-mata untuk 
sekolahnya saja. Saran ini menjangkau bidang yang cukup luas, yaitu umat Islam 
Indonesia. Pemikiran Dahlan ini kemudian dibulatkan untuk mendirikan sebuah 
organisasi pembaruan Islam. 
Dalam musyawarah dengan Kepala Kweekschool, yaitu Budihardjo dan 
dengan sekretaris Budi Utomo, yaitu Dwidjosewodjo, beberapa saran diberikan 
kepada Dahlan. Budi Utomo dalam hal ini siap membantu Dahlan mendirikan 
organisasi baru, apabila paling sedikit tujuh anggotanya menyetujui gagasan 
Dahlan. Setelah melalui diskusi, akhirnya tujuh anggota Budi Utomo, termasuk 
Dahlan, yaitu Raden Haji Syarkawi, Haji Abdoelgani, Haji Moehammad Soedja’, 
Haji Moehammad Hisjam, Haji Moehammad Fachroeddin, dan Haji Moehammad 
Tamim, sepakat agar Dahlan mendirikan organisasi baru. Oragnisasi ini bertujuan: 
“anyebaraken piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad salallahu ‘alaihi wa sallam 
wonten ing Karesidenan Ngayogyakarta”5 (menyebarkan ajaran Nabi Muhammad 
di Keresidenan Yogyakarta). Sesuai dengan tujuan ini, maka nama yang dianggap 
tepat bagi organisasi ini adalah “Moehammadiyah”, artinya umat Muhammad. 
Organisasi ini didirikan pada 18 Dzulhijjah 1330 H, atau bertepatan dengan 12 
Nopember 1912 M di Yogyakarta, dengan pengurus besar terdiri dari Kyai Haji 
Ahmad Dahlan, Haji Abdoellah Siradj, Haji Ahmad, Haji Abdoel Rahman, Raden 
Haji Syarkawi, Haji Moehammad, Raden Haji Djaelani, Haji Anis, dan Haji 
Moehammad Fakih.6 
                                                 
5Lihat Fachruddin AR, Apakah Muhammadiyah itu? (Yogyakarta: PP Muhammadiyah 
Majlis Tabligh, 1984), hlm. 16.  
6MT. Arifin, Gagasan Pembaharuan, hlm. 117-118.  
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Muhammadiyah yang pada awalnya diperuntukkan bagi masyarakat 
Yogyakarta, pada 1927 mengalami perkembangan lain. Di dalam Statuten dan 
Algemeen Huishoudelijk Reglement dari pada “Moehammadijah” disebutkan 
bahwa tujuan organisasi ini adalah “memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan 
di Hindia-Belanda berdasarkan ajaran Islam dan meningkatkan kehidupan 
beragama di antara para anggotanya”. Dengan tujuan ini, berarti Muhmmadiyah 
sudah menasional, yaitu bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Lambat-laun 
Muhammadiyah berkembang di seluruh Pulau Jawa dan mendirikan berbagai 
cabangnya di wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. 
Muhammadiyah dengan tujuan ini tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip 
keagamaannya dan tidak pernah menjadi suatu partai politik, walaupun para 
pemimpinnya cenderung untuk memperlihatkan aktivitas politiknya.7  
Untuk melaksanakan tujuan ini, menurut Pijper, berbagai aktivitas telah 
dilakukan Muhammadiyah, yaitu: 
1. Mendirikan, memelihara dan membantu lembaga-lembaga pendidikan yang 
memberikan matapelajaran umum, di samping matapelajaran tentang dasar-
dasar agama Islam. 
2. Mengadakan pertemuan-pertemuan antara anggota dan para simpatisannya 
yang bersama-sama membahas soal-soal dalam agama Islam. 
3. Mendirikan dan memelihara, ataupun memberi bantuan kepada tempat-tempat 
peribadatan (wakaf-wakaf dan masjid-masjid), tempat orang bersembahyang. 
                                                 
7G.F. Pijper, Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950, alih bahasa 
Tudjimah dan Yessy Augusdin (Cet. II; Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 108.  
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4. Menerbitkan atau memberikan bantuan untuk penerbitan buku-buku, piagam-
piagam, brosur-brosur dan surat-surat kabar yang merupakan media 
penyebaran agama Islam, yang bagaimanapun juga tidak boleh berlawanan 
dengan hukum, undang-undang negara dan kesusilaan.8 
Anggaran Dasar Muhammadiyah Desember 1950 pada perkembangan 
berikutnya menyebutkan bahwa organisasi ini bertujuan “menegakkan dan 
menjunjung tinggi agama Islam, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam 
yang sebenar-benarnya”. Untuk mewujudkan tujuan ini, Muhammadiyah 
melakukan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, 
menghidupsuburkan masyarakat tolong-menolong, mendirikan dan memelihara 
tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-
pemuda, berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai 
dengan ajaran Islam, berusaha dengan segala kebijakan supaya kehendak dan 
peraturan Islam berlaku dalam masyarakat.9 
Muhammadiyah dengan tujuan tersebut tidak lagi menjadi organisasi yang 
terbatas oleh lokalitas waktu dan tempat. Cita-cita utamanya adalah 
mementingkan pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan ajaran Islam, baik 
pendidikan di sekolah/madrasah ataupun pendidikan dalam masyarakat. Untuk ini, 
menurut Mahmud Yunus, dalam lintasan sejarahnya banyak lembaga pendidikan 
didirikan oleh Muhammadiyah, seperti Kweekschool Muhammadiyah 
(Yogyakarta), Mua’llimin Muhammadiyah (Solo, Jakarta), Mu’allimat 
                                                 
8Ibid.  
9Lihat Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Mutiara 
Sumber Widya, 1995), hlm. 268-269.  
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Muhammadiyah (Yogyakarta), Zu’ama/Za’imat (Yogyakarta), Kuliyyah 
Muballighin/Muballighat (Padang Panjang), Tablighschool (Yogyakarta), dan 
berbagai sekolah model Belanda seperti HIK Muhammadiyah, HIS 
Muhammadiyah, Mulo Muhammadiyah, AMS Muhammadiyah, dan madrasah 
Muhammadiyah, baik tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah maupun wustha, yang 
semuanya didirikan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Adapun pada 
masa kemerdekaan, lembaga pendidikan Muhammadiyah dibagi dalam dua 
kategori, yaitu sekolah agama dan sekolah umum. Sekolah agama 
Muhammadiyah meliputi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah 
Diniyah, Madrasah Mu’allimin dan Madrasah Pendidikan Guru Agama. 
Sedangkan sekolah umum Muhammadiyah mencakup Sekolah Rakyat, SMP, 
SMA, TK, SGB, SGA, Sekolah Kepanduan Puteri, SMEP dan SMEA, SGTK, SG 
Kepanduan Puteri, SG Pendidikan Jasmani, Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan, 
Sekolah Puteri ‘Aisyiyah, Fakultas Hukum dan Filsafat dan Perguruan Tinggi 
Pendidikan Guru. Di dalam sekolah-sekolah umum ini, mulai dari tingkat rendah 
sampai sekolah tinggi, pemberian pelajaran agama merupakan suatu kewajiban.10 
Steenbrink menanggapi keberhasilan Muhammadiyah dalam bidang 
pendidikan itu dengan mengomentari bahwa hal itu disebabkan oleh adanya 
kenyataan bahwa Muhammadiyah menghadapi lingkungan sosial yang terbatas 
pada pegawai, guru maupun pedagang, yang berasal dari masyarakat kota. 
Kelompok menengah kota ini dalam banyak hal merupakan latar belakang sosial 
yang dominan dalam lingkungan Muhammadiyah hingga sekarang ini. Kelompok 
                                                 
10Ibid., hlm. 269-271..  
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ini menguasai percetakan yang secara ekonomis penting bagi masyarakat. 
Kelompok menengah kota ini senantiasa mementingkan pendidikan model Barat, 
dan karenanya mereka sangat antusias sekali ketika Muhammadiyah menyediakan 
model pendidikan Barat, yang ditambah dengan pendidikan agama.11 
Dari konteks itulah orang sering mengatakan bahwa Muhammadiyah 
merupakan “gejala kota”. Diakui Syafi’i Maarif, Muhammadiyah pada saat 
kelahirannya memang memiliki watak urban yang begitu terasa. Sang pendiri 
mempunyai wawasan nasional, bahkan mendunia. Dahlan telah berhasil 
menembus pergaulan dengan kalangan elit yang berpengaruh, baik dengan 
kalangan Budi Utomo, Syarikat Islam, maupun dengan golongan Kristen. Dahlan 
ingin menegaskan bahwa Islam bukanlah wajah desa yang telah mengalami 
pengerdilan akibat terpasung oleh paham dan amal yang menyimpang dari ajaran 
pokok al-Qur’an dan al-Sunnah. Namun sangat disayangkan, menurut Syafii 
Maarif, Muhammadiyah malah surut menjadi gejala kota kecil, karena tidak 
mampu lagi mengantisipasi kecenderungan zaman.12 Ini merupakan penilaian 
kritis yang dikemukakan oleh aktivis Muhammadiyah sendiri. Untuk itu, Maarif 
menawarkan agar Muhammadiyah bukan hanya sekedar menjadi gerakan amal, 
tapi harus menjadi gerakan ilmu dan intelektual. Karena dengan ilmulah tokoh-
tokoh besar Muhammadiyah mampu mengangkat Muhammadiyah memasuki arus 
urban dalam budaya Indonesia.13 Untuk itu, Muhammadiyah kini bukan hanya 
                                                 
11Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, hlm. 57.  
12A. Syafii Maarif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia (Cet. I; Bandung: 
Mizan, 1993), hlm. 218.  
13Ibid., hlm. 219.  
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merupakan gejala kota, tapi juga merupakan gejala desa, di mana amal usaha 
Muhammadiyah telah menyebar di wilayah-wilayah pedesaan. 
Muhammadiyah sering dicap banyak kalangan sebagai organisasi Islam 
yang berwawasan Islam moderat. Pandangan moderatisme Muhammadiyah ini 
misalnya terlihat dalam kajian yang dilakukan oleh Ahmad Najib Burhani 
mengenai sikap religius Muhammadiyah mengenai pluralisme, liberalisme dan 
Islamisme.14 Demikian juga kajian Muhammad Ali yang telah memasukkan 
Muhammadiyah sebagai komunitas Muslim Indonesia yang berwajah moderat.15 
Dalam konteks ini, Tafsir, Sekretaris PW. Muhammadiyah Jawa Tengah 
mengungkapkan: 
 
“Muhammadiyah ingin menampilkan wajah Islam yang murni namun 
ramah, maju dan moderat sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’an, 
rahmat bagi sekalian alam. Di samping itu, ia juga ingin bagaimana Islam 
menjadi tuan rumah di negeri ini di mana Islam benar-benar menyatu dan 
mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Maka satu langkah yang 
ditempuhnya adalah membangun dakwah yang lebih manusiawi dan mudah 
diterima masyarakat”.16 
Untuk itu, pada Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012, telah 
diputuskan mengenai “Kristalisasi Ideologi dan Khittah Muhammadiyah”, yang 
salah satu keputusannya menyebutkan bahwa ideologi Muhammadiyah ialah 
”ideologi Islam yang berkemajuan yang memandang Islam sebagai Di>n al-
H}ada>rah”. Ideologi berkemajuan ini ditandai dengan beberapa karakter, yaitu 
                                                 
14Ahmad Najib Burhani, “Pluralism, Liberalism and Islamism: Religious Outlook of the 
Muhammadiyah Islamic Movement in Indonesia” (Tesis Master pada Fakulty of Humanities, 
University of Manchster, 2007), khususnya Chapter 4, hlm. 49-55.  
15Muhammad Ali, “Moderate Islam Movement in Contemporary Indonesia” dalam Rizal 
Sukma dan Clara Joewono (eds.), Islamic Thoughts and Movements in Contemporary Indonesia 
(Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 2007), hlm. 204-209.  
16
Tafsir, “Simpang Jalan-Simpang Jalan Muhammadiyah”, MAARIF, Vol. 4, No. 2, 
Desember 2009, hlm. 28.  
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tajdi>d dalam rangka pembaruan kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah dengan 
mengembangkan ijtiha>d; bercorak reformis-modernis dengan sifat wasat}iyyah 
(tengah, moderat) untuk membedakannya dari ideologi-ideologi lain yang serba 
ekstrem; mengedepankan sikap prokemajuan dan anti-kejumudan, properdamaian 
dan anti-kekerasan, prokeadilan dan anti penindasan, prokesamaan dan anti 
dikriminasi; serta menjunjung tinggi nilai-nilai utama yang otentik sesuai jiwa 
ajaran Islam.17 
Menurut Haedar Nashir, maksud dari ” ideologi Islam yang berkemajuan” 
adalah bahwa Muhammadiyah berupaya menampilkan corak Islam yang 
memadukan antara purifikasi dengan dinamisasi, dan bersifat moderat 
(wasat}iyyah) dalam meyakini, memahami, dan melaksanakan ajaran Islam. 
Muhammadiyah dengan watak ini berbeda dengan karakter gerakan-gerakan 
Islam lain yang cenderung ekstrem, baik yang bersifat radikal-fundamentalis 
ataupun radikal-liberal. Ideologi moderat ini bukanlah paham yang tidak jelas, 
lembek dan plin-plan, karena Muhammadiyah dalam paham dan sikap 
keagamaannya memiliki prinsip yang tegas, lugas, dan kuat sebagaimana manhaj 
gerakan Muhammadiyah.18 Ideologi dengan karakter moderat ini mengindikasikan 
bahwa Muhammadiyah berbeda dengan gerakan Islam radikal-liberal yang serba 
liberal dalam melakukan dekonstruksi atas ajaran Islam sehingga serba relatif; dan 
pada saat yang sama berbeda dengan gerakan radikal-fundamentalis semisal 
Salafi, Wahhabi, Tarbiyah/Ikhwanul Muslimin, Taliban, Jama’ah Tabligh, Islam 
                                                 
17Lihat Haedar Nashir, Memahami Ideologi Muhammadiyah (Cet. II; Yogyakarta: Suara 
Muhammadiyah, 2015), hlm. 183. 
18Ibid., hlm. 61-62.  
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Jama’ah, Jama’ah Islamiyah, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, Ansharut Tauhid, 
Islam Tradisional, Majelis Tafsir Al-Qur’an, dan kelompok Syiah.19  
Itulah ideologi Muhammadiyah dengan watak moderat, dalam arti 
tengahan antara liberalisme dan radikalisme. Pertanyaannya, apakah ideologi 
moderat ini juga disemaikan dalam lembaga-lembaga pendidikannya? Selain 
berdakwah, cita-cita utama Muhammadiyah adalah mementingkan pendidikan dan 
pengajaran yang berdasarkan ajaran Islam, baik pendidikan di sekolah/madrasah 
ataupun pendidikan dalam masyarakat. Dalam bidang pendidikan, hingga tahun 
2010 Muhammadiyah memiliki 4.623 Taman Kanak-Kanak; 6.723 Pendidikan 
Anak Usia Dini; 15 Sekolah Luar Biasa; 1.137 Sekolah Dasar; 1.079 Madrasah 
Ibtidaiyah; 347 Madrasah Diniyah; 1.178 Sekolah Menengah Pertama; 507 
Madrasah Tsanawiyah; 158 Madrasah Aliyah; 589 Sekolah Menengah Atas; 396 
Sekolah Menengah Kejuruan; 7 Muallimin/Muallimat; 101 Pondok Pesantren; 
serta 3 Sekolah Menengah Farmasi. Dalam bidang pendidikan tinggi, sampai 
tahun 2010, Muhammadiyah memiliki 40 Universitas, 93 Sekolah Tinggi, 32 
Akademi, serta 7 Politeknik.20 
Dari data di atas, tampak bahwa Muhammadiyah dewasa ini memiliki 
sejumlah lembaga pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, dasar dan menengah, 
hingga jenjang pendidikan tinggi, mulai dari madrasah hingga sekolah, mulai dari 
formal hingga nonformal. Menurut Lampiran VI Keputusan Muktamar 
Muhammadiyah Ke-46 tentang Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah, 
                                                 
19Ibid., hlm. 57.  
20Lihat Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar 
Muhammadiyah Ke-46) (Yogyakarta: Pusat Pimpinan Muhammadiyah, 2010), hlm. 37.   
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sebagaimana dimuat dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad 
Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke-45), visi pendidikan 
Muhammadiyah adalah “Terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, 
berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam IPTEKS sebagai perwujudan 
tadjid dakwah amar ma’ru>f nahi munkar”.21  
Untuk mewujudkan visi itu, ada enam nilai dasar yang dibangun dalam 
pendidikan Muhammadiyah. Pertama, pendidikan Muhammadiyah 
diselenggarakan merujuk pada nilai-nilai yang bersumber pada al-Qur’an dan 
Sunnah. Kedua, ru>h} al-ikhla>s} untuk mencari ridha Allah SWT menjadi dasar dan 
inspirasi dalam ikhtiar mendirikan dan menjalankan amal usaha di bidang 
pendidikan. Ketiga, menerapakan prinsip kerjasama (musya>rakah) dengan tetap 
memelihara sikap kritis, baik pada masa Hindia Belanda, Dai Nippon (Jepang), 
Orde Lama, Orde Baru hingga pasca Orde Baru. Keempat, selalu memelihara dan 
menghidup-hidupkan prinsip pembaruan (tajdi>d), inovasi dalam menjalankan 
amal usaha di bidang pendidikan. Kelima, memiliki kultur untuk memihak kepada 
kaum yang mengalami kesengsaraan (d}u‘af>a dan mustad}‘afi>n) dengan melakukan 
proses-proses kreatif sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang terjadi 
pada masyarakat Indonesia. Keenam, memperhatikan dan menjalankan prinsip 
keseimbangan (tawassut} atau moderat) dalam mengelola lembaga pendidikan 
antara akal sehat dan kesucian hati.22  
                                                 
21Lampiran VI Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-46 tentang Revitalisasi 
Pendidikan Muhammadiyah, sebagaimana dimuat dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad 
Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke-45) (Yogyakarta: Pusat Pimpinan 
Muhammadiyah, 2010), hlm. 128. 
22Ibid., hlm. 130-131.  
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Dari enam nilai dasar pendidikan Muhammadiyah di atas, khususnya nilai 
dasar keenam, tampak bahwa pendidikan Muhammadiyah dilakukan untuk 
meneguhkan Islam moderat yang menjadi salah satu ideologi bagi gerakannya. 
Untuk itu, kurikulum pendidikan yang dikembangkan dalam pendidikan 
Muhammadiyah juga mengakomodir watak Islam moderat ini. Penguatan Islam 
moderat ini tampak dalam penajaman ciri pendidikan Muhammadiyah yang 
termuat dalam kurikulum matapelajaran Al-Islam dan Ke-Muhammadiyahan. 
Menurut Mohamad Ali, matapelajaran Al-Islam dan Ke-Muhammadiyahan 
merupakan ciri khas pendidikan Muhammadiyah, yang berbeda dengan lembaga 
pendidikan lainnya. Karena matapelajaran ini menjadi ciri khas, maka ia menjadi 
“identitas objektif” yang diterima publik di luar Muhammadiyah. Dalam konteks 
ini, ada lima identitas objektif sebagai elaborasi dari Al-Islam dan Ke-
Muhammadiyahan ke dalam sistem pendidikan Muhammadiyah, yakni; 1) 
menumbuhkan cara berfikir tajdi>d/inovatif, 2) memiliki kemampuan antisipatif, 3) 
mengembangkan sikap pluralistik, 4) memupuk watak mandiri, dan 5) mengambil 
langkah moderat.23 Jika peserta didik hasil didikan pendidikan Muhammadiyah 
memiliki lima identitas objektif di atas, maka menurut Mohamad Ali, nuansa 
perbedaan lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan lembaga pendidikan 
pemrintah atau perguruan Islam lainnya akan kentara. Dalam keadaan demikian, 
pendidikan Muhammadiyah akan berdiri tegak tatkala berdampingan dengan 
lembaga pendidikan lain.24 
                                                 
23Mohamad Ali, Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah (Cet. I; Jakarta: Al-Wasat 
Publishing House, 2010), hlm. 34-35.  
24Ibid., hlm. 35-36.  
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Berdasarkan identitas objektif pendidikan Muhammadiyah di atas, 
memiliki sikap pluralistik dan mengambil langkah moderat merupakan bukti 
bahwa pendidikan Muhammadiyah menjadi penyemai Islam moderat bagi 
Muhammadiyah. Artinya, melalui konsep “identitas objektif pendidikan 
Muhammadiyah” inilah pendidikan Muhmmadiyah mengandung gagasan 
pendidikan Islam moderat, yang disemaikan kepada peserta didiknya, sehingga 
mereka memiliki karakter Islam moderat, sebagaimana ideologi perjuangan 
Muhammdiyah itu sendiri. 
 
2. Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama 
Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926.25 
Proses pendirian organisasi ini tidak terlepas dari pergumulan antara kaum 
modernis dan kaum tradisional di saat-saat awal Islam Indonesia memasuki arus 
pembaruan. Banyak kritik yang dikemukakan kalangan Islam modernis terhadap 
Islam tradisional, misalnya soal mengunjungi kubur, doa lewat perantara, dan 
masalah tarekat. Prilaku-prilaku ini bagi kalangan modernis dipandang sebagai hal 
yang bertentangan dengan Islam. Sementara kalangan tradisionalis sendiri tidak 
menerima kritik-kritik tersebut, karena menurutnya prilaku-prilaku keagamaan 
seperti itu masih memiliki landasan-landasan normatifnya, yang tidak 
bertentangan dengan Islam yang sebenarnya.26 
                                                 
25Informasi mengenai pendirian NU, baca misalnya Toto Suharto, Filsafat Pendidikan 
Islam, hlm.  254-262. 
26Baca Kacung Marijan, Qua Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926 (Jakarta: 
Erlangga, 1992), hlm. 12-13. 
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Untuk menghindari dan meredam konflik atau perbenturan antara kaum 
tua dan kaum muda,27 Syarikat Islam selaku partai nasional pada waktu itu 
bermaksud memoderasi keduanya, dengan mengadakan forum dialog. Untuk 
merealisasikannya, pada 1921 diadakan Kongres al-Islam Pertama di Cirebon. 
Kongres semacam ini telah berjalan beberapa kali. Namun karena persoalan yang 
diperbincangkan melulu masalah khilafiyah dan furu’, maka kongres-kongres ini, 
sebagaimana disebut Deliar Noer, kurang berhasil menyelesaikan konflik.28  
Hubungan antara kedua kelompok itu kian memburuk di tahun 1924 ketika 
umat Islam Indonesia berusaha mencari kesatuan pandangan mengenai dua isu 
internasional, yaitu masalah masa depan lembaga kekhalifahan menyusul 
penghapusan lembaga ini oleh parlemen Turki, dan masalah direbutnya Mekkah 
oleh pemimpin Wahabi, Abdul Aziz bin Sa’ud. Dua Kongres Islam Dunia 
(Muktamar Alam Islami) dijadwalkan akan digelar untuk membahas kedua isu 
tersebut, kongres pertama di Kairo pada 1925 dan kongres kedua di Mekkah 
setahun kemudian. Pada rancangan kongres kedualah terjadi perpecahan antara 
kaum modernis dengan kaum tradisional. Kalangan Islam tradisionalis khawatir 
Raja Ibnu Sa’ud yang beraliran Wahabi dan bermadzhab Hambali akan 
melakukan restriksi terhadap pendidikan dan ritual beraliran madzhab Syafi’i di 
                                                 
27Istilah “kaum tua” ditujukan kepada mereka yang berpegang terus pada pemikiran dan 
perbuatan yang tradisional, sedangkan istilah “kaum muda” dimaksudkan bagi mereka yang 
menghendaki adanya pembaruan pemikiran Islam. Baca Deliar Noer, Gerakan Moderen, hlm. 7.  
28Deliar Noer, Gerakan Moderen, hlm. 151.  
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Hijaz, sementara kalangan Islam modernis justeru sangat senang dengan 
tampilnya Ibnu Sa’ud di panggung kekuasaan.29 
Untuk menghadapi kekhawatiran tersebut, pada pertengahan Januari 1926 
KH. Wahab Hasbullah, putera Pesantren Tambakberas Jombang yang menjadi 
murid Hasyim Asy’ari, dengan restu gurunya, mengundang para ulama tradisional 
terkemuka untuk mendukung pendirian panitia yang disebut Komite Hijaz. 
Komite ini bertugas mengutus delegasinya ke Mekkah untuk mewakili 
kepentingan-kepentingan tradisional dalam Muktamar Alam Islami kedua.30 
Komite pada awalnya memutuskan mengutus KH. Bisri dan KH. Asnawi untuk 
pergi ke tanah Hijaz, tapi kemudian gagal dilakukan karena keduanya ketinggalan 
kapal. Sebagai gantinya, Komite Hijaz mengawatkan melalui telegram empat 
pesan untuk Raja Ibnu Sa’ud, yaitu: (1) meminta kepada Raja Ibnu Sa’ud untuk 
tetap memberlakukan kebebasan bermadzhab empat; (2) memohon tetap 
diresmikannya tempat-tempat bersejarah yang telah diwakafkan untuk masjid, 
seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan bangunan Khaizyran; (3) memohon agar 
disebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji 
mengenai hal-ihwal haji, seperti ongkos haji dan syaikh haji; (4) memohon 
hendaknya semua hukum yang berlaku di Hijaz ditulis sebagai UU, supaya tidak 
terjadi pelanggaran hanya karena belum tertulis.31  
                                                 
29Baca Greg Fealy, “Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU” 
dalam Greg Fealy dan Greg Barton (eds.), Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul 
Ulama-Negara, alih bahasa Ahmad Suaedy dkk. (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 9-10.    
30Ibid., hlm. 10.  
31Lihat M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam 
Politik (Cet. II; Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 81-82 dan Kacung Marijan, Qua Vadis NU, hlm. 
16.  
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Menurut Deliar Noer, tidak ada jawaban yang pasti terhadap keempat 
permintaan tersebut. Untuk itu, kalangan tradisionalis menganggap “gagal” 
Muktamar Alam Islami ke-2 di Mekkah 1926.32 Dari keempat harapan tersebut, 
hanya masalah kebebasan menjalankan praktik keagamaan menurut madzhab 
empat yang mendapat jawaban dari penguasa Hijaz, selebihnya tidak dijawab.33 
Pada perkembangan berikutnya, beberapa ulama berkumpul di rumah KH. Wahab 
Hasbullah di Surabaya pada 31 Januari 1926 untuk mengesahkan bentuk komite 
tersebut. Setelah komite disahkan pembentukannya, mereka sepakat untuk 
mendirikan organisasi permanen yang mewakili kalangan ulama tradisional. 
Organisasi baru ini diberi nama Nahdlatul Ulama (NU), yang berarti kebangkitan 
ulama.34  
Dalam pandangan Steenbrink, KH. Wahab Hasbullah adalah seorang 
organisator yang kuat yang menjadi motor dan pendorong berdirinya NU, tetapi 
KH. Hasyim Asy’arilah yang menjadikan NU cepat popular, karena ia adalah 
tokoh yang penuh kharisma.35 Penilaian yang sama juga dilakukan Greg Fealy. 
                                                 
32Deliar Noer, Gerakan Moderen, hlm. 245.  
33Menurut Haidar, dua tahun kemudian, setelah NU berdiri, KH. Wahab Hasbullah dan 
Ahmad Ghanaim diutus ke Hijaz, bertepatan dengan musim haji. Pengiriman utusan ini penting 
bagi NU, karena salah satu sebab kelahiran NU adalah bertujuan menyelasaikan masalah 
keagamaan ini. Kedua utusan ini disambut secara gegap-gempita setelah tiba di Surabaya. Namun 
sayang, isu Hijaz ini hilang begitu saja, karena NU kemudian disibukkan oleh kegiatan-kegiatan 
organisasinya, yang selalu melakukan muktamar tiap tahun, hingga tahun 1940-an. Baca M. Ali 
Haidar, Nahdlatul Ulama, hlm. 82-83. 
34Diantara kyai yang hadir dalam pendirian itu antara lain KH. Hasyim Asy’ari yang 
terpilih sebagai Rais Akbar, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisyri Syamsuri, KHR. Asnawi, KH. 
Ma’shum, KH. Ridlwan, KH. Nawawi (Semarang), KH. Nahrowi, KH. Ridlwan (Surabaya), KH. 
Abdullah Ubaid, KH. Alwi Abdul Aziz, KH. Abdul Halim, KH. Muntaha, KH. Dahlan Abdul 
Qohhar, KH. Abdullah Faqih dan KH. Khalil Masyhudi. Baca Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual 
NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999 (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 18.     
35Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, hlm. 68.  
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Menurutnya, KH. Wahab Hasbullah adalah penggerak utama dalam pembentukan 
NU.  Inisiatifnya untuk menggunakan metode organisasi bergaya modernis 
kepada masyarakat bertujuan untuk membela kedudukan ulama tradisional dan 
pesantrennya. Namun inisiatif ini menjadi terwujud berkat restu gurunya, KH. 
Hasyim Asy’ari. Tanpa dukungan “Hadratus-Syaikh”, kecil kemungkinan KH. 
Wahab Hasbullah meraih sukses. KH. Wahab Hasbullah belum mempunyai 
kemampuan yang memadai untuk menarik ulama senior dan para pengikutnya 
masuk ke dalam organisasi NU. Ia akan menemui banyak kesulitan jika 
meneruskan inisiatifnya itu tanpa restu dari gurunya.36  
Demikianlah pertemuan pendirian NU pada Januari 1926 berhasil berkat 
restu yang diberikan KH. Hasyim Asy’ari. Keduanya bekerjasama secara 
mutualistik. KH. Wahab Hasbullah menawarkan konsep dan kemampuan 
organisatoris, sementara KH. Hasyim Asy’ari memberikan legitimasi keagamaan. 
Pemberian restu oleh KH. Hasyim Asy’ari dalam pendirian NU tidak 
terlepas dari konteks pertentangan di kalangan pembaruan pemikiran Islam di 
Indonesia masa awal. Kongres al-Islam ke-4 dan ke-5 (masing-masing di 
Yogyakarta dan Bandung) yang didominasi kalangan modernis telah membuat 
saran ulama tradisional agar praktik-praktik keagamaan tradisional tetap 
dipelihara, menjadi terabaikan. Pengabaian ini telah membuat KH. Hasyim 
Asy’ari melancarkan kritik-kritik yang keras kepada kelompok modernis, yang 
kemudian berujung pada pendirian NU. Pengaruh KH. Hasyim Asy’ari yang besar 
di kalangan ulama menyebabkan mereka dan para pengikutnya dengan segera 
                                                 
36Greg Fealy, “Wahab Chasbullah, Tradisionalisme”, hlm. 11.  
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mendukung NU. Demikianlah sejak pembentukannya NU menjadi penghadang 
bagi penyebaran pemikiran-pemikiran Islam modern ke desa-desa di Jawa. Hal ini 
menjadi perwujudan bagi sebuah kesepakatan status quo di akhir 1920-an bahwa 
kaum modern memusatkan misinya di lingkungan perkotaan, sedangkan NU 
cukup puas menarik pengikutnya terutama mereka yang berasal dari pedesaan.37 
Kedudukan KH. Hasyim Asy’ari dalam pengurus NU adalah Rais Akbar, 
suatu jabatan yang tidak dan belum pernah dipangku oleh tokoh NU lainnya, 
karena ketua umum NU setelah masa KH. Hasyim Asy’ari dipanggil dengan 
sebutan Rais ‘Am. Hal ini karena ulama yang menggantikannya secara hirarki 
sosial dan keilmuan berada pada derajat di bawahnya. Selain itu, sebutan jabatan 
Rais Akbar NU bagi KH. Hasyim Asy’ari juga menandakan bahwa dirinya 
merupakan “soko guru” bagi ulama tradisional NU.   
Sifat keberagamaan NU merupakan upaya peneguhan kembali sebuah 
tradisi keagamaan dan sosial yang sebenarnya telah melembaga dalam jaringan 
struktur dan pola kepemimpinan pesantren yang mapan. Lembaga-lembaga 
pesantren, kyai, santri dan jama’ah mereka yang tersebar sebagai komunitas sosial 
budaya masyarakat Islam, telah menjadikan NU tanpa kesulitan menyebarkan 
sayap organisasinya. Apalagi pengaruh KH. Hasyim Asy’ari di lingkungan 
pesantren cukup kuat, sehingga ketika pertama kali NU diperkenalkan, begitu 
mudah bagi NU untuk menarik dukungan dan simpati dari para kyai pesantren. 
Cabang-cabang NU di daerah umumnya dibentuk para kyai pesantren atau para 
santrinya. Dengan perkembangan ini, NU pada tahun-tahun pertama mendapat 
                                                 
37Baca Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai 
(Cet. VI; Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 97-98.  
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dukungan yang luas. Muktamar NU ke-2 1927 dihadiri 146 kyai dari 36 cabang, 
muktamar ke-4 pada 1929 di Semarang dihadiri 500 kyai dari 62 cabang, dan 
muktamar ke-13 di Banten tahun 1938 dihadiri oleh 99 cabang.38  
Demikian NU mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun, 
dan dari muktamar ke muktamar. Semuanya berkat dukungan kyai dan para 
simpatisannya. Melihat kedekatan NU dengan pesantren, KH. Idham Chalid yang 
telah 30 tahun memimpin NU (1956-1984) menyatakan: “Pesantren merupakan 
miniatur NU dalam skala kecil, dan NU merupakan pesantren dalam skala 
besar”.39 Dari pernyataan inilah orang sering mengidentikkan NU dengan 
pesantren, atau pesantren dengan NU, meskipun pemikiran ini untuk konteks 
dewasa ini tidak selamanya benar. Banyaknya pesantren yang berafiliasi pada NU 
disebabkan karena asal-usul kelahiran organisasi ini berada di pesantren. Namun 
belakangan ini banyak pesantren yang tidak berafiliasi dengan organisasi 
keagamaan tertentu, seperti Pondok Modern Gontor, Ponorogo dan Pesantren 
Pabelan, Magelang, meskipun sebagian besar santri dari kedua pesantren tersebut 
berasal dari keluarga NU.40  
Sama dengan Muhammadiyah yang dicap sebagai organisasi Islam 
Indonesia dengan watak moderat, NU (Nahdlatul Ulama) pun dikategorikan tidak 
jauh berbeda. Kajian Muhammad Ali,41 Masdar Hilmy42 dan Ahmad Najib 
                                                 
38Baca M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama, hlm. 83-85. 
39Dikutip dari Ibid., hlm. 92.  
40Baca Sudirman Tebba, “Dilema Pesantren: Belenggu Politik dan Pembaruan Sosial” 
dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), Pegulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah (Cet. I; 
Jakarta: P3M, 1985), hlm. 277.  
41Muhammad Ali, “Moderate Islam Movement in Contemporary Indonesia” dalam Rizal 
Sukma dan Clara Joewono (eds.), Islamic Thoughts and Movements in Contemporary Indonesia 
(Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 2007), hlm. 209-214.  
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Burhani,43 jelas menyebut NU merupakan Islam Moderat, bahkan merupakan 
bagian mainstream Islam Indonesia, sekelas dengan Muhammadiyah. Dalam 
konteks ini, Muqoddimah Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama 2010 menyebutkan: 
 
“Bahwa untuk mewujudkan hubungan antar bangsa yang adil, damai dan 
manusiawi menuntut saling pengertian dan saling memerlukan, maka 
NAHDLATUL ULAMA bertekad untuk mengembangkan ukhuwah 
Islamiyah, ukhuwah Wathoniyah dan ukhuwah Insaniyah yang mengemban 
kepentingan nasional dan internasional dengan berpegang teguh pada 
prinsip-prinsip al-ikhlash (ketulusan), al-‘adalah (keadilan), at-tawassuth 
(moderasi), at-tawazun (keseimbangan) dan at-tasamuh (toleransi)”.44  
Muqoddimah Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama 2010 di atas jelas sekali 
menyatakan bahwa untuk kepentingan nasional dan internasional, NU memegang 
prinsip-prinsip, yang salah satunya adalah prinsip moderasi (tawassut}). Menurut 
KH. Achmad Shiddiq, prinsip tawassut} merupakan karakeristik Ahlussunnah wal 
Jama’ah, di samping prinsip rah}mah li al-‘a>lami>n. Kedua prinsip ini merupakan 
karakter ajaran Islam yang paling esensial.45 Di dalam menafsirkan prinsip 
tawassut} ini, KH. Achmad Siddiq mengatakan: 
 
“At-Tawassut (termasuk al-I‘tidal dan al-Tawazun) bukanlah serba 
kompromistis dengan mencampuradukkan semua unsur (sinkretisma). Juga 
bukan mengucilkan diri dari menolak pertemuan dengan unsur apa-apa. 
Karakter at-Tawassut bagi Islam adalah memang sejak semula Allah Swt. 
sudah meletakkan di dalam Islam segala kebaikan, dan segala kebaikan itu 
                                                                                                                                     
42Masdar Hilmy, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the 
Moderate Vision of Muhammadiyah and NU”, Journal of Indonesian Islam, Vol. 07, No 01, June 
2013, hlm. 24-48. 
43Ahmad Najib Burhani, “Al-Tawassut} wa-l I’tida>l: The NU and Moderatism in 
Indonesian Islam”, Asian Journal of Social Science, Vol. 40, Issue 5-6, 2012, hlm. 564-581.   
44Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama 2010, sebagaimana dimuat dalam Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama, Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama (Cet. II; Jakarta: Sekretariat 
PBNU, 2011), hlm. 20.  
45KH. Achmad Shiddiq, Khittah Nahdliyyah (Cet. IV; Surabaya: Khalista-LTN NU Jawa 
Timur, 2006), hlm. 38. Buku ini merupakan tulisan KH. Achmad Shiddiq yang pernah dibagi-
bagikan pada Muktamar NU ke-26 di Semarang tahun 1979, yang kemudian diputuskan pada 
Muktamar NU ke-27 di Situbondo sebagai “Khittah Nahdlatul Ulama”.   
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sudah pasti terdapat di antara ujung Tatharruf, sifat mengujung, 
ekstrimisma. Prinsip dan karakter at-Tawassut yang sudah menjadi karakter 
Islam ini harus diterapkan dalam segala bidang, supaya Agama Islam dan 
sikap serta tingkah laku Umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur 
kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia umumnya”.46 
 
Dengan demikian, bagi NU, yang dimaksud moderat (tawassut}) adalah 
lawan dari ekstrem (tat}arruf), sifat mengujung ke kanan-kanan atau ke kiri-kirian. 
Moderat (tawassut}) dimaknai oleh NU sebagai “pertengahan”, yang diambil dari 
kata “wasat}a” sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. al-Baqarah: 143.47 Prinsip 
ini harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan sebaik-baiknya oleh kaum 
Ahlussunnah wal Jama’ah dalam segala bidang, mencakup bidang akidah, 
syari’ah, akhlak, pergaulan antar golongan, kehidupan bernegara, kebudayaan, 
dakwah dan bidang-bidang lainnya.48  
Oleh karena prinsip moderat itu diterapkan dalam segala bidang, termasuk 
kehidupan bernegara, maka NU senantiasa ”setia” dengan NKRI, sama dengan 
Muhammadiyah, menolak pendirian negara Islam. Terkait ini, Mark Woodward 
misalnya menilai: ” Like Muhammadiyah, NU rejects the concept of an Islamic 
state, arguing that Islam, as a religion, places greater emphasis on piety than 
politics.49  
Namun, pertanyaan pentingnya, apakah prinsip moderat NU itu dapat 
disemaikan dalam lembaga pendidikannya? Pasal 3 Anggaran Dasar Nahdlatul 
Ulama 2010 menyebutkan bahwa NU sebagai Badan Hukum Perkumpulan 
                                                 
46Ibid., hlm. 62.  
47Ibid., hlm. 60.  
48Ibid., hlm. 63-68.  
49Mark Woodward, Java, Indonesia and Islam (London: Springer Science & Business 
Media B.V., 2011), hlm. 194.  
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bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.50  Untuk melaksankan 
tugas-tugas kependidikan ini, NU membentuk Lembaga Pendidikan Maarif NU 
yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan formal, dan 
mendirikan Rabithah Ma’ahid al Islamiyah (RMI) yang bertugas melaksanakan 
kebijakan di bidang pondok pesantren dan pendidikan keagamaan,51 serta 
membentuk Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) yang bertugas 
mengembangkan pendidikan tinggi NU.52  
Data tahun 2010 menyebutkan bahwa LP Maarif memiliki 12.000 
madrasah/sekolah tingkat dasar dan menengah, yang jumlah ini mayoritasnya 
tersebar di wilayah Jawa Timur.53 Apa yang dilakukan LP Maarif NU dengan 
ribuan madrasah/sekolah ini? Menurut Zamzami, Bendahara Pengurus Pusat LP 
Ma'arif NU, LP Maarif NU perlu merumuskan platform pendidikan Ma'arif, 
sebagai karekteristik dasar bagi pendidikan NU. Zamzami menulis: 
 
“Di sini, LP Maarif NU perlu merumuskan karekteristik dasar dari 
pendidikan NU yang perlu diterapkan, sehingga menjadi platform 
pendidikan Ma'arif. Nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah tidak hanya 
diperjuangkan melalui mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an, tetapi secara 
kultural harus ditanamkan ke dalam seluruh aspek yang ada di lingkungan 
satuan pendidikan NU”.54 
                                                 
50Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama 2010, hlm. 22.  
51Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama 2010, sebagaimana dimuat dalam Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama, Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama (Cet. II; Jakarta: 
Sekretariat PBNU, 2011), hlm. 39.  
52Ibid., hlm. 41.  
53“7159 Madrasah NU Ada di Jawa Timur” dalam http://www.nu.or.id/ (diakses pada 29 
Maret 2015). 
54Zamzami, “LP Ma'arif NU dan Satuan Pendidikan di Lingkungan NU” dalam 
http://www.maarif-nu.or.id/Opini/tabid/157/ID/125/LP-Maarif-NU-dan-Satuan-Pendidikan-di-
Lingkungan-NU.aspx  (diakses pada 29 Maret 2015). 
56 
 
Dengan demikian, selain mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an, yang 
menjadi karakter LP Maarif NU, nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah yang 
merupakan ideologi NU55 perlu juga disemaikan melalui kultur pendidikan yang 
dibangunnya. Oleh karena itu, menurut pengakuan Masduki Baidlawi, Wakil 
Ketua Pengurus Pusat LP Ma’arif NU yang diwawancarai oleh Mahbib Khoiron 
dari NU Online, dengan jumlah 12.000 sekolah/madrasah ini NU bermaksud 
mengembangkan apa yang dikonsepsikan sebagai “SNP-Plus”, yaitu memiliki 
standar nasional pendidikan (SNP) ditambah (plus) standar kearifan lokal ke-NU-
an, yaitu mencakup matapelajaran Ke-Aswaja-an dan nilai-nilai ke-NU-an, seperti 
tasa>muh} (toleransi), tawassut} (moderat), tawa>zun (seimbang), dan i’tida>l (tegak). 
Inilah “SNP-Plus” yang menjadi kekhasan Lembaga Pendidikan Maarif NU, dan 
sekaligus menjadi Standar Mutu Maarif-nya.56 Nilai-nilai kultural inilah yang 
diinstalkan ke dalam LP Maarif NU, selain mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an.  
Dengan demikian, model pendidikan moderat yang diusung LP Maarif NU adalah 
“SNP-Plus” yang merupakan integrasi antara mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-
an dengan nilai-nilai kultural ke-NU-an yang berbasis ideologi Ahlussunnah wal 
Jama’ah, yaitu tasa>muh} (toleransi), tawassut} (moderat), tawa>zun (seimbang), 
dan i’tida>l  (tegak). Pendidikan moderat SNP-Plus inilah kiranya yang menjadi 
instrumen NU untuk menyemaikan karakter Islam moderat kepada ribuan 
                                                 
55Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama 2010 Pasal 5 menegaskan bahwa: 
“Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal Jama’ah dalam bidang 
aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; 
dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan 
Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu 
Hamid al-Ghazali”.  
56“Maarif NU, Jembatan Sekolah dengan Pemerintah” dalam dalam http://www.nu.or.id/ 
(diakses pada 29 Maret 2015).  
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lembaga pendidikannya, sehingga outcome dari lembaga ini diharapkan memiliki 
paham Islam moderat yang menjadi karakter dan ideologi NU. 
 
B. Ideologi Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 
1. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 
“Pendidikan dalam arti Islam adalah sesuatu yang khusus hanya 
untuk manusia”, demikian menurut Syed Muhammad al-Naquib al-Attas.57 
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pendidikan Islam secara filosofis 
seyogyanya memiliki konsepsi yang jelas dan tegas mengenai manusia. Kalau 
pendidikan dalam Islam hanya untuk manusia, manusia yang bagaimana yang 
dikehendaki pendidikan Islam? Marimba menyebutkan bahwa manusia yang 
dikehendaki oleh pendidikan Islam adalah manusia yang berkepribadian 
Muslim.58 Muh{ammad Muni>r Mursi menyebutnya dengan istilah insa>n ka>mil 
59 dan Muhammad Quthb dengan terma “manusia sejati”.60 Sementara itu, al-
Abrasyi berpendapat bahwa manusia yang ingin dibentuk oleh pendidikan 
Islam adalah “manusia yang mencapai akhlak sempurna”.61 Menurut Arifin, 
pendidikan Islam bermaksud membentuk manusia yang prilakunya didasari 
                                                 
57Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Rangka 
Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam, alih bahasa Haidar Bagir (Cet. IV; Bandung: Mizan, 
1992), hlm. 67.  
58Ahamd D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (VIII; Bandung: Al-Ma’arif, 
1989), hlm. 46.  
59Muh{ammad Muni>r Mursi>, Al-Tarbiyyah al-Isla>miyyah: Us{u>luha> wa Tat{awwuruha> fi> al-
Bila>d al-‘Arabiyyah (Kairo: ‘Alam al-Kutub, 1977), hlm. 18. 
60Muhammad Quthb, Sistem Pendidikan Islam, alih bahasa Salman Harun (Cet. I; 
Bandung: Al-Ma’arif, 1984), hlm. 20.  
61M. Athiyah al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, alih bahasa Bustami A. 
Ghani dan Djohar Bahry (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.  
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dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah, yaitu manusia yang dapat 
“merealisasikan idealitas Islami”, yang menghambakan sepenuhnya kepada 
Allah.62 Dari ini semua, M. Natsir menyimpulkan bahwa pendidikan Islam 
sebenarnya merupakan bermaksud merealisasikan tujuan hidup Muslim itu 
sendiri, yaitu penghambaan sepenuhnya kepada Allah.63 Hal ini sesuai dengan 
maksud dari firman Allah dalam al-Quran surat al-Dzariyyat ayat 56 yang 
menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah pengabdian (‘iba>dah) 
dalam pengertian yang luas kepada Allah. 
Demikianlah berbagai wacana dan pemikiran telah dikemukakan 
para pakar pendidikan Islam mengenai manusia yang hendak dibentuk oleh 
pendidikan Islam. Semua pendapat itu sesungguhnya bermuara pada satu 
pertanyaan: apa itu tujuan pendidikan Islam? Salah satu kunci untuk 
memahami tujuan pendidikan adalah bahwa tujuan itu harus baik, yang dapat 
memberikan perkembangan atau kepentingan bagi peserta didik. Menurut 
Muhadjir, makna “baik” secara filosofis mencakup etiket, conduct (prilaku 
terpuji), virtues (watak terpuji), practical values, dan living values. Agar 
peserta didik menjadi pandai, ahli, bertambah cerdas, berkepribadian luhur, 
toleran, pandai membaca dan banyak lagi, merupakan contoh tujuan baik 
dalam pendidikan.64 
                                                 
62M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 119.  
63M. Natsir, Capita Selecta (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 82.  
64Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku 
Sosial Kreatif (Cet. II Edisi V; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), hlm. 1-2.  
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Pertanyaan pentingnya, bagaimana tujuan pendidikan menurut 
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di wilayah Surakarta? Paparan berikut 
mencoba mendeskripsikannya berdasarkan data dokumen dan wawancara. 
a. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah 
Sebagaimana telah dipaparkan bahwa visi pendidikan 
Muhammadiyah adalah “Terbentuknya manusia pembelajar yang 
bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam IPTEKS 
sebagai perwujudan tadjid dakwah amar ma’ru>f nahi munkar”.65 Visi ini 
tentu saja dibangun atas dasar filsafat pendidikan Muhammadiyah yang 
disebutnya sebagai “Pendidikan Islam Yang Berkemajuan”. Menurut 
Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-46 tentang Revitalisasi 
Pendidikan Muhammadiyah, yang dimaksud dengan filsafat pendidikan 
Islam yang berkemajuan adalah: 
 
“Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern 
yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan 
kemajuan yang holistik. Dari rahim pendidikan Islam yang untuk itu 
lahir generasi muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya, 
sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Inilah 
pendidikan Islam yang berkemajuan”.66 
Jadi, visi pendidikan Muhammadiyah di atas dibangun atas 
filsafat pendidikan Muhammadiyah yang mencoba mengintegrasikan 
antara agama dengan kehidupan, antara iman dan kemajuan, yang dengan 
ini dapat melahirkan generasi Muslim terpelajar yang beriman, yang 
                                                 
65Visi pendidikan ini merupakan hasil Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-46 
tentang Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah, sebagaimana dimuat dalam Tanfidz Keputusan 
Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke-46) (Yogyakarta: Pusat 
Pimpinan Muhammadiyah, 2010), hlm. 128. 
66Ibid.  
60 
 
mampu menghadapi tantangan perubahan zaman. Untuk dapat 
mewujudkan visi ini, ada enam misi yang diemban pendidikan 
Muhammadiyah adalah:  
1) Mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan (spiritual 
makrifat); 
2) Membentuk manusia berkemajuan yang memiliki etos tadjid, 
berfikir cerdas, alternatif dan berwawasan luas; 
3) Mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja 
keras, wira usaha, kompetetif dan jujur; 
4) Membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki 
kecakapan hidup dan ketrampilan sosial, teknologi, informasi dan 
komunikasi; 
5) Membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki 
jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni-
budaya; dan  
6) Membentuk kader persyarikatan, ummat dan bangsa yang ikhlas, 
peka, peduli dan bertanggungjawab terhadap kemanusiaan dan 
lingkungan.67 
Dengan filsafat, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah di atas, 
bagaimana tujuan pendidikan bagi lembaga pendidikan Muhammadiyah 
Kota Surakarta? Di dalam “Kata Pengantar” buku teks Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan, yang diterbitkan Majelis Pendidikan Dasar dan 
                                                 
67Ibid., hlm. 128-129.  
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Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota 
Surakarta tahun 2014, baik untuk jenjang Sekolah Dasar/MI 
Muhammadiyah, SMP/MTs Muhammadiyah, SMA/MA Muhammadiyah 
ataupun jenjang SMK Muhammadiyah, disebutkan bahwa: 
 
“Guna mencapai tujuan perguruan Muhammadiyah yakni 
mewujudkan manusia Muslim yang berakhlak mulia, cakap, 
percaya kepada diri sendiri, cinta tanah air, berguna bagi 
masyarakat dan negara, serta beramal menuju terwujudnya 
masyarakat utama adil dan makmur yang mardlatillah, diperlukan 
sarana dan prasarana yang dapat mendukung tercapainya tujuan 
tersebut”.68 
Dari kutipan di atas tampak bahwa tujuan pendidikan bagi 
Muhammadiyah Kota Surakarta adalah membentuk lulusan dengan 
karakter-karaker di atas. Ketika ditanya mengenai tujuan pendidikan 
Muhammadiyah ini, Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta, 
Joko Riyanto menerangkan bahwa tujuan itu dibuat dalam rangka 
mengantisipasi perubahan zaman. Joko Riyanto menyatakan: 
 
“Jadi begini, PDM Kota Surakarta merupakan perpanjangan 
amanah dari PWM Jawa Tengah. Demikian juga Majelis 
Dikdasmen PDM Kota merupakan perpanjangan dari Majelis 
Dikdasmen PWM. Kami diberi amanah untuk membawahi 
pendidikan Muhammadiyah yang ada di Kota Surakarta. Tugasnya 
mengurusi 43 sekolah Muhammadiyah, yaitu 23 SD, 9 SMP, 1 
MTs, 4 SMA, 5 SMK dan 1 MA. Tujuan pendidikan 
Muhammadiyah itu dirancang sesuai dengan Majelis Dikdasmen 
Wilayah, dalam rangka mengantisipasi perubahan zaman. Inilah 
yang dimaksud Islam berkemajuan”.69  
                                                 
68“Kata Pengantar” untuk Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (Surakarta: Majelis 
Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, 2014), tanpa 
nomor hlm. Buku ini diperuntukkan bagi jenjang Sekolah Dasar/MI Muhammadiyah, SMP/MTs 
Muhammadiyah, SMA/MA Muhammadiyah dan jenjang SMK Muhammadiyah. 
69Wawancara dengan Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta, Drs. H.M. Joko 
Riyanto, SH., MM., MH., pada tanggal 23 Nopember 2015 di kantornya, Jalan Teuku Umar No. 5 
Surakarta.  
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Bagaimana tujuan itu dilaksanakan di sekolah/madrasah 
Muhammadiyah Kota Surakarta? Menurut pengakuan Joko Riyanto, 
Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta saat ini mengurusi 43 
sekolah/madrasah dengan 14.000-an siswa dan 1205 guru. Para siswa 
berasal dari kalangan beragam, ada yang berlatar belakang 
Muhammadiyah, ada juga yang tidak. Joko Riyanto menuturkan: 
 
“Banyak siswa kita yang berasal dari kelompok lain, atau bahkan 
melanjutkan ke (sekolah) yang lain. (Mereka) masuk 
Muhammadiyah itu karena kesadaran. (Muhammaadiyah) itu tidak 
memaksakan, (karena) Muhammadiyah itu (sifatnya) volunteer”.70  
Terkait dengan proses rekrutmen guru, menurut Joko Riyanto, 
Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta memiliki cara tersendiri. 
Cacatan pentingnya adalah harus dari anggota Muhammadiyah yang 
dibuktikan dengan KTA Muhammadiyah. Joko Riyanto 
menginformasikan: 
 
“Konsep rekrutmen-(nya) melalui tes. Kalau di sekolah, kepala 
sekolah dan tim (seleksi) diberi kewenangan untuk mengetes guru. 
Bagaimana kompetensinya, motivsi kerjanya. Untuk kayawan, 
yang mengetes adalah kepala TU-nya. (Setelah itu), lalu dites oleh 
majelis tentang al-Islam dan Kemuhammdiyahan. Isinya tentang 
pemahaman keagamaan Muhammadiyah. (Lalu ditanyakan), 
apakah aktif di ranting atau cabang. Kalau tidak aktif (tidak apa-
apa), asal mau belajar (tentang al-Islam dan Kemuhammadiyahan). 
(Namun demikian), syarat wajibnya adalah harus anggota 
Muhammadiyah (yang dibuktikan) dengan KTA, biar mendapatkan 
SK”.71 
Proses rekrutmen guru semacam itu dimaksudkan agar apa yang 
menjadi tujuan pendidikan Muhammadiyah dapat diwujudkan. “Kita 
                                                 
70Ibid.  
71Ibid.  
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‘kan mau menciptakan alumni yang berkarekter Muhammadiyah, maka 
(guru-gurunya) perlu ditraining kemuhammadiyahannya”,72 demikian 
papar Joko Riyanto. 
Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan 
Muhammadiyah di Kota Surakarta disesuaikan dengan apa yang sudah 
ditentukan oleh Majelis Dikdasmen PWM Jawa Tengah. Bertujuan 
“mewujudkan manusia Muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya 
kepada diri sendiri, cinta tanah air, berguna bagi masyarakat dan negara, 
serta beramal menuju terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur 
yang mardlatillah” merupakan bentuk dari “Islam Berkemajuan” yang 
disusun dalam rangka mengantisipasi perubahan zaman yang terus 
berkembang. 
Sebagaimana telah dipaparkan bahwa ideologi Muhammadiyah 
adalah ideologi Islam yang berkemajuan. Ideologi ini kiranya telah 
diupayakan untuk dijadikan belief system, yang kemudian menjadi 
kerangka acuan untuk bertindak dalam berorganisasi bagi seluruh amal 
usaha yang ada dalam Muhammadiyah. Terbukti bahwa tujuan 
pendidikan Muhammadiyah yang dirancangbangunkan oleh Majelis 
Dikdasmen PDM Kota Surakarta pun mengarah pada implementasi 
ideologi Islam berkemajuan ini. Ini mengindikasikan adanya kontinuitas 
dan soliditas antara pusat dan daerah di dalam organisasi Muhammadiyah 
yang tergambar secara mapan. Termasuk dalam merumuskan tujuan 
                                                 
72Ibid.  
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pendidikan pun, dirancang sedemikian rupa mengikuti dan berdasakan 
pada ideologi Muhammadiyah yang sudah ditetapkan. 
b. Tujuan Pendidikan Nahdlatul Ulama 
Menurut “Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan 
Nahdlatul Ulama” yang disahkan penggunaannya berdasarkan Surat 
Keputusan Pengurus Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama 
Pusat Nomor: 285.a/SK/LPM-NU/V/2013, bahwa untuk melaksanakan 
tujuan dan usaha-usaha di bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama 
membentuk perangkat departementasi pendidikan yaitu Lembaga 
Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama yang bertugas menjalankan 
kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan.73 
Terkait dengan itu, Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif 
Nahdlatul Ulama Pusat telah menerbitkan Peraturan dan Pedoman Kerja 
Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama pada 2014. Di dalam 
buku ini disebutkan bahwa tujuan Lembaga Pendidikan Maarif NU 
adalah: (a) Menanamkan nilai-nilai paham Ahlussunnah Waljama’ah 
melalui jalur pendidikan dasar dan menengah formal; (b) Menyediakan 
pendidikan yang bermutu yang dapat diakses oleh seluruh lapisan 
masyarakat; (c) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan dan 
pengelolaan pendidikan di lingkungan yang menghasilkan lulusan 
bermutu dan berakhlakul karimah; (d) Menyelenggarakan, memberikan 
                                                 
73“Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama”, sebagaimana 
dimuat dalam Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif NU Jateng, Peraturan Pengurus 
Pusat dan Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif NU (Semarang: LP Maarif NU Jawa Tengah, 
2014), hlm. 23.  
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bimbingan, pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan satuan dan 
kegiatan pendidikan; dan (e) Mensinergikan elemen-elemen masyarakat 
dan pemerintah untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang 
mandiri.74 
Tujuan yang dirancang oleh LP Maarif NU Pusat tersebut berlaku 
bagi seluruh LP Maarif NU yang ada di Indonesia, termasuk di wilayah 
dan daerah. Dalam konteks ini, Pengurus Wilayah LP Maarif Wilayah 
NU Jawa Tengah telah menerbitkan buku Peraturan Pengurus Pusat dan 
Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif NU terbitan 2014. Di dalam kata 
pengantar buku ini disebutkan bahwa buku ini, yang memuat peraturan 
kependidikan, baik yang dibuat pusat ataupun wilayah, dapat dijadikan 
acuan dasar (benchmark) bagi setiap penyelenggara dan satuan 
pendidikan di lingkungan LP Maarif Jawa Tengah.75 Oleh karena itu, 
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Lembaga 
Pendidikan Maarif NU Pusat juga secara otomatis menjadi pegangan bagi 
penyelenggaraan pendidikan di lingkungan LP Maarif NU Jawa Tengah.  
 Para pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU di wilayah 
Surakarta, baik Pengurus Cabang LP Maarif NU Boyolali,76 Pengurus 
                                                 
74Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU Pusat, Pedoman dan Peraturan Kerja 
Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (Jakarta: Lembaga Pendidikan Maarif NU, 2014), 
hlm. 20. 
75Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif NU Jateng, Peraturan Pengurus Pusat 
dan Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif NU (Semarang: LP Maarif NU Jawa Tengah, 2014), 
hlm. ii.  
76Wawancara dengan Agung Gunanto, Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU Boyolali, 
pada 20 Nopember 2015, di Komplek NU Center, Jalan Boyolali-Semarang, Boyolali.   
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Cabang LP Maarif NU Klaten,77 Pengurus Cabang LP Maarif NU 
Wonogiri,78 dan Pengurus Cabang LP Maarif NU Sragen,79 yang ditanya 
mengenai tujuan penyelenggaraan pendidikan LP Maarif NU di 
cabangnya masing-masing, semuanya menginformasikan bahwa tujuan 
penyelenggaraan pendidikan LP Maarif NU di cabangnya telah 
ditentukan oleh Pengurus Wilayah LP Maarif NU Jawa Tengah, yang 
merupakan kepanjangan dari Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU 
Pusat. Dengan demikian, para pengurus cabang LP Maarif NU hanya 
menjalankan dan merealisasikan tujuan pendidikan LP Maarif NU 
sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah LP Maarif NU 
Jawa Tengah. 
Dari kelima tujuan pendidikan LP Maarif yang telah dicanangkan 
itu, poin pentingnya adalah tujuan pertama, yaitu “Menanamkan nilai-
nilai paham Ahlussunnah Waljama’ah melalui jalur pendidikan dasar dan 
menengah formal”. Tujuan ini kiranya sesuai dengan ideologi NU itu 
sendiri yang sebagai jam’iyyah bertujuan untuk “berlakunya ajaran Islam 
yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya 
                                                 
77Wawancara dengan Agus Setiawan, S.H.I, Sekretaris Pengurus Cabang LP Maarif NU 
Klaten, pada 23 Nopember 2015, di kantornya Jalan Raya Solo-Klaten KM 5 Jombor, Ceper, 
Klaten.  
78Wawancara dengan Heru Krismawanto, S.Pd.I, Sekretaris Pengurus Cabang LP Maarif 
NU Wonogiri, pada 24 Nopember 2015, di rumahnya, Wonogiri.  
79Wawancara dengan Drs. Nur Chayat, M.Si., Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU 
Sragen, pada 27 Nopember 2015, di Kantor PC NU Sragen.  
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tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan 
umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta”.80 
Bagaimana tujuan pendidikan LP Maarif NU itu dilaksanakan? 
Menurut Peraturan dan Pedoman Kerja Lembaga Pendidikan Maarif 
Nahdlatul Ulama tahun 2014, satuan Pendidikan Ma’arif merupakan 
pusat pengembangan budaya yang mampu memberikan keteladanan secara 
fisik, sosial maupun nilai dan sikap dalam mengamalkan ajaran Islam 
berhaluan Ahlussunah Waljama’ah, baik di lingkungan madrasah/sekolah 
maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Satuan pendidikan Maarif ini memiliki empat karakteristik, yaitu (1) 
Menjadikan paham Ahlussunah Waljama’ah sebagai kekhasan dan 
keunggulan; (2) Memelihara suasana keagamaan di satuan pendidikan 
dalam hal amaliyah ibadah, pergaulan, dan akhlakul karimah dalam 
perilaku sehari-hari sesuai dengan ajaran Ahlussunah Waljama’ah; (3) 
Menekankan semangat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara untuk mencapai 
kesejahteraan dunia dan akhirat; dan (4) Menjadikan Mabadi Khaira 
Ummah sebagai landasan manajemen yang merefleksikan nilai-nilai 
kebenaran/ kejujuran (ash-shidq), kepercayaan (al-amanah), keadilan 
(al-‘adalah), gotong royong (at-ta’awun), konsistensi terhadap 
kebenaran (al-istiqamah), kerja keras, serta menjunjung tinggi nilai amal 
                                                 
80Lihat Keputusan Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama No. 002/MNU-33/2015 tentang 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Bab IV Pasal 8.   
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kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt.81 Dengan 
karakteristik ini, maka satuan pendidikan Maarif NU secara otomatis 
menjadi berbeda dengan satuan pendidikan yang berada di bawah 
organisasi lainnya.  
Mengingat sekolah/madrasah formal yang berada di bawah LP 
Maarif NU jumlahnya ribuan, baik yang dikelola oleh jama’ah NU secara 
struktural ataupun secara kultural, maka Pengurus Lembaga Pendidikan 
Maarif Nahdlatul Ulama Pusat membuat kategori bagi satuan 
pendidikannya, dengan membaginya menurut badan hukum 
penyelenggaraannya dalam dua kategori, yaitu: Satuan Pendidikan 
Ma’arif milik jam’iyah, dan Satuan Pendidikan Ma’arif milik jama’ah. 
Satuan Pendidikan Ma’arif milik jam’iyah secara otomatis mendapatkan 
pengesahan sebagai Satuan Pendidikan Ma’arif sejak pendiriannya. 
Sedangkan Satuan Pendidikan Ma’arif milik jama’ah mendapatkan 
pengesahan sebagai Satuan Pendidikan Ma’arif dari Pengurus Lembaga 
Tingkat Wilayah atas usulan Pengurus Lembaga Tingkat Cabang.82 
Namun demikian, dua kategori itu pelaksanaannya di lapangan 
dimaknai berbeda oleh masing-masing pengurus cabang LP Maarif NU.  
Menurut informasi dari Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU Boyolali, 
sekolah/madrasah yang berada di bawah PC LP Maarif NU Boyolali 
dibagi dalam tiga kategori. Agus Gunanto menuturkan sebagai berikut:  
 
                                                 
81Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU Pusat, Pedoman dan Peraturan Kerja, hlm. 
46-47.  
82Ibid., hlm. 47-48.  
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“Tugas Maarif itu ‘kan memajukan pendidikan yang menjadi 
kepanjangtanganan NU, yang berada di bawah Maarif. Ada tiga 
kriteria Maarif, yaitu sekolah yang didirikan oleh warga Nahdliyin 
secara kultur, sekolah yang didirikan oleh warga Nahdliyin yang 
berafiliasi dengan Maarif secara AD/ART-nya, dan sekolah yang 
langsung didirikan oleh pengurus Maarif. (Di LP Maarif NU 
Boyolali), semua sekolah itu berjumlah 80 (sekolah). (Dari jumlah 
ini), yang gabung (dengan LP Maarif NU Boyolali) baru 63 
(sekolah). (Sedangkan) yang dibawah pengurus NU (jumlahnya) 
ada 4 (sekolah)”.83 
Namun demikian, data dokumen tentang jumah sekolah/madrasah 
yang ditemukan di PC LP Maarif NU Boyolali jumlahnya berbeda 
dengan data yang diinformasikan Ketua PC LP Maarif NU Boyolali. 
Berikut dikemukakan dokumen tentang daftar sekolah/madrasah di PC 
LP Maarif NU Boyolali, yang jumlahnya tidak mencapai 80 
sekolah/madrasah:84 
Tabel 1 
Daftar Sekolah/Madrasah di Lingkungan LP Maarif NU Boyolali 
Tahun 2015 
 
No. Kecamatan Sekolah/Madrasah Kategori* 
1. Ampel MTs Sunan Kalijaga Tanpa Maarif 
2. Ampel MTs Nurul Huda Tanpa Maarif 
3. Cepego MA Maarif Cepego Maarif 
4. Cepego SMK al-Ihsan Tanpa Maarif 
5. Musuk MTs Maarif Maarif 
6. Andong MTs Maarif Maarif 
7. Andong MA al-Azhar Tanpa Maarif 
8. Klego SMK Maarif NU 2 Maarif 
9. Klego SMA Saugi Nusantara Tanpa Maarif 
10. Juwangi MTs al-Islam Ngleses Tanpa Maarif 
11. Kemusu MTs Islamiyah Kendel Tanpa Maarif 
12. Wonosegoro SMP NU 1 NU 
13. Wonosegoro SMP NU 2 NU 
14. Boyolali SMK Karya Nugraha Tanpa Maarif 
15 Boyolali SMK Sudirman Tanpa Maarif 
16. Sawit MA Sawit Tanpa Maarif 
17. Karanggede MTs Karanggede Tanpa Maarif 
                                                 
83Wawancara dengan Agung Gunanto, Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU Boyolali, 
pada 20 Nopember 2015, di Komplek NU Center, Jalan Boyolali-Semarang, Boyolali.  
84Perbedaan data jumlah sekolah/madrasah dimungkinkan terjadi, karena belum ada 
ketertiban administrasi.  
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Sumber: Dokumen LP Maarif NU Boyolali Tahun 2015 
*Kategori dibuat peneliti, berdasarkan penyebutan nama 
sekolah/madrasah. 
Jadi, dua kategorisasi satuan pendidikan Maarif dari Pengurus LP 
Maarif Pusat dimaknai berbeda oleh pengurus cabang LP Maarif, semisal 
di PC LP Maarif NU Boyolali yang membaginya dalam tiga kategori. 
Kategori yang dilakukan oleh PC Maarif NU Boyolali juga dilakukan 
oleh PC LP Maarif NU Klaten, yang membaginya dalam tiga kategori, 
yaitu Kategori A untuk sekolah/madrasah yang tenaga kependidikannya 
mendapat SK dari LP Maarif NU, Kategori B untuk sekolah/madrasah 
yang tenaga kependidikannya mendapat SK dari yayasan yang 
madrasah/sekolahnya berafiliasi dan mengikuti pembinaan dari LP 
Maarif NU, dengan mengajarkan mata pelajaran Ke-NU-an dan Aswaja, 
dan Kategori C untuk sekolah/madrasah yang tenaga kependidikannya 
mendapat SK dari yayasan yang madrasah/sekolahnya berafiliasi dan 
mengikuti pembinaan dari LP Maarif NU, dengan tanpa mengajarkan 
mata pelajaran Ke-NU-an dan Aswaja.85 Berikut dikemukaan Tabel 2 
tentang daftar sekolah/madrasah di lingkungan LP Maarif Klaten tahun 
2015: 
Tabel 2 
Daftar Sekolah/Madrasah di Lingkungan LP Maarif NU Klaten 
Tahun 2015 
 
NO Kecamatan  Sekolah/Madrasah Kategori* 
1 Juwiring  MI Al Ma'arif Kwarasan A 
2 Karanganom  MI Islamiyah Ngawinan A 
3 Manisrenggo  MI Ma'arif Sukorini A 
                                                 
85Wawancara dengan Agus Setiawan, S.H.I, Sekretaris Pengurus Cabang LP Maarif NU 
Klaten, pada 23 Nopember 2015, di kantornya Jalan Raya Solo-Klaten KM 5 Jombor, Ceper, 
Klaten.  
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4 Ceper MI Al Ma'arif Doyo A 
5 Ngawen MI Al Maarif Drono A 
6 Trucuk  MI Al Ma'arif Karangpakel A 
7 Manisrenggo MI Hidayatul Qur`an A 
8 Prambanan  MI Maarif Darussalam A 
9 Karanganom  MI Roudlotuzzahidin Tegalarum B 
10 Karangnongko  MI Roudlotul Qur`an A 
11 Pedan  MI Tahassus Ma`arif NU Pedan A 
12 Klaten Utara  SDIT Nurul Akbar C 
13 Trucuk  SDIT Ma'arif NU Ta'limul Qur'an A 
14 Delanggu  SDIT Al Uswah C 
15 Ceper  MTs Ceper B 
16 Kemalang  MTs Ma`arif NU Kemalang A 
17 Karanganom  MTs Al Muttaqien Pancasila Sakti B 
18 Tulung  MTs Sunan Kalijaga Tulung A 
19 Karangnongko  MTs Qur'ani Karangnongko B 
20 Wonosari  MTs Al Mansur Popongan B 
21 Delanggu  SMP Islam Al Mutjaba Plus B 
22 Karanganongko  SMP Pandanaran C 
23 Karanganom MA Al-Muttaqien Pancasila Sakti B 
24 Wonosari  MA Al Manshur B 
25 Ceper  SMK Batur Jaya 1 B 
26 Ceper  SMK Batur Jaya 2 B 
 
Sumber: Dokumen LP Maarif NU Klaten Tahun 2015 
*Kategori dibuat LP Maarif NU Klaten. 
Hal yang sama juga dilakukan oleh LP Maarif NU Wonogiri. 
Menurut pengakuan Sekretaris LP Maarif NU Wonogiri, LP Maarif NU 
Wonogiri mengelola sekolah dengan tiga kategori itu, yaitu 
sekolah/madrasah yang milik jam’iyah LP Maarif NU dengan jumlahnya 
mencapai 4 sekolah, sekolah/madrasah milik jama’ah NU dengan jumlah 
13 sekolah, dan sekolah/madrasah yang bekerjasama dengan LP Maarif 
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NU yang jumlahnya belum diketahui. Sekolah-sekolah ini banyaknya 
terletak di kecamatan Jatisrono, sekitar 30 KM dari Wonogiri.86 
Sementara itu, berbeda dengan LP Maarif NU Boyolali, LP 
Maarif NU Klaten, dan LP Maarif NU Wonogiri, LP Maarif NU Sragen 
hanya mengelola kategori sekolah/madrasah yang secara jelas milik 
Jam’iyah NU, sehingga di dalam penyebutan nama sekolah/madrasahnya 
tertulis nama “Maarif”. Ketua PC LP Maarif NU Sragen 
menginformasikan bahwa: 
 
“Kami hanya mengelola 16 sekolah, yang semuanya di bawah 
Maarif. Di luar 16 ini, banyak (sekolah/madrasah) yang tradisinya 
NU, tapi tidak mengajarkan Aswaja, seperti sekolah di Pesantren 
Walisongo, Sragen”87.   
Berikut dikemukakan Tabel 3 tentang daftar sekolah/madrasah 
yang dikelola LP Maarif NU Sragen: 
Tabel 3 
Daftar Sekolah/Madrasah di Lingkungan LP Maarif NU Sragen 
Tahun 2015 
 
No. Kecamatan Sekolah/Madrasah Kategori* 
1. Tanon MI Maarif Tanon Maarif 
2. Tanon SMP Islam 1 Maarif NU Tanon Maarif 
3. Tanon SMK NU Tanon NU 
4. Tanggan MI Maarif Tanggan Maarif 
5. Jenar MI Maarif Jenar Maarif 
6. Jenar MTs Maarif Jenar Maarif 
7. Kacangan MI Maarif Kacangan Maarif 
8. Tempelrejo MI Maarif Tempelrejo Maarif 
9. Kedawung MI Maarif Istiqomah Kedawung Maarif  
10. Kedawung MTs Maarif Kedawung Maarif 
11. Sumberlawang SD Maarif Sumberlawang Maarif  
12. Mondokan SMP Islam Maarif NU Mondokan Maarif  
13. Gesi MTs Maarif Gesi Maarif  
                                                 
86Wawancara dengan Heru Krismawanto, S.Pd.I, Sekretaris Pengurus Cabang LP Maarif 
NU Wonogiri, pada 24 Nopember 2015, di rumahnya, Wonogiri.  
87Wawancara dengan Drs. Nur Chayat, M.Si., Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU 
Sragen, pada 27 Nopember 2015, di Kantor PC NU Sragen.  
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14. Gesi MA NU Gesi NU 
15. Gondang MTs Maarif Muttaqin Gondang Maarif  
16. Gondang MA NU Gondang NU 
 
Sumber: Dokumen LP Maarif NU Sragen Tahun 2015 
*Kategori dibuat oleh peneliti sesuai penyebutan nama sekolah/madrasah. 
Bagaimana proses perekrutan guru di kalangan LP Maarif NU di 
wilayah Surakarta? Berdasarkan Peraturan Pengurus Wilayah Lembaga 
Pendidikan Ma’arif NU Nomor: 02/PW.11/LPMNU/PPW/2014 Tentang 
Pengelolaan Satuan Pendidikan LP Ma’arif NU, diperoleh keterangan 
bahwa LP Maarif NU Jawa Tengah membagi guru dalam dua kategori, 
yaitu Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap. Kedua jenis guru ini wajib memilki 
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan 
rohani, mampu mewujudkan visi, misi madrasah/sekolah dan mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional.88  
Di dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa kualifikasi 
akademik guru LP Maarif NU dibuktikan dengan ijazah yang 
merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk 
melaksanakan tugas sebagai pendidik, yang diperoleh melalui program 
pendidikan formal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan 
yang terakreditasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi guru 
adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 
dimilki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan serta sesuai dengan aqidah Ahlussunah 
                                                 
88Peraturan Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Nomor: 
02/PW.11/LPMNU/PPW/2014 Tentang Pengelolaan Satuan Pendidikan LP Ma’arif NU, Bab VI 
Pasal 12.  
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Wal Jama’ah An-Nahdliyah. Untuk itu, persyaratan utama bagi sesorang 
yang menjadi guru di lingkungan LP Maarif NU adalah: 1) anggota NU 
atau Badan Otonom NU, yang dibuktikan dengan Kartanu (Kartu 
Anggota NU) atau Surat Keterangan dari yang berwenang; 2) berakhlak 
mulia dan mampu menjadi uswah hasanah, 3) berijazah serendah-
rendahnya S.1 kependidikan atau S1 umum; 4) memiliki pengalaman 
mengajar sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut di 
madrasah/sekolah di lingkungan LP Ma’arif NU dengan predikat baik; 5) 
bersedia menandatangani ketentuan-ketentuan yang diperlukan; serta 6) 
tidak sedang dalam ikatan kerja dengan lembaga atau instansi lain.89 
Berdasarkan data wawancara dengan para informan, diperoleh 
keterangan bahwa sesungguhnya untuk merealisasikan tujuan pendidikan 
di lingkungan LP Maarif NU yang ada di wilayah Surakarta, para 
pengurus cabang LP Maarif NU itu melakukan rekrutmen terhadap para 
gurunya. Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU Sragen misalnya 
mengungkapkan bahwa: 
 
“Rekrutmen guru (diambil) dari (tamatan) pesantren yang 
mempunyai background NU, yang dibuktikan dengan Kartanu, 
harus (mempunyai) Kartanu, (ini) wajib. Untuk mata pelajaran 
umum tidak harus Kartanu. Guru PAI menyampaikan semua 
(materi) yang di buku (teks) dari Kementerian (Agama), tapi 
kemudian memilih yang sesuai dengan NU. Ini ciri moderatnya”.90 
Berbeda dengan rekrutmen guru di LP Maarif NU Sragen, LP 
Maarif NU Boyolali melakukannya dengan membuat fakta integritas 
                                                 
89Ibid., Pasal 13, 14 dan 22.  
90Wawancara dengan Drs. Nur Chayat, M.Si., Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU 
Sragen, pada 27 Nopember 2015, di Kantor PC NU Sragen.  
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secara tertulis, yang menunjukkan bahwa guru tersebut memiliki loyalitas 
terhadap NU. Ketua PC LP Maarif NU Boyolali menginformasikan: 
 
“Guru diseleksi berdasar rekomendasi dari MWC cabang 
kecamatan. Sekolah Maarif (kemudian) menulis fakta integritas, 
agar mengikuti kultur NU. (Harus) ada fakta integritasya. 
Sepanjang (guru) terpenuhi dari (kalangan) Nahdliyin, maka (ini) 
diusahakan (dulu), tapi kalau tidak ada, maka mengambil (guru) 
dari luar (NU), tapi tetap ada fakta integritasnya. (Ini dilakukan) 
untuk memperkuat kultur NU”.91 
 Dengan demikian, rekrutmen guru yang dilakukan LP Maarif NU 
di wilayah Surakarta di lakukan dengan caranya masing-masing. Namun 
yang jelas, semuanya dilakukan untuk satu tujuan, yaitu terwujudnya 
tujuan pendidikan seperti yang sudah ditetapkan. Informasi dari para 
informan menunjukkan bahwa apa yang menjadi ideologi NU, yaitu 
ideologi Ahlussunnah Waljama’ah, kiranya telah diperteguh melalui jalur 
pendidikan dasar dan menengah secara formal, yang diselenggarkan oleh 
LP Maarif NU. Konteks ini menunjukkan adanya garis komando yang 
searah antara ideologi yang dianut NU dengan bagaimana ideologi itu 
disemaikan melalui jalur pendidikan di dalam wadah yang bernama 
Lembaga Pendidikan Maarif NU. 
2. Kurikulum Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 
Dalam bidang pendidikan, kurikulum merupakan unsur penting dalam 
setiap bentuk dan model pendidikan manapun. Tanpa adanya kurikulum, sulit 
rasanya bagi para perencana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan 
yang diselenggarakannya. Mengingat pentingnya kurikulum, maka kurikulum 
                                                 
91Wawancara dengan Agung Gunanto, Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU Boyolali, 
pada 20 Nopember 2015, di Komplek NU Center, Jalan Boyolali-Semarang, Boyolali.  
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perlu dipahami dengan baik oleh semua pelaksana pendidikan. Menurut S. 
Nasution, istilah “kurikulum” untuk kali pertama masuk dalam kamus Inggris 
Webster pada 1856. Istilah ini pada awalnya digunakan dalam bidang olah 
raga sebagai suatu jarak yang harus ditempuh pelari, atau diartikan sebagai 
sebuah “chariot” (semacam kereta pacu), yaitu alat yang dibawa seseorang 
dari start sampai finish. Kemudian istilah ini digunakan dalam dunia 
pendidikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk 
mencapai tingkat tertentu yang disajikan oleh sebuah lembaga pendidikan.92 
Terma “kurikulum” dalam bahasa Arab disebut dengan istilah manhaj atau 
minha>j yang berarti sejumlah rencana dan wasilah yang telah ditetapkan oleh 
sebuah lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan 
pendidikannya.93 
Hilda Taba dalam Curriculum Development: Theory and Practice 
mengartikan kurikulum dengan paradigma lama sebagai “a plan for learning; 
therefore, what is known about the learning process and the development of 
individuals has bearing on the shaping of a curriculum”94 (sebuah rencana 
pelajaran, yang karenanya apa yang diketahui tentang proses belajar dan 
perkembangan individu memiliki hubungan dengan bentuk sebuah 
kurikulum). Kurikulum dalam pengertian sempit memang merupakan sebuah 
rencana pelajaran yang harus ditempuh guna mencapai tingkat tertentu. Kalau 
                                                 
92S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum (Edisi VI; Bandung: Jemmars, 1982), hlm. 7-8.  
93Lihat Muhammad Ali al-Khuli, Dictionary of Education: English-Arabic (Cet. I; Beirut: 
Dar Elilm Lilmalayin, 1981), hlm. 105.   
94Hilda Taba, Curriculum Development: Theory and Practice (New York: Harcourt, 
Brace and World Inc., 1962), hlm. 11.    
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kurikulum dipahami dengan pengertian sempit ini, maka dinamika proses 
belajar mengajar dan kreativitas pendidik akan berhenti sampai di sini. 
Pendidik dan peserta didik akan berhenti pada materi pelajaran yang telah 
dipancangkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, paradigma baru 
mengartikan kurikulum secara luas sebagai semua yang menyangkut aktivitas 
yang dilakukan dan dialami pendidik dan peserta didik, baik dalam bentuk 
formal maupun nonformal, guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum 
dalam paradigma baru bukan hanya sebagai program pendidikan, tapi juga 
sebagai produk pendidikan, sebagai hasil belajar yang diinginkan dan sebagai 
pengalaman belajar peserta didik.95  
Sementara itu, nada yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad 
Ali. Menurutnya, kurikulum tak cukup dipahami sebagai rencana pelajaran, 
karena aktivitas dan proses pendidikan itu luas cakupannya. Kurikulum harus 
dipahami sebagai rencana pengalaman belajar, sebagai rencana tujuan 
pendidikan yang hendak dicapai, dan sebagai rencana kesempatan belajar. 
Dari pemahaman luas ini, kurikulum sering dipisahkan dari pengajaran. 
Kurikulum dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan ini 
menuntut adanya perencanaan kurikulum dan perencanaan pengajaran. 
Kurikulum berkaitan dengan rencana belajar yang lebih luas, sedangkan 
pengajaran berkaitan dengan rencana belajar sebagai implementasi 
kurikulum.96 
                                                 
95Baca Suyanto dan Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia 
Memasuki Milenium III (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 59-60.  
96Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum di Sekolah (Cet. II; Bandung: Sinar Baru, 
1992), hlm. 2-8.  
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Kurikulum sebuah pendidikan senantiasa mengalami perkembangan 
dan pendidikan. Di dalam kurikulum tidak dikenal adanya istilah selalu up to 
date. Kurikulum selalu mengalami perubahan dan perkembangan, seiring 
perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi, 
perubahan dan pengembangan kurikulum tidak selalui diartikan secara total, 
tetapi sifatnya lebih merupakan revisi.97 Di dalam merevisi atau membina 
sebuah kurikulum, ada empat asas yang perlu diperhatikan, yaitu asas 
filosofis yang berkaitan dengan filsafat dan tujuan pendidikan, asas psikologis 
menyangkut psikologi belajar dan psikologi anak, asas sosiologi menyangkut 
perubahan dalam masyarakat, dan asas organisatoris berkaitan dengan bentuk 
dan organisasi kurikulum.98 Keempat asas ini merupakan wilayah yang perlu 
diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cermat dalam menyusun atau 
merevisi kurikulum pendidikan. 
Di dalam menyusun atau merevisi sebuah kurikulum pendidikan, 
menurut Noeng Muhadjir, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 
pendekatan akademik, pendekatan teknologik dan pendekatan humanistik.99 
Sementara itu, McNeil, sebagaimana dikutip Muhammad Ali, menambahkan 
satu pendekatan lagi, yaitu pendeatan rekonstruksi sosial.100 Pendekatan 
rekonstruksi sosial oleh Muhadjir digabung dengan pendekatan humanistik, 
karena keduanya sama-sama bermaksud mencapai tujuan ideal.  
                                                 
97Baca Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik (Cet. I; Jakarta: Gaya 
Media Pratama, 1999), hlm. 218.  
98Lihat S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, hlm. 21-24.  
99Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, hlm. 128-131.   
100Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum, hlm. 10-14.  
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Pendekatan akademik digunakan apabila suatu program pendidikan 
dimaksudkan untuk mencetak keahlian dalam sebuah disiplin atau subdisiplin 
ilmu tertentu, dalam arti membekali peserta didik dengan sebuah spesialisasi. 
Di sini, program pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan fungsi kreatif 
peserta didik secara optimal. Pendekatan teknologik digunakan apabila 
sebuah program pendidikan bermaksud menghasilkan peserta didik yang 
dapat melaksanakan tugas kerja yang diembannya. Pendekatan ini biasanya 
digunakan bagi program pendidikan yang tugasnya menyiapkan tenaga kerja 
profesional, seperti menjadi pilot, menjadi guru, atau menjadi arsitektur. 
Sedangkan pendekatan humanistik digunakan apabila program pendidikan 
dimaksud bertujuan mengembangkan wawasan dan prilaku peserta didik 
sesuai cita-cita ideal yang hendak dicapai.  Jelasnya, pendekatan akademik 
digunakan untuk menyusun program pendidikan keahlian berdasarkan 
sistematisasi disiplin ilmu, pendekatan teknologik digunakan untuk menyusun 
program pendidikan keahlian yang bertolak dari analisis kompetensi yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu, dan pendekatan humanistik 
digunakan untuk menyusun program pendidikan keahlian yang bertolak dari 
ide “memanusiakan manusia”. Sedangkan pendekatan rekonstrusi sosial 
sifatnya ”gawat darurat”, yaitu dirancang untuk memberikan solusi yang 
dihadapi secara mendesak, seperti kurikulum narkoba atau kurikulum anti-
korupsi, yang dibuat untuk menyelesikan masalah-masalah sosial yang 
sifatnya darurat. 
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Dalam studi kependidikan Islam, menurut al-Syaibany, kurikulum 
pendidikan Islam kiranya berbeda dengan kurikulum pada umumnya. 
Pendidikan Islam sepanjang masa kegemilangannya telah memandang 
kurikulum sebagai alat untuk mendidik generasi muda, menolong mereka 
untuk membuka dan mengembangkan potensi-potensi, bakat-bakat, kekuatan-
kekuatan dan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki, untuk 
mempersiapkannya dengan baik agar dapat melaksanakan fungsinya  sebagai 
khalifah Allah di bumi.101 
Dengan fungsi seperti itu, kurikulum dalam pendidikan Islam 
memiliki lima ciri utama yang membedakannya dari kurikulum secara 
umum.102 Pertama, kurikulum pendidikan Islam menonjolkan dan 
mengutamakan agama dan akhlak dalam berbagai tujuannya. Materi, metode, 
alat dan teknik pengajaran dalam kuruikulum pendidikan Islam semuanya 
bercorak agama. Kedua, cakupan dan kandungan kurikulum pendidikan Islam 
bersifat luas dan menyeluruh. Kurikulum pendidikan Islam seyogyanya 
merupakan cerminan dari semangat, pemikiran dan ajaran Islam yang bersifat 
universal dan menjangkau semua aspek kehidupan, baik intelektual, 
psikologis, sosial dan spiritual. Ketiga, kurikulum pendidikan Islam 
menerapkan prinsip keseimbangan di dalam muatan materi keilmuannya, dan 
di dalam fungsi ilmu pengetahuan, baik bagi pengembangan individu maupun 
bagi pengembangan masyarakat. Keempat, kurikulum pendidikan Islam 
                                                 
101Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, alih bahasa 
Hasan Langgulung (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 476.  
102Ibid., hlm. 490-518.  
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mencakup keseluruhan mata pelajaran yang dibutuhkan peserta didik, baik 
yang sakral-keakhiratan maupun yang profan-keduniaan. Kelima, kurikulum 
pendidikan Islam selalu disusun berdasarkan kesesuaian dengan minat dan 
bakat peserta didik. 
Berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik di atas, kurikulum pendidikan 
Islam dibuat dan disusun dengan mengikuti tujuh prinsip sebagai berikut: (a) 
Prinsip pertautan dengan agama, dalam arti bahwa semua hal yang berkaitan 
dengan kurikulum, termasuk tujuan, kandungan, metode dan lain-lain yang 
berlaku dalam proses pendidikan Islam, senantiasa berdasar pada ajaran dan 
akhlak Islam; (b) Prinsip universal, maksudnya tujuan dan kandungan 
kurikulum pendidikan Islam harus meliputi segala aspek yang bermanfaat, 
baik bagi peserta didik seperti pembinaan akidah, akal, jasmani, maupun bagi 
masyarakat seperti perkembangan spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, 
politik dan lain-lain; (c) Prinsip keseimbangan di dalam tujuan kurikulum 
dengan kandungannya. Kurikulum pendidikan Islam yang berdasar pada 
filsafat dan ajaran Islam senantiasa menekankan pentingnya kehidupan dunia 
dan akhirat secara seimbang; (d) Prinsip keterhubungan kurikulum dengan 
bakat, minat, kemampuan dan kebutuhan peserta didik, serta dengan 
lingkungan sosial yang menjadi tempat berinteraksi peserta didik. Dengan 
prinsip ini kurikulum pendidikan Islam bermaksud memelihara keaslian 
peserta didik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; (e) 
Prinsip memperhatikan perbedaan individu, agar kurikulum pendidikan Islam 
memiliki relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakatnya; (f) 
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Prinsip perkembangan dan perubahan, dalam arti bahwa kurikulum 
pendidikan Islam senantiasa sejalan dengan perkembangan dan perubahan 
yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum 
yang memiliki nilai maslahat bagi masayarakat merupakan suatu keharusan; 
(g) Prinsip pertautan antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman dan 
aktivitas-aktivitas pendidikan yang terkandung dalam kurikulum. Pertautan 
ini menjadi penting agar kurikulum pendidikan Islam senantiasa mengikuti 
perkembangan zaman, yang selaras dengan kebutuhan peserta didik dan 
masyarakatnya. 
Dengan tujuh prinsip ini, al-Syaibany menilai bahwa sebenarnya 
kurikulum pendidikan Islam merupakan kurikulum yang dijiwai oleh nilai 
dan ajaran Islam, yang senantiasa memperhatikan kehidupan manusia 
modern. Kurikulum pendidikan Islam bersifat fleksibel dan lentur mengikuti 
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tapi tetap dengan 
mempertahankan identitas keislamannya. 
Sementara itu, al-Abrasyi menambahkan bahwa kurikulum pendidikan 
Islam dengan beberapa prinsip di atas sebenarnya sangat memperhatikan 
enam hal, yaitu (1) pelajaran agama diberikan dengan maksud terbentuknya 
jiwa peserta didik yang sempurna dan utama; (2) pelajaran agama mendapat 
tekanan prioritas karena pelajaran ini merupakan sendi bagi pembentukan 
moral yang luhur; (3) di samping agama, pendidikan Islam juga 
memperhatikan mata pelajaran yang mengandung kelezatan ilmiah dan 
ideologi, yaitu mata pelajaran yang memiliki manfaat dalam hidup; (4) ilmu 
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pengetahuan yang dipelajari dalam Islam memperhatikan prinsip ilmu untuk 
ilmu, yang karenanya mempelajari pengetahuan dalam pandangan para 
pemikir Islam merupakan suatu kelezatan; (5) pendidikan kejuruan, teknik 
dan perindustrian diperhatikan dalam pendidikan Islam sebagai alat mencari 
penghidupan; dan (6) suatu mata pelajaran adalah alat dan pembuka jalan 
untuk mempelajari ilmu-ilmu lain.103 
Intinya, kurikulum pendidikan Islam sangat mengutamakan 
pendidikan agama, akhlak, dan kerohanian, setelah itu barulah pelajaran-
pelajaran mengenai kebudayaan dan kemasyarakatan. Dalam pandangan al-
Abrasyi, perbedaan penting antara pendidikan Islam dengan pendidikan pada 
umumnya dewasa ini adalah bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah 
segi kerohanian, akhlak dan moral, sementara pendidikan umum tujuannya 
adalah segi keduniaan dan kebendaan. Perbedaan ini berasal dari perbedaan 
tujuan dan motif mencari ilmu. Dalam Islam, tujuan mencari ilmu tidak untuk 
mencari kebanggaan, kedudukan, pangkat atau harta. Tujuan mencari ilmu 
adalah untuk ilmu dan mencari kerelaan Allah. Hal ini berbeda dengan tujuan 
mencari ilmu dalam dunia pendidikan umum, yaitu menginginkan 
kedudukan, jabatan atau pekerjaan, sehingga kesucian ilmu menjadi hilang. 
Bila pendidikan Islam mengutamakan aspek sakral, itu tidak berarti 
pendidikan Islam mengabaikan aspek profan. Bidang-bidang terkait dengan 
kebudayaan, kejuruan dan latihan-latihan praktis tetap mendapat perhatian 
dalam pendidikan Islam.104 
                                                 
103M. Athiyah al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, hlm. 173-184.   
104Ibid., hlm 185.  
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Dengan melihat ciri, prinsip dan beberapa karakteristik kurikulum 
pendidikan Islam, ‘Abdul-Rah}ma>n S{a>lih} ‘Abdulla>h membagi kurikulum 
Islam dalam tiga kategori, yaitu: 1) Al-‘ulu>m al-di>niyyah, yaitu ilmu-ilmu 
keislaman normatif yang menjadi kerangka acuan bagi segala ilmu yang ada; 
2) Al-‘ulu>m al-insa>niyyah, yaitu ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang 
berkaitan dengan manusia dan interaksinya, seperti sosiologi, antroplogi, 
psikologi, pendidikan dan lain-lain; dan 3) Al-‘ulu>m al-kauniyyah, yaitu 
ilmu-ilmu kealaman yang mengandung asas kepastian, seperti fisika, kimia, 
biologi, matematika dan lain-lain.105 
Dengan ketiga kategori ini, pendidikan Islam secara tegas menolak 
dualisme dan sekularisme kurikulum. Dualisme kurikulum menurut ‘Abdul-
Rah}ma>n S{a>lih} ‘Abdulla>h mengandung dua bahaya. Pertama, ilmu-ilmu 
keislaman mendapat kedudukan yang lebih rendah daripada ilmu-ilmu 
lainnya. Kedua, lahirnya adopsi sekularisme yang mengorbankan domain 
agama, yang pada gilirannya dapat melahirkan konsep anti agama.106 
Terkait dengan kurikulum ini, pertanyaan yang diajukan adalah 
bagaimana konten kurikulum menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul 
Ulama? Pertanyaan ini penting, karena menyangkut dengan ideologi yang 
menjadi dasar bagi penyusunannya. 
 
 
                                                 
105’Abdul-Rah}ma>n S}a>lih} ‘Abdulla>h, Educational Theory: A Qur’anic Outlook (Makkah 
Al-Mukarramah: Umm al-Qura University, t.t.), hlm. 138-139.  
106Ibid., hlm. 140.  
85 
 
a. Konten Kurikulum Pendidikan Muhammadiyah 
Menurut pengakuan Joko Riyanto, kurikulum pendidikan 
Muhammadiyah dibuat dengan mengikuti kurikulum pemerintah, yaitu 
mengikuti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kurikulum 
sekolah Muhammadiyah, dan mengikuti Kementerian Agama untuk 
kurikulum madrasah Muhammadiyah. Joko Riyanto menuturkan: 
 
“Kurikulum (dibuat dengan) mengikuti program pemerintah. 
Tatkala (berlaku) Kurikulum 13, maka (Muhammadiyah) ikut 
pemerintah dengan K-13-nya. Bedanya, kita memiliki kurikulum 
ciri khusus sebagai tambahannya, yaitu kurikulum tentang 
keagamaan, yang dibuat oleh Majelis (Dikdasmen) Kota 
Surakarta”.107 
 
Khusus untuk kurikulum keagamaan dengan predikat sebagai 
kurikulum ciri khusus itu, Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta 
menyebutnya dengan kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 
Kurikulum ini memuat konten tentang keislaman dengan enam mata 
pelajaran, dan tentang kemuhammadiyahan itu sendiri, yang bahan 
ajarnya disusun oleh Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta. Joko 
Riyanto menginformasikan: 
 
“Materi (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) mencakup Aqidah, 
Ibadah, Akhlak, Alqur’an, Tarikh, dan Kemuhammadiyahan, 
ditambah dengan Bahasa Arab, sehingga menjadi tujuh materi. 
Buku ajar (untuk kurikulum ini) dibuat oleh Majelis Dikdasmen 
PDM Kota (Surakarta), bukan oleh (Majelis Dikdasmen) PWM 
Jawa Tengah”.108  
                                                 
107Wawancara dengan Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta, Drs. H.M. Joko 
Riyanto, SH., MM., MH., pada tanggal 23 Nopember 2015 di kantornya, Jalan Teuku Umar No. 5 
Surakarta.  
108Ibid.  
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Selanjutnya Joko Riyanto juga mengungkapkan bahwa kurikulum 
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan mengandung muatan Islam moderat 
secara berkemajauan, artinya kurikulum ini disesuiakan dengan 
perkembangan zaman, yang dirancang melalui MGMP Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan. Bagi Joko Riyanto, Muhammadiyah itu bukan 
organisasi berdasarkan ima>mah. Organisasi Muhammadiyah bersifat 
kolegial, mengandung team work di dalamnya. Satu permasalahan yang 
ada diselesaikan dengan jalan musyawarah, sehingga melahirkan putusan 
bersama. Di sini, antara ketua dan anggota organisasi mempunyai hak 
dan kewajiban yang sama.109  
Bagaimana Islam moderat tercermin dalam kurikulum Al-Islam 
dan Kemuhammadiyahan? Menurut Joko Riyanto, pembelajaran moderat 
tercermin dalam misalnya materi tentang gotong royong, membantu 
orang lain, kalau ada ketua melakukan kesalahan, maka itu wajib 
diperbaiki oleh anggotanya. Semua ini tercermin dalam buku ajar Al-
Islam dan Kemuhammadiyahan. Bagi Muhammadiyah, Islam moderat ini 
penting, sebab Muhammadiyah itu organisasi cinta bangsa, cinta tanah 
air. Ini tercermin dalam Hizbul Wathon yang merupakan warisan dari 
Jenderal Sudirman, yaitu cinta negara. “NKRI itu adalah harga mati bagi 
Muhammadiyah”,110 demikian tegas Joko Riyanto.  
 
                                                 
109Ibid.  
110Ibid. 
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b. Konten Kurikulum Pendidikan Nahdlatul Ulama 
Di dalam Peraturan dan Pedoman Kerja Lembaga Pendidikan 
Maarif Nahdlatul Ulama tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu tugas 
dan wewenang Pengurus LP Maarif NU Pusat adalah “Menetapkan 
kurikulum nasional Ahlussunnah Waljama’ah dan ke-Nahdlatul Ulama-
an”,111 yang kemudian wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan di tingkat 
Pengurus Wilayah LP Maarif NU.112  
Di dalam buku itu juga disebutkan bahwa kurikulum yang 
diterapkan oleh Satuan Pendidikan Ma’arif mengacu pada kurikulum 
yang ditetapkan oleh Pemerintah yang disempurnakan dengan Standar 
Pendidikan Ma’arif. Paham Islam Ahlussunah Waljama’ah dan ke-
Nahdlatul Ulama-an menjadi bagian dari struktur kurikulum Satuan 
Pendidikan Ma’arif. Implementasi kurikulum yang ditetapkan pemerintah 
dikembangkan oleh Satuan Pendidikan Ma’arif untuk menciptakan 
situasi kondusif bagi aktualisasi nilai-nilai Islam Ahlussunah 
Waljama’ah. Nilai-nilai ajaran Ahlulsunnah Waljama’ah menjadi ruh 
seluruh proses pembelajaran baik kurikuler maupun ekstra kurikuler.113 
Untuk itu, Pengurus LP Maarif NU Pusat telah merumuskan 
Standar Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (SPMNU), kurikulum 
Ahlussunah Waljama’ah dan Ke-NU-an. Perumusan SPMNU dan kurikulum 
                                                 
111Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU Pusat, Pedoman dan Peraturan Kerja 
Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (Jakarta: Lembaga Pendidikan Maarif NU, 2014), 
hlm. 8.  
112Ibid., hlm. 48.  
113Ibid., hlm. 51.  
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Aswaja dan Ke-NU-an ini didasari atas tuntutan pentingnya satuan 
pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama memiliki keunggulan yang menjadi 
kekhasan (brandmarch) bagi satuan pendidikan Ma’arif. Kerangka dasar 
operasional dan struktur kurikulum satuan pendidikan Ma’arif mengacu 
pada ketentuan yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional dan 
diperkaya dengan materi Ahlussunah Waljama’ah (Aswaja), ke-NU-an, 
dan kearifan lokal. Keunggulan dan kekhususannya adalah nilai-nilai 
Aswaja dan Ke-NU-an ditanamkan dalam seluruh proses pembelajaran, 
sehingga terjadi pembiasaan untuk membentuk sikap dan perilaku peserta 
didik. Adapun penerapan materi kearifan lokal dimaksudkan untuk 
mengembangkan keunggulan setiap satuan pendidikan Ma’arif dengan 
memperhatikan potensi lokal.  
Sebagai bagian integral dari struktur kurikulum satuan pendidikan 
Ma’arif, materi Aswaja dan ke-NU-an memiliki fungsi sebagai berikut: 
a) Menanamkan nilai-nilai dasar Aswaja dan Ke-NU-an kepada peserta 
didik sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan ajaran Islam; b) 
Meningkatkan pengetahuan dan keyakinan peserta didik terhadap paham 
Aswaja dan Ke-NU-an, sehingga mereka dapat mengetahui sekaligus 
dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang etrkandung di dalamnya; c) 
Memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan peserta 
didik dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan 
d) Memupuk keyakinan peserta didik tentang paham Aswaja dan Ke-NU-
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an yang sesungguhnya, sehingga dapat mengamalkan dan menjalankan 
ajaran Islam dengan benar dan penuh keyakinan.  
Kurikulum Aswaja dan Ke-NU-an bertujuan untuk 
memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai Aswaja dan ke-NU-an 
secara keseluruhan kepada peserta didik, sehingga menjadi Muslim yang 
terus berkembang dalam hal keyakinan, ketakwaan kepada Allah SWT., 
serta berakhlak mulia sebagai individu maupun anggota masyarakat, 
sesuai dengan tuntunan ajaran Islam berhaluan Ahlussunah Waljama’ah 
yang dicontohkan oleh jama’ah, mulai dari sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in, 
dan para ulama dari generasi ke generasi. Untuk ini, cakupan materi 
Aswaja dan ke-NU-an diberikan secara bertahap, meliputi 14 konten, 
yaitu: paham Ahlussunnah Waljama’ah, firqah-firqah dan sumber hukum 
Islam, sunnah dan bid’ah, madzhab dalam Islam, ijtihad dan taqlid, 
sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia, pondok pesantren sebagai 
pusat penyebaran Islam dan perannya dalam pembangunan masyarakat 
Islam di Indonesia, qaidah fiqhiyah, pemikiran dan amaliyah Nahdlatul 
Ulama, Mabadi Khaira Ummah, sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama, 
amaliyah, syakhsiyah dan ukhuwwah Nahdliyah, kepemimpinan dalam 
Nahdlatul Ulama, khittah perjuangan Nahdlatul Ulama, kiprah Nahdlatul 
Ulama dalam kehidupan masyarakat beragama, berbangsa dan bernegara, 
dan bentuk dan sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama.114 
                                                 
114Lihat Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Pusat 
Nomor: 437.a/SK/LPM-NU/V/2014 Tentang Standar Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, 
khusunya tentang standar kurikulumnya. 
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Diakui Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU Sragen bahwa 
kurikulum di sekolah/madrasahnya dibuat oleh PW LP Maarif NU Jawa 
Tengah dengan mangacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
Pengurus LP Maarif NU Pusat. Dia memaparkan:  
 
“Kurikulum ciri khusus ke-Nu-an dibuat oleh Maarif wilayah, 
sedangkan kurikulum yang lain dibuat oleh pemerintah. Ke-NU-an 
ini mencakup materi ke-Aswaja-an dan ke-NU-an. Tugas pengurus 
cabang Maarif adalah melaksanakan bidang pendidikan formal di 
tingkat cabang Maarif. Maka standar ke-NU-annya dibuat oleh 
wilayah dengan mengacu pada ketentuan pusat. Dengan kurikulum 
ke-NU-an ini diharapkan siswa juga berpaham NU. Kalau ada yang 
berubah paham setalah tamat, itu di luar jangkauan kekuasaan 
NU”.115 
Informasi yang sama juga diberikan oleh Pengurus Cabang LP 
Maarif NU Klaten,116 Pengurus Cabang LP Maarif NU Wonogiri,117 dan 
Pengurus Cabang LP Maarif NU Boyolali. Pengurus Cabang LP Maarif 
NU Boyolali bahkan menambahkan informasi bahwa cabang diberi hak 
menyusun buku ajar sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar 
ke-NU-an. Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU Boyolali menuturkan: 
 
“Kita mengikuti kurikulum pemerintah untuk kurikulum yang 
sifatnya non-ke-NU-an. Kurikulum Aswaja wajib untuk LP Maarif. 
Isi kurikulum Aswaja ini terkait ke-NU-an, sehingga 
mencerminkan LP Maarif itu tetap NKRI. Buku-buku ajar dikasih 
oleh Maarif wilayah setiap semesternya, bahkan ada diklat Aswaja 
juga. Cabang bolah membuat buku ajar, sepanjang tidak merubah 
substansi pokoknya. Kondisi lokal di sini dimasukkan untuk 
                                                 
115Wawancara dengan Drs. Nur Chayat, M.Si., Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU 
Sragen, pada 27 Nopember 2015, di Kantor PC NU Sragen.  
116Wawancara dengan Agus Setiawan, S.H.I, Sekretaris Pengurus Cabang LP Maarif NU 
Klaten, pada 23 Nopember 2015, di kantornya Jalan Raya Solo-Klaten KM 5 Jombor, Ceper, 
Klaten. 
117Wawancara dengan Heru Krismawanto, S.Pd.I, Sekretaris Pengurus Cabang LP Maarif 
NU Wonogiri, pada 24 Nopember 2015, di rumahnya, Wonogiri.  
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menonjolkan ciri khas lokalnya. Misalnya, cabang Maarif Boyolali 
mungkin saja berbeda dengan Maarif Wonogiri. Perbedaan ini 
boleh saja, selama tidak merubah substansi pokok Aswaja yang 
sudah ditetapkan. Maksudnya adalah bahwa ideologi yang 
diajarkan LP Maarif itu sama dengan ideologi NU. Ideologi ini 
harga mati untuk diajarkan”.118 
Dari informasi di atas setidaknya dapat digambarkan bahwa 
pengurus LP Maarif tingkat cabang tinggal melaksanakan kurikulum ke-
NU-an yang sudah ditentukan dari pengurus LP Maarif wilayah, sesuai 
standar yang telah ditetapkan Maarif pusat. Kurikulum ini termuat dalam 
mata pelajaran yang disebutnya Ke-NU-an dan Ahlussunnah 
Waljama’ah. Bahkan buku ajar dan diklatpun sudah diberikan oleh 
Maarif wilayah. Pengurus cabang boleh merekayasa buku ajar, selama itu 
mencerminkan kondisi lokal dan mengacu pada standar ke-NU-an yang 
sudah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa muatan dan konten 
kurikulum yang dibuat dan dilaksanakan oleh dan untuk LP Maarif 
senantiasa mengikui ideologi NU. Karakter ideologi NU ini tercermin 
kuat dalam mata pelajaran yang disebutnya Ke-NU-an dan Ahlussunnah 
Waljama’ah. 
3. Kurikulum Tersembunyi Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul 
Ulama 
Salah satu aliran pendidikan yang saat ini membongkar adanya 
kepentingan dalam pendidikan adalah pendidikan kritis. Aliran pendidikan ini 
secara radikal mengkritisi pendidikan tradisional karena telah menjalankan 
usaha yang paradoksal, yaitu melakukan depolitisasi sekolah di satu sisi, dan 
                                                 
118Wawancara dengan Agung Gunanto, Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU Boyolali, 
pada 20 Nopember 2015, di Komplek NU Center, Jalan Boyolali-Semarang, Boyolali.  
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mereproduksi dan melegitimasi ideologi kapitalis di sisi yang lain. Sebagian 
besar usaha ini tampak dalam wacana positivistik yang dikembangkan ahli-
ahli pendidikan tradisional, yaitu bahwa sekolah secara teknis hanya 
merupakan wilayah yang menjalankan fungsi transformasi pengetahuan 
kepada masyarakat, bukan sebagai wilayah budaya dan politik.119 Menurut 
Henry A. Giroux, pendidikan tradisional sering mengabaikan pentingnya 
hubungan antara knowledge, power, dan domination, sehingga pendidikan 
tradisional tidak berhasil menumbuhkembangkan tradisi humanistik bagi 
pemberdayaan sosial. Sementara pendidikan kritis justru berusaha membuka 
kedok kepentingan tertentu di balik pengetahuan objektif, di samping juga 
mengembangkan teori kurikulum yang disebut kurikulum tersembunyi 
(hidden curriculum).120 
Apa itu kurikulum tersembunyi? Menurut Michael W. Apple, hidden 
curriculum dapat diartikan sebagai norma-norma dan nilai-nilai yang secara 
implisit, tapi efektif, diajarkan sekolah kepada siswa yang biasanya tidak 
dicantumkan di dalam tujuan guru mengajar secara formal. Kurikulum 
semacam ini justru yang sebenarnya memiliki kontribusi yang signifikan bagi 
upaya melestarikan ideologi secara hegemonik. Oleh karena itu, analisis 
ideologi dapat menelanjangi fungsi-fungsi kurikulum, di mana melalui hidden 
                                                 
119Baca Henry A. Giroux, “Introduction” untuk Paulo Freire, The Politics of Education: 
Culture, Power and Liberation, alih bahasa Donaldo Macedo (Connecticut: Bergin and Garvey, 
1985), hlm. xiv.   
120Ibid., xv.  
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curriculum, setiap sistem pendidikan sesungguhnnya menyembunyikan 
ideologi tertentu dalam rangka reproduksi budaya.121 
Oleh karena kurikulum tersembunyi tidak diajarkan di dalam ruang 
kelas guru mengajar, maka kurikulum jenis ini sering diidentikkan dengan 
pembelajaran di luar kelas, yang untuk kemudian disebut sebagai kurikulum 
ekstrakurikuler. Menurut Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 16 
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, proses 
pembelajaran pendidikan agama dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler 
dan ekstrakurikuler. Proses pembelajaran intrakurikuler pendidikan agama 
meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan, 
penilaian, dan pengawasan untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif 
dan efisien, sedangkan proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan 
agama merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta perluasan dan 
pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam bentuk 
tatap muka atau non tatap muka.122 Oleh karena proses pembelajaran 
ekstrakurikuler agama di sekolah dilaksanakan di luar jam intrakurikuler, baik 
dengan tatap muka maupun non tatap muka, maka realitas pelaksanannya di 
lapangan dilakukan secara berbeda dan beragam oleh setiap tingkat satuan 
pendidikan.123 
                                                 
121Michael W. Apple, Ideology and Curriculum, (Edisi III; New York: Routledge Falmer, 
2004), hlm. 78-79.  
122Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 
Pendidikan Agama pada Sekolah, Pasal 10.  
123Baca Toto Suharto, “Epistemologi Pendidikan Islam: Studi Kurikulum SMA MTA 
Surakarta”, Jurnal Pendidikan Islam, Volume II, Nomor 2, Desember 2013/1435, hlm. 243.  
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Bagaimana kurikulum tersembunyi di dalam pendidikan 
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam bentuk kegiatan 
ekstrakurikuler? Pertanyaan ini penting diajukan mengingat setiap kurikulum 
tersembunyi, sebagaimana dikatakan Appel di atas, mengandung ideologi 
tertentu, yang itu sangat efektif, meski tidak dimunculkan dalam kegiatan 
intrakulrikuler. 
a. Kurikulum Tersembunyi Pendidikan Muhammadiyah 
Menurut Lampiran Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar 
dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 128 Tahun 2008 
Tentang Panduan Pembinaan Organisasi Otonom (Ortom)  di  Sekolah 
Muhammadiyah, Hizbul Wathan adalah satu-satunya organisasi 
kepanduan di lembaga pendidikan Muhammadiyah, dan Tapak Suci 
Putera Muhammadiyah adalah satu-satunya organisasi seni beladiri di 
lembaga pendidikan Muhammadiyah.124 Dalam konteks ini, majelis 
tingkat daerah wajib melaksanakan ekstrakurikuler kepanduan Hizbul 
Wathan dan seni olahraga beladiri Tapak Suci ini.125 Dengan demikian, 
Hizbul Wathan (HW) dan Tapak Suci (TS) merupakan dua 
ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan di sekolah-sekolah 
Muhammadiyah. 
Sebagaimana diketahui, Hizbul Wathan adalah salah satu 
orgaanisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah, yang sama 
                                                 
124Lampiran Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 128 Tahun 2008 Tentang Panduan Pembinaan Organisasi Otonom 
(Ortom) di Sekolah Muhammadiyah, Pasal 3.  
125Ibid., Pasal 4.  
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otonomnya dengan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. HW didirikan 
pertama kali di Yogyakarta pada 1336 H (1918 M) atas prakarsa KH. 
Ahmad Dahlan. Prakarsa itu timbul saat dia selesai memberi pengajian di 
Surakarta dan melihat latihan Pandu di alun-alun Mangkunegaran. HW 
berasaskan Islam, yang didirikan untuk menyiapkan dan membina anak, 
remaja, dan pemuda agar memiliki akidah, mental dan fisik, berilmu dan 
berteknologi serta berakhlak karimah, sehingga siap menjadi kader 
Muhammadiyah dan bangsa. Sementara Tapak Suci Putera 
Muhammadiyah atau disingkat Tapak Suci, adalah sebuah aliran, 
perguruan, dan organisasi Pencak Silat yang merupakan anggota IPSI 
(Ikatan Pencak Silat Indonesia). Tapak Suci berasaskan Islam dan 
bersumber pada Alqur’an dan Sunnah, yang berada di bawah naungan 
organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi otonom. Tapak Suci berdiri 
pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 H, atau bertepatan dengan tanggal 31 
Juli 1963 di Kauman Yogyakarta dengan motto “Dengan iman dan akhlak  
saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah”.  
Menyikapi kedua ekstrakurikuler di atas, Joko Riyanto 
mengungkapkan bahwa Muhammadiyah itu organisasi cinta bangsa, cinta 
tanah air. Ini tercermin dalam Hizbul Wathan yang merupakan warisan 
dari Jenderal Sudirman, yaitu cinta Negara.126 Oleh karena itu, para 
pembina di lembaga pendidikan Muhammadiyah berkewajiban membina 
                                                 
126Wawancara dengan Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta, Drs. H.M. Joko 
Riyanto, SH., MM., MH., pada tanggal 23 Nopember 2015 di kantornya, Jalan Teuku Umar No. 5 
Surakarta.  
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dan membimbing kegiatan ekstrakurikuler kepanduan Hizbul Wathan dan 
seni olahraga beladiri Tapak Suci ini.127  
Hal itu sesuai dengan Program Muhammadiyah 2010-2015 
bidang pendidikan, yang salah satu arah pengembanganya adalah 
meningkatkan dan memperkuat peran dan fungsi pendidikan 
Muhammadiyah sebagai pusat perkaderan dengan melakukan pembinaan, 
di antaranya pembinaan pada Kepanduan Hizbul Wathan (HW) dan 
Tapak Suci Putera Muhammadiyah.128 Sementara itu, kegiatan-kegiatan 
ekstrakurikuler lainnya disesuaikan dengan kebijakan lokal dari masing-
masing kepala sekolah pendidikan Muhammadiyah. 
b. Kurikulum Tersembunyi Pendidikan Nahdlatul Ulama 
Di dalam Standar Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama dinyatakan 
bahwa standar proses pendidikan Maarif NU dilakukan dalam beberapa 
proses, yang di antaranya adalah kegiatan pendidikan akhlak mulia, dan 
keterampilan ibadah. Kedua standar proses pembelajaran ini, selain 
dilakukan secara intrakurikuler, juga dilaksanakan secara ekstrakurikuler. 
Kegiatan pendidikan akhlak mulia merupakan pelengkap dari mata 
pelajaran pendidikan agama Islam untuk membentuk kepribadian peserta 
didik menjadi seorang Muslim yang taat menjalankan agamanya sesuai 
dengan paham Islam Ahlussunah Waljama’ah, sekaligus menciptakan 
                                                 
127Lihat Lampiran Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah Nomor 128 Tahun 2008 Tentang Panduan Pembinaan Organisasi Otonom 
(Ortom) di Sekolah Muhammadiyah, Pasal 10.  
128Lihat Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar 
Muhammadiyah Ke-46) (Yogyakarta: Pusat Pimpinan Muhammadiyah, 2010), hlm. 69.  
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kondisi atau suasana kondusif untuk mewujudkan jatidiri dan karakteristik 
pendidikan Ma’arif. Kegiatan ini dimaksudkan pula untuk menambah 
wawasan ketrampilan, dan penanaman nilai-nilai Islam Ahlussunnah 
Waljama’ah yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang terjadwal dan 
terstruktur melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Sementara itu, kegiatan 
pengembangan keterampilan ibadah dan penanaman nilai-nilai keagamaan 
dikembangkan dalam bentuk kegiatan yang terjadwal, melalui kegiatan 
intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan ini meliputi bidang ibadah, 
shalat dzuhur berjama’ah, nasehat agama sesudah shalat dzuhur, dan tadarus 
al-Qur’an.129 
Dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu, diharapkan para alumni 
mampu mewarnai lingkungannya. Diakui Ketua Pengurus Cabang LP Maarif 
Sragen bahwa banyak alumninya menjadi guru mengaji, yang itu berkat 
pembelajaran intra dan ekstrakurikuler di LP Maarif NU. Dia menuturkan: 
 
“Alumni Maarif bisa mewarnai masyarakat dengan tradisi NU di 
lingkungan sekitarnya. Potensi ini untuk menyaingi paham lain, 
yaitu dengan menjadi guru ngaji. Banyak tamatan MA Maarif yang 
menjadi guru ngaji di tempatnya masing-masing”130. 
Informasi di atas memberikan gambaran bahwa ekstrakurikuler 
yang diterimakan anak didik berdampak positif bagi penyebaran ideologi 
NU, ketika ia tamat dari satuan pendidikan Maarif NU tertentu. Menjadi 
guru mengaji di lingkungan sekitar dengan memberikan dasar-dasar 
                                                 
129Lihat Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Pusat 
Nomor: 437.a/SK/LPM-NU/V/2014 Tentang Standar Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, 
khusunya tentang standar proses.   
130Wawancara dengan Drs. Nur Chayat, M.Si., Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU 
Sragen, pada 27 Nopember 2015, di Kantor PC NU Sragen.  
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paham keagamaan kepada masyarakat merupakan bentuk dari ideologisasi 
oleh para alumni Maarif NU. Materi yang diajarkan dalam “mengaji” itu 
tentu saja merupakan bentuk lain dari penyemaian ideologi NU itu 
sendiri. 
C. Analisis Ideologi atas Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 
1. Pendidikan Muhammadiyah dalam Perspektif Ideologi 
Pada paparan terdahulu telah dikemukakan mengenai tujuan 
pendidikan, konten kurikulum dan kurikulum tersembunyi dalam pendidikan 
Muhammadiyah, khususnya bagi Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta. 
Ketiga tema pendidikan ini sesungguhnya bersumber dari satu ideologi, yang 
dalam konteks Muhammadiyah adalah ideologi yang dianut Muhammadiyah. 
Data-data dokumen dan hasil wawancara telah memperlihatkan bahwa untuk 
merumuskan tujuan pendidikan, kurikulum yang digunakan, serta pemilihan 
kurikulum tersembunyi, Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta senantiasa 
mengacu dan berpedoman pada filsafat pendidikan yang telah ditetapkan oleh 
Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Namun demikian, data-
data itu juga memperlihatkan bahwa Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta 
diberi keleluasaan untuk merancang penyelenggaraan pendidikannya, sesuai 
konteks lokal yang ada di Kota Surakarta, seperti dalam perumusan buku ajar 
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang dirancang sendiri oleh Majelis 
Dikdasmen PDM Kota Surakarta.  
Secara struktural, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah 
mengeluarkan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 
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03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Di 
dalam peraturan ini telah ditetapkan bahwa Majelis Dikdasmen dapat 
dibentuk di tingkat pusat, wilayah, daerah dan cabang. Majelis ini memiliki 
fungsi sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan bidang 
pendidikan dasar dan menengah sesuai kebijakan persyarikatan 
Muhammadiyah, yang meliputi beberapa hal, di antaranya adalah melakukan 
pembinaan ideologi Muhammadiyah di sekolah, madrasah dan pondok 
pesantren.131 Pasal 4 peraturan ini menyebutkan bahwa Majelis Dikdasmen 
tingkat pusat mempunyai tugas, salah satunya adalah “Menetapkan kurikulum 
nasional, kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab dan bahasa 
Inggris (ISMUBARIS)”.132 Dalam konteks ini, Majelis Dikdasmen tingkat 
wilayah dan daerah bertugas melaksanakan ketentuan yang sudah ditentukan 
oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dengan kondisi 
ini, penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di Kota Surakarta oleh 
Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta seyogyanya sudah selaras dan 
sebangun dengan ketentuan dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah, mulai dari melakukan pembinaan ideologi Muhammadiyah 
di sekolah dan madrasah yang ada di Kota Surakarta, termasuk juga 
melaksanakan ketentuan kurikulum ISMUBARIS-nya. 
Oleh karena itu, tujuan pendidikan, perumusan kurikulum dan 
penentuan kurikulum tersembunyi yang dilaksanakan oleh Majelis 
                                                 
131Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis 
Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 3.  
132Ibid., Pasal 4 ayat (2) huruf h.  
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Dikdasmen PDM Kota Surakarta tiada lain adalah selaras dan sebangun 
dengan ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah menurut Haedar 
Nashir adalah “ideologi reformis-modernis” dan “ideologi yang 
berkemajuan”. Dimaksudkan dengan “ideologi reformis-modernis” adalah 
bahwa Muhammadiyah secara ideologis adalah tengahan atau moderat. 
Haedar Nashir menulis: 
 
“Dari pemikiran tersebut tampak bahwa reformisme-modernisme pada 
Muhammadiyah lebih bersifat tengahan atan moderat dengan orientasi 
pandangan Islam yang berkemajuan…Secara umum dan kontekstual, 
sikap reformis dan moderat tersebut kompatibel dengan kondisi dan 
budaya masyarakat Indonesia dan perkembangan dunia yang semakin 
memerlukan orientasi keagamaan yang demikian. 
 
Namun penggunaan label ideologi reformis dan modernis atau apapun 
istilahhnya tidak boleh dipelintir seakan Muhamamadiyah serba tidak 
jelas. Sifat reformis juga jangan dikesankan sekuler dan liberal, 
sedangkan sikap moderat dianggap tidak memiliki prinsip dan abu-
abu, lalu Muhammadiyah diarahkan ke arah yang sebaliknya, yakni 
Islam yang cenderung menjadi Neorevivalis. Sebab, dalam 
Muhammadiyah prinsip-prinsip Islam yang autentik (murni) tetap 
menjadi fondasi….Perspektif ideologis yang demikian sangatlah jelas 
tentang karakter dasar Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang 
melaksanakan misi dakwah dan tajdid. 
 
Posisi tengahan jangan menjadi retorika negatif seolah serba abu-abu, 
sebab jika dirujuk pada prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah, 
termasuk faham dalam Muhammadiyah, semuanya sudah jelas dan 
terang-benderang. Posisi tengahan juga jangan diplesetkan bukan 
kanan dan bukan kiri, sehingga menjadi yang bukan-bukan….Dalam 
posisi yang tengahan Muhammadiyah bersifat eklektik atau bergerak 
dinamis, sehingga mampu menampilkan kekayaan yang dimiliki atau 
sebaliknya tidak dimiliki dari yang cenderung serba ekstrem dalam 
gerakan Islam”133.  
Dari kutipan di atas tampak bahwa ideologi reformis-modernis bagi 
Muhammadiyah adalah tengahan, yang bukan ekstrem, baik ekstrem kanan 
                                                 
133Haedar Nashir, Memahami Ideologi Muhammadiyah, hlm. 46-48.  
101 
 
atau kiri, dan juga bukan sekularis-liberalis. Ideologi reformsi-modernis bagi 
Muhammadiyah berbasis pada Islam yang berkemajuan yang melekat pada 
Muhammadiyah, sehingga menampilkan karakter kuat pada ideologi amaliah 
Islam yang dapat dirasakan misinya sebagai penyebar rah}mah li al-‘a>lami>n. 
Kemudian dimaksudkan dengan ideologi “Islam yang berkemajuan” 
adalah bahwa Muhammadiyah lebih meng-Indonesia dan lebih bersikap 
progresif, yakni mengandung jiwa pembaruan dan kemajuan sejalan dengan 
jiwa ajaran Islam. Haedar Nashir menulis: 
 
“Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang 
mengandung nilai-nilai kemajuan….Kemajuan dalam pandangan 
Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang melahirkan keunggulan 
hidup lahiriah dan ruhaniah. 
 
….Islam yang berkemajuan melahirkan pencerahan yang secara 
teologis merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, 
emansipasi dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam pesan 
Alqur’an Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 yang menjadi inspirasi 
bagi kelahiran Muhammadiyah. 
 
Islam yang berkemajuan menyebarkan benih-benih kebenaran, 
kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran dan 
keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat 
manusia….Pandangan Islam yang berkemajuan yang diperkenalkan 
oleh pendiri Muhammadiyah telah melahirkan ideologi kemajuan, 
yang dikenal luas sebagai ideologi reformisme dan modernisme, yang 
muaranya melahirkan pencerahan bagi kehidupan”.134  
    Itulah ideologi yang kini dijadikan pegangan oleh Muhammadiyah 
untuk melakukan amal usahanya. Ideologi ini mengkristal sedemikian rupa 
dalam diri organisasi Muhammadiyah, yang tampak dalam delapan hal. 
Pertama, Muhammadiyah sebagai ideologi, yaitu bahwa dengan identitas diri 
                                                 
134134Ibid., hlm. 53-54.  
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sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah memiliki “sistem paham” atau 
“seperangat gagasan” yang disebut ideologi Muhammadiyah. Kedua, ideologi 
Muhammadiyah ialah ideologi Islam, maksudnya bahwa Islamlah yang 
menjadi fondasi, pandangan hidup, pedoman hidup, sehingga menjadi minha>j 
al-h}aya>h bagi Muhammadiyah. Ketiga, Islam bagi Muhammadiyah 
merupakan identitas gerakan, yang dengan ini Muhammadiyah dan orang-
orang Muhammadiyah tidak hanya menjadikan Islam sebagai simbol dan 
atribut diri, tetapi sekaligus mengemban misi dakwah dan tajdid. Keempat, 
ideologi Muhammadiyah berkarakter “reformis-modernis” dan “Islam yang 
berkemajuan”, yaitu bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pembaruan yang 
menampilkan kemajuan, yang memadukan antara purifikasi dan dinamisasi, 
dan bersifat tengahan atau moderat dalam meyakini, memahami, dan 
mengamalkan ajaran Islam, sehingga menjadi agama untuk peradaban. 
Kelima, cita-cita Muhammadiyah adalah mewujudkan “masyarakat Islam 
yang sebenar-benarnya”, maksudnya adalah bahwa aktualisasi masyarakat 
Islam yang sebenar-benarnya merupakan hal yang terus diperjuangkan 
Muhammadiyah, sehingga misi dakwah dan tajdid dapat diwujudkan melalui 
berbagai amal usaha Muhammadiyah. Keenam, ideologi Muhamamadiyah 
mengandung Khittah Perjuangan, artinya bahwa khittah perjuangan 
Muhammadiyah adalah bergerak di lapangan kemasyarakatan untuk 
membangun masyarakat, dan tidak di lapangan politik praktis untuk 
kekuasaan. Ketujuh, Muhammadiyah dan Keindonesiaan, yakni bahwa 
Muhammadiyah berjuang dalam koridor NKRI yang berfilsafat Pancasila, 
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untuk membangun Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, yang 
diridlai Allah. Kedelapan, Muhammadiyah bergerak dalam sistem organisasi, 
yaitu bahwa Muhammadiyah bergerak melalui sistem jam’iyyah yang 
dikendalikan oleh kepemimpinan kolektik-kolegial, yang terstruktur dari 
pusat hingga ranting.135  
Ideologi Muhammadiyah dan delapan kristalisasi ideologinya di atas 
senantiasa memancar dalam penyelenggaraan pendidikan yang diamanahkan 
kepada Majelis Dikdasmen PDM Kota Muhammdiyah. Ketika ideologi 
Muhamadiyah adalah moderat atau tengahan, maka proses pendidikan yang 
dilaksanakan oleh Majelis Dikdasmen PDM Kota Muhammdiyah pun 
mengarah pada terbentuknya pribadi Muslim yang moderat. Ketika ditanya 
tentang adanya sekolah-sekolah yang orientasinya tidak menguatkan NKRI, 
Joko Riyanto misalnya mengungkapkan: 
 
“Ketika sekarang ini ada sekolah (yang orientasinya) non-NKRI, 
maka itu tidak salah. Mari kita bekerja bersama, tidak saling 
menyalahkan. Mungkin ada golongan (Islam) yang begitu, 
Muhammadiyah tidak (ikut) berkomentar. (Muhammadiyaah) tidak 
mengkafirkan seorang Muslim, (karena) dia juga ‘kan shalat, ngaji, 
apalagi (sampai) menghalalkan darahnya. Di sini juga banyak cina-
cina, malah kita jadikan konco. Mari maju bersama, menjadi anak 
bangsa. Kalau ada (kelompok yang memperjuangkan) Khilafah 
Islamiyah, biar teman lain yang mengarahkan. Kita berusaha untuk 
mengingatkan saja, (sebab) kita tidak bisa menjustifikasinya. 
Muhammadiyah (hanya bisa) menenangkan kelompok (yang) non-
NKRI, (sebab) itu hak prerogatif mereka, (Muhammadiyah) tidak 
memaksakan mereka”.136    
                                                 
135Ibid., hlm. 59-65.  
136Wawancara dengan Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Surakarta, Drs. H.M. Joko 
Riyanto, SH., MM., MH., pada tanggal 23 Nopember 2015 di kantornya, Jalan Teuku Umar No. 5 
Surakarta.   
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Dari informasi di atas paling tidak dapat dipahami bahwa 
Muhammadiyah lebih konsen pada pembinaan internal lembaga 
pendidikannya melalui penguatan ideologinya, daripada melakukan 
pembinaan eksternal kepada pendidikan di luar Muhammadiyah. Ketika ada 
lembaga pendidikan yang berideologi non-NKRI, maka bagi Muhammadiyah 
itu bukan urusan lembaga pendidikannya, sebab itu di luar kewenangan 
lembaga pendidikan Muhammadiyah, termasuk bagi Majelis Dikdasmen 
PDM Kota Surakarta. Semua ini berkat ideologi reformis-modernis dan Islam 
yang berkemajuan Muhammadiyah, yang lebih memihak pada tengahan atau 
moderat. Lembaga pendidikan Muhammadiyah, termasuk juga Majelis 
Dikdasmen PDM Kota Surakarta, tidak berhak untuk ikut campur terhadap 
lembaga pendidikan lain yang berideologi pilotik non-NKRI, meskipun 
sepanjang sejarahnya Muhammadiyah tetap setia dengan NKRI.137 Ini adalah 
sikap moderat yang merupakan cerminan dari ideologi yang dianutnya.  
Bagi lembaga pendidikan Muhammadiyah, yang terpenting adalah 
melakukan pembinaan internal tentang ideologi Muhammadiyah bagi sekolah 
dan madrasahnya. Ini adalah amanah Pimpinan Pusat Muhammadiyah bagi 
Masjelis Dikdasmen, mulai tingkat pusat hingga ranting, sebagaimana telah 
dipaparkan. Untuk ini pula Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan 
Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No. 149/KEP/I.0/B/2006 tentang 
Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Konsolidasi Organisasi 
                                                 
137Informasi tentang Muhammadiyah dan perjuangannya untuk NKRI, baca misalnya 
Imron Nasri (penghimpun), Muhammadiyah Berjuang demi Tegaknya NKRI dan Agama Islam 
(Cet. I; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012).  
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dan Amal Usaha Muhammadiyah,138 yang isinya antara lain “mengamankan” 
seluruh aset Muhammadiyah dari penggunaan aset-aset ini oleh kepentingan 
lain yang bersifat politik, seperti PKS, atau oleh kepentingan paham 
keagamaan lain, semisal paham Wahhabi yang dapat merusak 
Muhammadiyah.139  
Itulah arti penting pendidikan Muhammadiyah bagi penguatan dan 
pembinaan ideologi Muhammadiyah. Tujuan pendidikan yang dicanangkan, 
konten kurikulum dan kurikulum tersembunyi, yang semuanya 
mencerminkan ideologi Muhammadiyah yang mengusung Islam moderat, 
tiada lain melainkan sebagai wahana dan instrumen bagi Muhammadiyah 
untuk menyemaikan ideologinya ini melalui jalur pendidikan. Penyemaian ini 
dilakukan melalui mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang 
buku ajarnya dibuat oleh masing-masing Majelis Dikdasmen tingkat daerah. 
Hal ini merupakan bentuk konsolidasi Muhammadiyah, agar pendidikan yang 
diselenggarakannya tetap berbasis pada ideologi Muhammadiyah. Inilah 
pendidikan Islam moderat ala Muhammadiyah, yang berjuang untuk 
tegaknya NKRI.      
 
                                                 
138Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No. 149/KEP/I.0/B/2006 tentang 
Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha 
Muhammadiyah. SK ini memuat sepuluh kebijakan terkait adanya isu penggunaan dan perebutan 
aset Muhammadiyah oleh kepentingan lain, baik kepentingan politik ataupun kepentingan paham 
keagamaan lain, yang dapat merusak persyarikatan. 
139Muhammadiyah itu bukan Wahhabi. Kalau ada paham keagamaan Muhmmadiyah 
yang sama dengan Wahhabisme, itu hanya kebetulan. Informasi awal tentang Muhammadiyah 
bukanlah Wahhabisme, baca misalnya Achmad Jainuri dkk., Muhammadiyah dan Wahhabisme: 
Mengurai Titik Temu dan Titik Seteru (Cet. II; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013).  
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2. Pendidikan Nahdlatul Ulama dalam Perspektif Ideologi 
Filsafat pendidikan Nahdlatul Ulama yang termanifestasikan dalam 
tujuan pendidikan, kurikulum, dan kurikulum tersembunyi di lingkungan LP 
Maarif NU di wilayah Surakarta, sebagaimana telah dipaparkan pada 
pembahasan terdahulu, pada intinya bersumber dari ideologi yang dianut NU. 
Ideologi NU ini tentu saja menganut paham Ahlussunnah Waljama’ah dengan 
menjadikan Khittah Nahdlatul Ulama sebagai landasannya. Khittah Nahdlatul 
Ulama ini dimaknai sebagai landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga 
Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan 
maupun organisasi, serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. 
Landasan ini adalah faham Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah yang diterapkan 
menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, meliputi dasar-dasar amal 
keagamaan dan dasar-dasar kemasyarakatan, yang digali dari intisari 
perjalanan sejarah khidmah NU dari masa ke masa.140  
Di dalam Khittah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa dasar-dasar 
keagamaan NU adalah faham keagamaan yang bersumber pada Al-Qur’an, 
As-Sunnah, Al-Ijma’ dan Al-Qiyas. Dalam memahami, manafsirkan Islam 
dari sumber-sumbernya ini, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlussunnah 
Wal Jama’ah dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab), yaitu di 
bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlussunnah Wal Jama’ah yang 
dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy’ari dan Imam Manshur al-
                                                 
140Lihat Naskah Khittah Nahdlatul sebagaimana dimuat dalam Keputusan Muktamar Ke-
33 Nahdlatul Ulama No. 002/MNU-33/2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Nahdlatul Ulama. 
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Maturidzi; di bidang fiqih mengikuti jalan pendekatan (al-madzhab) salah 
satu dari madzhab Abu Hanifah an-Nu’man, Imam Malik bin Anas, Imam 
Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal; serta di 
bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam 
al-Ghazali serta imam-imam yang lain. Dengan dasar-dasar keagamaan ini, 
Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, 
yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. 
Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama bermaksud menyempurnakan nilai-nilai 
yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok 
manusia seperti suku mapun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-
nilai tersebut.  
Kemudian untuk dasar-dasar kemasyarakatan, Khittah Nahdlatul 
Ulama menyebutkan empat sikap kemasyarakatan NU, yaitu: 1) Tawassuth 
dan I’tidal, yaitu sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang 
menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah 
kehidupan bersama, sehingga menghindari segala bentuk pendekatan yang 
bersifat tatharruf (ekstrim); 2) Tasamuh, yaitu toleran terhadap perbedaan 
pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat 
furu’ atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan 
dan kebudayaan; 3) Tawazun, yaitu seimbang dalam berkhidmah, baik 
khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada 
lingkungan hidupnya, sehingga selaras antara kepentingan masa lalu, masa 
kini dan masa mendatang; dan 4) Amar Ma’ruf Nahi Munkar, yaitu selalu 
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memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan 
bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal 
yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. 
Itulah ideologi yang dianut Nahdlatul Ulama. Dengan ideologi ini, 
Nahdlatul Ulama bertujuan untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam 
yang menganut faham Ahlussunah wal Jamaah menurut salah satu madzhab 
empat, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan 
berkeadilan, demi kesejahteraan umat dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945. 
Manifestasi dari ideologi Nahdlatul Ulama tersebut 
diimplementasikan oleh semua perangkat organisasi, termasuk oleh LP 
Maarif NU yang membawahi pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. 
Di dalam Peraturan dan Pedoman Kerja Lembaga Pendidikan Maarif 
Nahdlatul Ulama tahun 2014 dinyatakan bahwa Lembaga Pendidikan Maarif 
NU, dari tingkat pusat sampai majelis wakil cabang, mempunyai tugas dan 
fungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan pendidikan yang ditetapkan 
oleh Jam’iyah melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, yang salah 
satunya adalah melaksanakan pembinaan ajaran Ahlussunnah Waljama’ah 
dan ke- Nahdlatul Ulama-an.141 Hal ini mengandung arti bahwa ideologi yang 
sudah ditetapkan oleh NU harus juga diajarkan, disemaikan dan dibinakan 
                                                 
141Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU Pusat, Pedoman dan Peraturan Kerja, hlm. 
6-7. 
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kepada anak didik yang ada di lingkungan LP Maarif NU, termasuk juga di 
LP Maarif-LP Maarif  yang ada di wilayah Surakarta.  
Oleh karena itu, tujuan pendidikan, kurikulum ataupun kurikulum 
tersembunyi yang sudah ditetapkan penyelenggaraannya oleh LP Maarif NU 
pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari aktualisasi ideologi NU. Ketiga 
tema pendidikan ini senantiasa pelaksanaannya didasarkan dan berbasiskan 
pada ideologi NU tersebut. Dengan demikian, wajar kalau para anak didik LP 
Maarif NU dan alumninya juga berpahamkan ideologi NU, karena ideologi 
inilah yang diinstalkan pada proses pembelajaran mereka. Terkait dengan ini, 
para pengurus cabang LP Maarif NU, baik Boyolali, Klaten, Wonogiri, atau 
Sragen sepakat bahwa secara otomatis anak didik diharapkan juga 
berpahamkan Aswaja, karena ini yang diajarkan kepada mereka di bangku 
kelas.  
Kemudian ketika ditanyakan tentang adanya pesaing ideologi 
Aswaja di lingkungan masyarakat, para pengurus itu menanggapinya secara 
berbeda-beda. Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU Sragen misalnya 
mengungkapkan bahwa pesaing ideologis bagi sekolahnya adalah 
sekolah/madrasah yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Dia menuturkan: 
 
“Pesaing paham NU adalah sekolah dengan ideologi berbeda. 
Membuat sekolah berlabel IT (dilakukan) untuk bersaing dengan 
sekolah lain, yaitu bersaing dengan sekolah Muhammadiyah. (Hal ini 
karena) dulu pernah ada sekolah yang bertradisi NU, karena harus 
berupa yayasan, maka diambil oleh Muhammadiyah yang sudah siap. 
Pada awalnya (sekolah ini) NU, tapi lama kelamaan berubah jadi 
sekolah Muhammadiyah. Padahal, NU Sragen ini terbesar di solo 
Raya, sama dengan NU di Kudus. Tapi (itupun) hanya di Sragen 
Utara, Sragen Selatan belum tersentuh oleh Maarif. NU Sragen ini 
terbesar keempat se-Jateng, yaitu (mencapai) 16.000-an Kartanu pada 
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2015. Jumlah ini mengalami peningkatan tiap tahun. Tapi itu, Maarif 
hanya di Utara Sragen, Selatan ada, tapi sedikit”.142 
Hal yang sama juga terjadi di LP Maarif NU Klaten. Menurut 
Sekretaris Pengurus Cabang LP Maarif NU Klaten, yang menjadi pesaing 
sekolah Maarif di wilayahnya adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang 
sudah maju. Hal ini karena pernah ada sekolah Maarif yang berubah menjadi 
sekolah Muhammadiyah.143 
Berbeda dengan LP Maarif NU Sragen dan Klaten, pesaing yang 
dihadapi sekolah LP Maarif NU Boyolali dan Wonogiri adalah sekolah-
sekolah berideologi Wahhabi sebagai paham yang nyeleneh. Ketua Pengurus 
Cabang LP Maarif Boyolali misalnya menginformasikan:  
 
“Anu ya, apa ya, ada penurunan fanatisme dalam organisasi. Lama-
kelamaan menjadi kendala bagi NU. Sebabnya kurang puas dengan 
organisasi. Sekolah NU ada yang direbut, tapi tidak terlalu besar. 
Ini juga menjadi ancaman. Sekarang banyak pengajian yang 
cenderung apa ya, masyarakat mencari yang bereda, yang nyeleneh. 
Sepanjang nyeleneh, mudah diikuti. NU (itu) terlalu doktrin 
Aswaja. Yang banyak beralih ke paham yang nyeleneh itu ‘kan dari 
warga Nahdliyin, bukan dari Muhammadiyah. Loyalitas organisasi 
rendah. Orang Muhammadiyah, saat duduk sebagai pejabat 
birokrasi, tidak meninggalkan organisasi. Tapi (orang) NU, ketika 
duduk lupa dengan organaisasi. Ini yang mengurangi loyalaitas 
warga NU”144.     
Untuk LP Maarif NU Wonogiri juga dihadapkan pada konteks yang 
sama dengan LP Maarif NU Boyolali. Sekolah-sekolah Islam Terpadu yang 
                                                 
142Wawancara dengan Drs. Nur Chayat, M.Si., Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU 
Sragen, pada 27 Nopember 2015, di Kantor PC NU Sragen.  
143Wawancara dengan Agus Setiawan, S.H.I, Sekretaris Pengurus Cabang LP Maarif NU 
Klaten, pada 23 Nopember 2015, di kantornya Jalan Raya Solo-Klaten KM 5 Jombor, Ceper, 
Klaten.  
144Wawancara dengan Agung Gunanto, Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU Boyolali, 
pada 20 Nopember 2015, di Komplek NU Center, Jalan Boyolali-Semarang, Boyolali.  
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ada di Wonogiri jumlahnya meningkat. Maka kebijakan yang diambil LP 
Maarif adalah juga mendirikan sekolah IT, tapi IT dengan konotasi yang 
berbeda, yaitu Islam Takhassus, bukan Islam Terpadu.145  
Dari paparan di atas diketahui bahwa ketika LP Maarif NU 
menanamkan ideologi Aswaja kepada anak didiknya, hal ini tidak selalu 
berjalan tanpa halangan. Banyak sekolah-sekolah yang di luar LP Maarif NU 
juga menanamkan ideologi yang berbeda. Untuk konteks LP Maarif NU 
Sragen dan Klaten, yang menjadi pesaingnya adalah sekolah-sekolah 
Muhammadiyah yang sudah mapan secara organisasi dan manajemen. 
Sementara untuk konteks LP Maarif NU Boyolali dan Wonogiri, pesaingnya 
adalah sekolah-seolah berideologi Wahhabi, semisal sekolah-sekolah yang 
masuk dalam kategori Sekolah Islam Terpadu. Untuk ini, LP Maarif juga 
mendirikan sekolah IT, dalam artian sekolah Islam Takhassus pada ideologi 
Aswaja dan ke-NU-an. 
Namun demikian, hal penting yang patut dipaparkan di sini adalah 
bahwa sekolah/madrasah yang ada di lingungan LP Maarif NU se-wilayah 
Surakarta, baik LP Maarif NU Boyolali, LP Maarif NU Klaten, LP Maarif 
NU Wonogiri ataupun LP Maarif NU Sragen adalah bahwa semua LP Maarif 
NU ini mengajarkan ideologi NU yang salah satu karakternya adalah 
moderat, kepada peserta didiknya. Ideologi NU ini tercermin dalam tujuan, 
kurikulum ataupun kurikulum tersembunyi yang ada di proses pembelajaran 
di LP Maarif NU, sehingga para peserta didik ini juga diharapkan berideologi 
                                                 
145Wawancara dengan Heru Krismawanto, S.Pd.I, Sekretaris Pengurus Cabang LP Maarif 
NU Wonogiri, pada 24 Nopember 2015, di rumahnya, Wonogiri.  
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NU yang moderat itu. Mata pelajaran Ke-NU-an Ahlussunnah Waljama’ah 
merupakan instrumen yang diinstalkan kepada peserta didik, walaupun buku 
ajar untuk mata pelajaran ini dibuat oleh PW LP Maarif NU Jawa Tengah. 
Inilah model pendidikan Islam moderat sebagaimana dipraktikkan oleh 
Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama di wilayah Surakarta.     
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan paparan data yang kemudian dianalisis secara ideologis 
tentang pendidikan Islam moderat di lingkungan pendidikan Muhammadiyah dan 
Nahdatul Ulama yang ada di wilayah Surakarta, penelitian ini dapat disimpulkan 
dalam dua poin sebagai berikut: 
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa ideologi 
Muhammadiyah adalah Islam reformis-modernis dan Islam yang 
berkemajuan. Bagi Muhammadiyah, ideologi Islam reformis-modernis adalah 
tengahan, yang bukan ekstrem, baik ekstrem kanan atau kiri, dan juga bukan 
sekularis-liberalis, sehingga menampilkan karakter kuat pada ideologi Islam 
sebagai penyebar rah}mah li al-‘a>lami>n. Kemudian dengan dengan ideologi 
“Islam yang berkemajuan”, Muhammadiyah menjadi lebih meng-Indonesia 
dan lebih bersikap progresif, yakni mengandung jiwa pembaruan dan 
kemajuan sejalan dengan jiwa ajaran Islam. Ideologi Muhammadiyah ini 
menjadi sumber dan inspirasi bagi pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah, 
baik dalam penentuan tujuan pendidikan, penyusunan konten kurikulum 
ataupun pemilihan kurikulum tersembunyinya. Pendidikan Muhammadiyah 
dengan berbasiskan ideologi ini memiliki arti penting bagi penguatan dan 
pembinaan ideologi Muhammadiyah. Tujuan pendidikan yang dicanangkan, 
konten kurikulum dan kurikulum tersembunyi, yang semuanya 
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mencerminkan ideologi Muhammadiyah yang mengusung Islam moderat, 
tiada lain melainkan sebagai wahana dan instrumen bagi Muhammadiyah 
untuk menyemaikan ideologinya ini melalui jalur pendidikan. Penyemaian ini 
dilakukan melalui mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang 
buku ajarnya dibuat oleh masing-masing Majelis Dikdasmen tingkat daerah. 
Hal ini merupakan bentuk konsolidasi Muhammadiyah, agar pendidikan yang 
diselenggarakannya tetap berbasis pada ideologi Muhammadiyah. Inilah 
model pendidikan Islam moderat ala Muhammadiyah, yang berjuang untuk 
tegaknya NKRI.   
2. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menetapkan bahwa ideologi Nahdlatul 
Ulama adalah paham Ahlussunnah Waljama’ah sebagaimana dinyatakan 
dalam Khittah Nahdlatul Ulama. Ideologi ini menjadi landasan Nahdlatul 
Ulama untuk berfikir, bersikap dan bertindak, baik bagi Nahdlatul Ulama itu 
sendiri ataupun bagi warganya, yang harus dicerminkan dalam tingkah laku 
warganya, serta dalam setiap proses pengambilan keputusan organisasi. 
Ideologi NU yang berlandaskan paham Ahlussunnah Waljama’ah ini 
diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, baik terkait dengan 
dasar-dasar amal keagamaan ataupun dan dasar-dasar kemasyarakatannya. 
Dengan ideologi ini, Nahdlatul Ulama bertujuan untuk memperjuangkan 
berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah Waljama’ah 
menurut salah satu madzhab empat, untuk mewujudkan tatanan masyarakat 
yang demokratis dan berkeadilan, demi kesejahteraan umat dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
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Undang-undang Dasar 1945. Filsafat pendidikan Nahdlatul Ulama yang 
termanifestasikan dalam tujuan pendidikan, kurikulum, dan kurikulum 
tersembunyi di lingkungan LP Maarif NU pada intinya bersumber dari 
ideologi yang dianut NU. Hal ini mengandung arti bahwa ideologi yang 
sudah ditetapkan oleh NU harus juga diajarkan, disemaikan dan dibinakan 
kepada anak didik yang ada di lingkungan LP Maarif NU, karena hal ini 
merupakan wujud nyata dari aktualisasi ideologi NU. Wajar kalau kemudian 
para anak didik LP Maarif NU dan alumninya juga berpahamkan ideologi 
NU, karena ideologi inilah yang diinstalkan pada proses pembelajaran 
mereka. Sekolah/madrasah yang ada di lingkungan LP Maarif NU 
mengajarkan ideologi NU yang salah satu karakternya adalah moderat, 
kepada peserta didiknya. Mata pelajaran Ke-NU-an Ahlussunnah Waljama’ah 
merupakan instrumen yang diinstalkan kepada peserta didik, walaupun buku 
ajar untuk mata pelajaran ini dibuat oleh PW LP Maarif NU. Inilah model 
pendidikan Islam moderat sebagaimana dipraktikkan oleh Lembaga 
Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama di wilayah Surakarta. 
 
B. Rekomendasi 
Penelitian ini telah menunjukkan bahwa baik lembaga pendidikan 
Muhammadiyah ataupun lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama, keduanya sangat 
ideologis, karena penyelenggaraan pendidikannya bersumber pada ideologi  
moderat dari organisasi, yang menjadi induk bagi masing-masing lembaga 
pendidikan ini. Kedua lembaga ini telah berkontestasi dengan lembaga pendidikan 
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lain yang ideologinya berbeda dan tidak moderat. Untuk konteks wilayah 
Surakarta yang rawan dengan tindakan radikalisme dan terorisme, kedua lembaga 
pendidikan ini dipandang belum cukup kuat untuk melakukan kontestasi dan 
sekaligus konter terhadap ideologi lain yang tidak moderat. Diakui memang 
bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah tersebar di seluruh wilayah 
Surakarta, yang berbeda dengan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama hanya 
yang tersebar di Boyolali, Klaten, Wonogiri dan Sragen meskipun dengan jumlah 
lembaga pendidikan yang terbatas. Namun demikian, dengan watak 
Muhammadiyah yang lebih fokus pada konsolidasi internal dalam pembinaan 
ideologinya, hal ini membuat lembaga pendidikan Muhammadiyah dikesankan 
“tidak begitu peduli” dengan lembaga pendidikan lain yang ideologinya tidak 
moderat. Sementara NU, meskipun jumlah warganya merupakan mayoritas untuk 
konteks wilayah Surakarta, tapi dengan jumlah pendidikan yang terbatas, kondisi 
ini menjadi kendala bagi lembaga pendidikan NU ketika berkontestasi dengan 
lembaga pendidikan lain yang ideologinya tidak moderat. Untuk itu, penelitian ini 
merekomendasikan beberapa hal: 
1. Untuk memperkuat pendidikan Islam moderat yang mampu berkontesasi 
dengan pendidikan Islam yang tidak moderat di wilayah Surakarta, 
pendidikan Muhammadiyah dan NU perlu memperluas jaringannya 
kependidikannya, sehingga mampu “menahan” perluasan pendidikan Islam 
yang ideologinya tidak moderat. 
2. Lembaga pendidikan Muhammadiyah dan NU perlu menjalin kerjasama 
kelembagaan dalam menyemaikan pendidikan Islam moderat di wilayah 
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Surakarta, sebagai bentuk antisipasi terhadap munculnya berbagai lembaga 
pendidikan Islam yang tidak moderat. 
3. Penelitian ini baru sebatas mengkaji pendidikan Islam moderat yang ada di 
wilayah Surakarta, dengan kasus lembaga pendidikan Muhammadiyah dan 
lembaga pendidikan NU. Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan menelusuri 
lembaga-lembaga pendidikan lain yang ideologi induknya tidak moderat yang 
ada di wilayah Surakarta, baik berupa kajian pemetaan atau kajian deskripsi 
mengenai filosofis lembaga-lembaga pendidikan tersebut.            
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PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF
Jl. Taman Amir Hamzah No. 5 Jakarta 10320 Telp. 021-3904115 
Faks. 021-31906679 email: sekretariat@maarif-nu.or.id website: 
www.maarif-nu.or.id
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA 
P U S A T
Nomor: 285.a/SK/LPM-NU/V/2013
Tentang 
PERATURAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 
NAHDLATUL ULAMA
Bismillahirrahmanirrahim,
Pengurus Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama 
Pusat, setelah:
Menimbang     : Bahwa sebagai aparat departementasi 
Jam’iyah Nahdlatul Ulama yang ada di 
tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, 
Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis 
Wakil Cabang, Lembaga Pendidikan Ma’arif 
Nahdlatul Ulama perlu menjabarkan tugas 
dan fungsinya secara bertingkat untuk 
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menjalankan program dan kebijakan 
Jam’iyah Nahdlatul Ulama di bidang 
pendidikan formal    
Mengingat     :  a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Hasil 
Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama 
Tahun 2010 di Makassar Sulawesi 
Selatan, Bab IV Tentang Tujuan dan 
Usaha, Pasal 8 dan 9 poin b.; dan Bab 
VI Tentang Struktur dan Perangkat 
Organisasi, Pasal 12 dan 13.
b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul 
Ulama Hasil Muktamar ke-32 
Nahdlatul Ulama Tahun 2010 di 
Makassar Sulawesi Selatan, Bab V 
tentang Perangkat Organisasi, Pasal 
17 dan 18 ayat (1) poin b.
c. Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama 
Hasil Musyawarah Nasional Alim 
Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul 
Ulama Tahun 2012 di Cirebon Jawa 
Barat, Bab II tentang Lembaga Pasal 2 
dan 3 poin b. 
d. Keputusan Rapat Kerja Nasional 
Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul 
Ulama Tahun 2013 di Jakarta.   
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Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 
    NAHDLATUL ULAMA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Ketentuan Umum
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
a. Jam’iyah adalah organisasi Nahdlatul Ulama.
b. Pengurus Jam’iyah sesuai dengan tingkatannya adalah 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah 
Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, 
dan Pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
c. Lembaga adalah Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul 
Ulama yang merupakan perangkat Jam’iyah di bidang 
pendidikan formal tingkat dasar dan menengah dalam 
bentuk madrasah dan sekolah.
d. Kekayaan dan keuangan adalah seluruh harta benda milik 
Jam’iyah yang dikuasakan dan dikelola kepada dan oleh 
Lembaga.
e. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang 
Peraturan LP Ma’arif NU
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dilakukan oleh Pengurus Jam’iyah terhadap Lembaga.
f. Sanksi adalah tindakan administratif dan/atau yuridis yang 
dilakukan oleh Pengurus Jam’iyah terhadap Lembaga 
yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
BAB II
KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN
Pasal 2
Pembentukan dan Kedudukan
1. Lembaga dibentuk oleh Pengurus Jam’iyah di setiap 
tingkatan.
2. Lembaga berkedudukan di tingkat pusat, wilayah, cabang, 
dan majelis wakil cabang.
BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 3
Fungsi
Lembaga dari tingkat pusat sampai majelis wakil cabang 
mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana program dan 
kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh Jam’iyah melalui 
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, meliputi:
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a. Pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah formal di lingkungan Nahdlatul Ulama;
b. Pembinaan ajaran Ahlussunnah Waljama’ah dan ke-
Nahdlatul Ulama-an;
c. Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, 
pengkoordinasian, dan pengawasan atas pengelolaan 
pendidikan;
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga 
kependidikan;
e. Pengembangan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan;
f. Penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan 
dasar dan menengah formal;
g. Penyampaian masukan kepada pengurus jam’iyah sebagai 
bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang 
pendidikan dasar dan menengah formal.
Pasal 4
Tugas dan Wewenang
1. Lembaga tingkat pusat mempunyai tugas dan wewenang:
a. Mengatur Pelaksanaan Pasal 3;
b. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus Jam’iyah 
dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di lingkungan 
Nahdlatul Ulama;
c. Mengatur pendirian dan pembubaran madrasah dan 
sekolah;
Peraturan LP Ma’arif NU
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d. Mengatur pengangkatan dan pemberhentian guru 
dan karyawan madrasah dan sekolah;
e. Mengatur pengangkatan dan pemberhentian kepala 
dan wakil kepala madrasah dan sekolah;
f. Mengatur pengangkatan dan pemberhentian pengawas;
g. Mengatur penyusunan rencana anggaran pendapatan 
dan belanja madrasah dan sekolah;
h. Mengatur penetapan komite madrasah dan sekolah;
i. Mengatur sistem evaluasi hasil belajar peserta didik 
madrasah dan sekolah;
j. Menetapkan kurikulum nasional Ahlussunnah 
Waljama’ah dan ke-Nahdlatul Ulama-an.
2. Lembaga tingkat wilayah mempunyai tugas dan 
wewenang:
a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 1;
b. Mengesahkan pendirian dan pembubaran madrasah 
dan sekolah Ma’arif Nahdlatul Ulama;
c. Mengangkat dan memberhentikan pengawas 
madrasah dan sekolah Ma’arif Nahdlatul Ulama;
3. Lembaga tingkat cabang mempunyai tugas dan 
wewenang:
a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 1;
b. Mengusulkan pendirian dan pembubaran madrasah dan 
sekolah kepada Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah;
c. Mengangkat dan memberhentikan guru dan karyawan 
madrasah dan sekolah;
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d. Mengangkat dan memberhentikan kepala dan wakil 
kepala madrasah dan sekolah;
e. Mendirikan dan menyelenggarakan madrasah dan 
sekolah atas persetujuan Pengurus Lembaga Tingkat 
Wilayah;
f. Mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan 
belanja madrasah dan sekolah.
4. Lembaga tingkat majelis wakil cabang mempunyai tugas 
dan wewenang:
a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 1;
b. Membantu pelaksanaan program lembaga tingkat 
cabang dalam melakukan studi kelayakan terhadap 
rencana penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah 
dan sekolah;
c. Mengusulkan pendirian dan pembubaran madrasah dan 
sekolah kepada Pengurus Lembaga Tingkat Cabang;
d. Memberikan masukan dalam proses perumusan 
kebijakan Pengurus Cabang.
BAB IV
HUBUNGAN DAN TATA KERJA
Pasal 5
Hubungan
1. Lembaga mengadakan hubungan vertikal dalam 
Peraturan LP Ma’arif NU
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penyelenggaraan usaha dan kegiatan jam’iyah di bidang 
pendidikan dasar dan menengah dengan pemberitahuan 
untuk mendapatkan persetujuan.
2. Lembaga mengadakan hubungan horisontal dengan 
lembaga sejenis lain di lingkungan jam’iyah, badan 
otonom, dengan pemberitahuan kepada Pengurus 
Jam’iyah untuk mendapatkan persetujuan.
3. Lembaga dengan persetujuan Pengurus Jam’iyah dapat 
mengadakan hubungan dengan lembaga/lajnah lain 
dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama, 
dilakukan dengan pemberitahuan dan permohonan 
persetujuan kepada lembaga/lajnah yang bersangkutan 
dan Pengurus Jam’iyah di tingkatannya.
4. Lembaga dapat mengadakan hubungan dan kerjasama 
dengan pihak lain di luar Jam’iyah, dengan persetujuan 
Pengurus Jam’iyah setingkat.
5. Hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri diatur 
oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
BAB V
KETENTUAN OPERASIONAL DAN LAIN-LAIN
Pasal 6
Ketentuan operasional lain yang belum dijelaskan terkait 
dengan Pedoman Lembaga ini diatur oleh Lembaga di tingkat 
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Pusat atas persetujuan dan pengesahan dari Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama.
Ditetapkan di   : Jakarta
Pada tanggal   : 22 Januari  2013 M
        10 Rabi’ul Awal 1434 H
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 
NAHDLATUL ULAMA PUSAT
H. Z. Arifin Junaidi   Zamzami, S.Ag., M.Si
Ketua     Sekretaris
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SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA 
P U S A T
Nomor: 285.b/SK/LPM-NU/V/2013
Tentang 
PEDOMAN KERJA LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 
NAHDLATUL ULAMA
Bismillahirrahmanirrahim,
Pengurus Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama 
Pusat, setelah:
Menimbang     : Bahwa sebagai aparat departementasi 
Jam’iyah Nahdlatul Ulama yang ada di 
tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, 
Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis 
Wakil Cabang, Lembaga Pendidikan Ma’arif 
Nahdlatul Ulama perlu menjabarkan tugas 
dan fungsinya secara bertingkat untuk 
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF
Jl. Taman Amir Hamzah No. 5 Jakarta 10320 Telp. 021-3904115 
Faks. 021-31906679 email: sekretariat@maarif-nu.or.id website: 
www.maarif-nu.or.id
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menjalankan program dan kebijakan 
Jam’iyah Nahdlatul Ulama di bidang 
pendidikan formal    
Mengingat     :  a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Hasil 
Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama 
Tahun 2010 di Makassar Sulawesi 
Selatan, Bab IV Tentang Tujuan dan 
Usaha, Pasal 8 dan 9 poin b.; dan Bab 
VI Tentang Struktur dan Perangkat 
Organisasi, Pasal 12 dan 13.
b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul 
Ulama Hasil Muktamar ke-32 
Nahdlatul Ulama Tahun 2010 di 
Makassar Sulawesi Selatan, Bab V 
tentang Perangkat Organisasi, Pasal 
17 dan 18 ayat (1) poin b.
c. Peraturan Organisasi Nahdlatul 
Ulama Hasil Musyawarah Nasional 
Alim Ulama dan Konferensi Besar 
Nahdlatul Ulama Tahun 2012 di 
Cirebon Jawa Barat, Bab II tentang 
Lembaga Pasal 2 dan 3 poin b. 
d. Keputusan Rapat Kerja Nasional 
Lembaga Pendidikan Ma’arif 
Nahdlatul Ulama Tahun 2013 di 
Jakarta.   
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Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah Subhanahu 
Wa Ta’ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PEDOMAN KERJA LEMBAGA PENDIDIKAN 
    MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:
(a) Jam’iyah adalah organisasi Nahdlatul Ulama;
(b) Lembaga adalah Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul 
Ulama yang merupakan perangkat departementasi 
Jam’iyah yang bertugas menjalankan program dan 
kebijakan pendidikan dan pengajaran formal tingkat 
dasar dan menengah;
(c) Penyelenggara adalah badan hukum penyelenggara 
pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik jam’iyah 
maupun jama’ah;
(d) Pengelola adalah satuan organisasi yang menjalankan 
kegiatan pendidikan melalui satuan pendidikan formal di 
bawah badan hukum penyelenggara;
(e) Satuan pendidikan adalah unit pelaksana program 
pendidikan dasar atau menengah yang berbentuk 
Pedoman Kerja LP Ma’arif NU
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madrasah dan sekolah;
(f) Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma’arif 
Nahdlatul Ulama, disingkat BPPPMNU adalah satuan 
kerja yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi 
Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama sebagai 
penyelenggara pendidikan. 
BAB II
ASAS DAN AKIDAH
Pasal 2
(1) Lembaga berasaskan Pancasila;
(2) Lembaga berakidah Islam menurut paham Ahlussunnah 
Waljama’ah.
BAB III
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 3
Visi Lembaga adalah menjadi pusat pengembangan 
pendidikan yang mandiri, berkualitas dan profesional dalam 
bingkai paham Islam Ahlussunnah Waljama’ah.
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Pasal 4
Misi Lembaga adalah:
(a) Mewujudkan penyelenggaraan danpengelolaan 
pendidikan melalui satuan-satuan pendidikan yang 
bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat 
yang ditopang dengan manajemen, sarana dan prasarana 
pendidikan yang baik;
(b) Menyelenggarakan dan memfasilitasi satuan pendidikan 
di lingkungan Nahdlatul Ulama agar menjadi wahana 
pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa 
kepada Allah SWT, menguasai ilmu pengetahuan, 
memiliki keterampilan dan berakhlakul karimah sesuai 
dengan paham Islam Ahlussunnah Waljama’ah;
(c) Mengendalikan mutu pengelolaan dan mutu lulusan 
pendidikan dari setiap satuan pendidikan di lingkungan 
Nahdlatul Ulama;
(d) Mengembangkan jaringan kerja sama dengan melakukan 
usaha-usaha untuk mencapai kemandirian organisasi; 
(e) Memberikan pelayanan kelembagaan kepada Pengurus 
Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil 
Cabang, serta penyelenggara dan pengelola satuan 
pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
(f) Memperkuat implementasi paham Ahlussunnah 
Waljama’ah dalam praksis kependidikan di lingkungan 
Nahdlatul Ulama. 
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Pasal 5
Tujuan Lembaga adalah:
(a) Menanamkan nilai-nilai paham Ahlussunnah Waljama’ah 
melalui jalur pendidikan dasar dan menengah formal; 
(b) Menyediakan pendidikan yang bermutu yang dapat 
diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
(c) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan dan 
pengelolaan pendidikan di lingkungan yang menghasilkan 
lulusan bermutu dan berakhlakul karimah;
(d) Menyelenggarakan, memberikan bimbingan, pembinaan 
dan pelayanan dalam pengelolaan satuan dan kegiatan 
pendidikan;
(e) Mensinergikan elemen-elemen masyarakat dan 
pemerintah untuk penyelenggaraan dan pengelolaan 
pendidikan yang mandiri.
BAB IV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI 
Pasal 6
Lembaga berkedudukan pusat di Ibukota Negara dan 
memiliki perwakilan di kepengurusan Nahdlatul Ulama di 
tingkat Wilayah, Cabang dan Majelis Wakil Cabang.
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Pasal 7
Lembaga berfungsi sebagai pelaksana program dan 
kebijakan Nahdlatul Ulama melalui penyelenggaraan usaha 
dan kegiatan bidang pendidikan dasar dan menengah formal, 
meliputi:
(a) Pembinaan paham Ahlussunnah Waljama’ah dan ke-
Nahdlatul Ulama-an di lingkungan satuan pendidikan 
Nahdlatul Ulama; 
(b) Pendirian, penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan 
pendidikan dasar dan menengah formal di lingkungan 
Nahdlatul Ulama;
(c) Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, 
koordinasi, dan pengawasan atas pengelolaan 
pendidikan;
(d) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga 
kependidikan;
(e) Pengembangan kualitas dan kuantitas kegiatan 
pendidikan;
(f) Penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan 
dasar dan menengah formal;
(g) Penyampaian masukan kepada pengurus Nahdlatul 
Ulama sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan 
kebijakan bidang pendidikan dasar dan menengah 
formal.
Pedoman Kerja LP Ma’arif NU
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BAB V
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 8
Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan oleh 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pasal 9
(1) Pengurus Lembaga diangkat oleh Pengurus Nahdlatul 
Ulama sesuai tingkatannya;
(2) Periodisasi kepengurusan Lembaga mengikuti masa 
jabatan kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua 
tingkatan;
(3) Pengurus Lembaga Tingkat Pusat merupakan satuan 
pelaksana program dan kebijakan pendidikan Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama;
(4) Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah merupakan satuan 
pelaksana program dan kebijakan pendidikan Pengurus 
Wilayah Nahdlatul Ulama;
(5) Pengurus Lembaga Tingkat Cabang merupakan satuan 
pelaksana program dan kebijakan pendidikan Pengurus 
Cabang Nahdlatul Ulama;
(6) Pengurus Lembaga Tingkat Majelis Wakil Cabang 
merupakan satuan pelaksana program dan kebijakan 
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pendidikan Pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul 
Ulama.
BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 10
Pengurus Lembaga Tingkat Pusat mempunyai tugas dan 
wewenang sebagi berikut:
(a) Membuat pedoman kerja Lembaga yang berlaku bagi 
semua tingkatan kepengurusan;
(b) Membuat pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan 
pendidikan dasar dan menengah formal di lingkungan 
Nahdlatul Ulama;
(c) Menetapkan standar pendidikan di lingkungan Nahdlatul 
Ulama;
(d) Mengukuhkan Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah yang 
telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama;
(e) Melakukan usaha-usaha ke arah tercapainya tujuan 
pendidikan Nahdlatul Ulama;
(f) Membuat dan melaksanakan kebijakan administrasi dan 
keuangan Lembaga;
(g) Membuat sistem dan melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan 
Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah dan cabang;
Pedoman Kerja LP Ma’arif NU
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(h) Melakukan kerjasama dengan lembaga, banom, dan 
lajnah di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta lembaga-
lembaga lain baik pemerintah maupun swasta untuk 
pengembangan pendidikan dan pengajaran formal di 
lingkungan Nahdlatul Ulama;
(i) Membuat dan melaksanakan sistem pendataan satuan 
pendidikan formal di lingkungan Nahdlatul Ulama;
(j) Melakukan upaya-upaya pendayagunaan aset-aset 
pendidikan Nahdlatul Ulama sesuai dengan kebijakan 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
(k) Melakukan konsolidasi dengan Pengurus Nahdlatul 
Ulama di semua tingkatan dalam melaksanakan program 
Lembaga;
(l) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh 
kegiatan setiap semester kepada Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama.
(m) Untuk kebutuhan khusus dan percontohan, Pengurus 
Lembaga Tingkat Pusat dapat secara langsung 
menyelenggarakan dan mengelola satuan pendidikan 
dasar dan menengah formal. 
Pasal 11
Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah memiliki tugas dan 
wewenang untuk:
(a) Melaksanakan program Lembaga di tingkat wilayah sesuai 
-  25  -
dengan pedoman kerja dan pedoman penyelenggaraan 
dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah formal 
yang ditetapkan oleh Pengurus Lembaga Tingkat Pusat;
(b) Melakukan usaha-usaha untuk mendukung terlaksananya 
program lembaga sesuai dengan kebijakan Pengurus 
Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat Lembaga; 
(c) Mengukuhkan Pengurus Lembaga Tingkat Cabang yang 
telah ditetapkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
(d) Melaksanakan sistem administrasi dan keuangan 
Lembaga;
(e) Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan 
dan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah 
formal di wilayahnya;
(f) Mengesahkan satuan pendidikan dasar dan menengah 
formal baik yang didirikan dan diselenggarakan melalui 
badan hukum jam’iyah maupun badan hukum jama’ah di 
wilayahnya;
(g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan program Lembaga di tingkat cabang;
(h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
dan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah 
formal di wilayahnya;
(i) Melakukan kerjasama dengan lembaga, banom, dan 
lajnah di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta lembaga-
lembaga lain baik pemerintah maupun swasta;
(j) Melaksanakan pendataan satuan pendidikan dasar dan 
Pedoman Kerja LP Ma’arif NU
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menengah formal di wilayahnya dan melaporkannya 
kepada Pengurus Lembaga Tingkat Pusat;
(k) Melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan Pengurus 
Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Lembaga Tingkat 
Pusat dalam melaksanakan program pendidikan di 
wilayahnya;
(l) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh 
kegiatan setiap semester kepada Pengurus Wilayah 
Nahdlatul Ulama dan Pengurus Lembaga Tingkat Pusat;
(m) Untuk kebutuhan khusus dan percontohan, Pengurus 
Lembaga Tingkat Wilayah dapat secara langsung 
menyelenggarakan dan mengelola satuan pendidikan 
dasar dan menengah formal di wilayahnya.
Pasal 12
Pengurus Lembaga Tingkat Cabang memiliki tugas dan 
wewenang untuk:
(a) Melaksanakan program Lembaga di tingkat cabang sesuai 
dengan pedoman kerja dan pedoman penyelenggaraan 
dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah formal 
yang ditetapkan oleh Pengurus Lembaga Tingkat Pusat;
(b) Mengukuhkan Pengurus Lembaga Tingkat Majelis Wakil 
Cabang yang telah disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil 
Cabang Nahdlatul Ulama;
(c) Menjalankan fungsi eksekutif Lembaga sebagai 
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penyelenggara satuan pendidikan dasar dan menengah 
formal berbadan hukum jam’iyah; 
(d) Melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan Pengurus 
Cabang Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan program 
Lembaga di tingkat cabang;
(e) Mengusulkan status satuan pendidikan untuk bergabung 
dalam pembinaan Lembaga kepada Pengurus Lembaga 
Tingkat Wilayah;
(f) Melakukan monotoring dan evaluasi pelaksanaan 
program Lembaga di tingkat majelis wakil cabang;
(g) Bersama Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah, 
melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
serta pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di 
daerahnya;
(h) Bersama Pengurus Lembaga Tingkat Majelis Wakil 
Cabang, melakukan supervisi terhadap satuan pendidikan 
dasar dan menengah formal;
(i) Melakukan kerjasama dengan lembaga, banom, dan 
lajnah di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta lembaga-
lembaga lain baik pemerintah maupun swasta dalam 
pengembangan program pendidikan di daerahnya;
(j) Melaksanakan pendataan satuan pendidikan dasar dan 
menengah formal di daerahnya dan melaporkannya 
kepada Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah;
(k) Melaksanakan sistem administrasi dan keuangan 
Lembaga;
Pedoman Kerja LP Ma’arif NU
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(l) Mengangkat dan memberhentikan pendidik dan tenaga 
kependidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah 
formal;
(m) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh 
kegiatan setiap semester kepada Pengurus Cabang 
Nahdlatul Ulama dan Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah.
Pasal 13
Pengurus Lembaga Tingkat Majelis Wakil Cabang memiliki 
tanggung jawab dan wewenang untuk:
(a) Melaksanakan program lembaga di tingkat kecamatan 
sesuai dengan pedoman kerja dan pedoman 
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar 
dan menengah formal yang ditetapkan oleh Pengurus 
Lembaga Tingkat Pusat; 
(b) Membantu Pengurus Lembaga Tingkat Cabang 
dalam menjalankan fungsi eksekutif Lembaga sebagai 
penyelengara satuan pendidikan; 
(c) Melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan Pengurus 
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dan Pengurus 
Cabang Lembaga dalam pelaksanaan program Lembaga;
(d) Bersama Pengurus Cabang Lembaga melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan 
satuan pendidikan;
(e) Membantu Pengurus Lembaga Tingkat Cabang 
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melaksanakan supervisi terhadap kegiatan satuan 
pendidikan;
(f) Melakukan kerjasama dengan lembaga, banom, dan lajnah 
di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta lembaga-lembaga lain 
baik pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan 
kegiatan pengelolaan satuan pendidikan;
(g) Melaksanakan pendataan satuan pendidikan di tingkat 
kecamatan dan melaporkannya kepada Pengurus 
Lembaga Tingkat Cabang;
(h) Melaksanakan sistem administrasi dan keuangan 
Lembaga;
(i) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 
pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan 
kepada Pengurus Lembaga Tingkat Cabang;
(j) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan 
setiap semester kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang 
Nahdlatul Ulama dan Pengurus Lembaga Tingkat Cabang.
BAB VII
PERMUSYAWARATAN/RAPAT
Pasal 14
Bentuk-bentuk permusyawaratan atau rapat Lembaga terdiri 
dari:
(a) Rapat Kerja yang terdiri dari: 
Pedoman Kerja LP Ma’arif NU
-  30  -
a. 1.   Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas; 
a. 2.   Rapat Kerja Wilayah, disingkat Rakerwil; 
a. 3.   Rapat Kerja Cabang, disingkat Rakercab; 
(b) Rapat Pengurus yang terdiri dari:
b. 1.   Rapat Pleno;
b. 2.   Rapat Pengurus Harian;
b. 3.   Rapat Khusus.
Pasal 15
(1) Rakernas adalah forum tertinggi Lembaga di tingkat 
nasional;
(2) Peserta Rakernas terdiri dari Pengurus Lembaga Tingkat 
Pusat, Wilayah, dan perwakilan Pengurus Cabang;
(3) Keputusan-keputusan yang diambil melalui Rakernas 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terkait 
program pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
(4) Rakernas sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
oleh setengah lebih 1 (satu) dari jumlah keseluruhan 
peserta yang diundang;
(5) Rakernas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
periode kepengurusan;
(6) Rakernas berfungsi untuk:
(a) Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program 
kerja nasional selama satu periode kepengurusan;
(b) Meninjau peraturan-peraturan lembaga dan membuat 
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perubahannya jika dianggap perlu;
(c) Menetapkan kebijakan lembaga untuk menjalankan 
program dan kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama.
Pasal 16
(1) Rakerwil adalah forum tertinggi Lembaga di tingkat 
wilayah;
(2) Peserta Rakerwil terdiri dari Pengurus Lembaga Tingkat 
Wilayah, Cabang, dan perwakilan Majelis Wakil Cabang;
(3) Keputusan-keputusan yang diambil melalui Rakerwil 
menjadi pedoman kerja lembaga di tingkat wilayah 
selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan 
Lembaga;
(4) Rakerwil sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
oleh setengah lebih 1 (satu) dari jumlah keseluruhan 
peserta yang diundang;
(5) Rakerwil diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
periode kepengurusan;
(6) Rakerwil berfungsi untuk:
(a) Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program 
kerja di tingkat wilayah selama satu periode 
kepengurusan;
(b) Meninjau kebijakan-kebijakan lembaga di tingkat 
wilayah dan membuat perubahannya jika dianggap 
perlu;
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(c) Menetapkan keputusan-keputusan kelembagaan 
yang dianggap perlu berkaitan dengan perkembangan 
pendidikan mutakhir.
Pasal 17
(1) Rakercab adalah forum tertinggi lembaga di tingkat 
cabang;
(2) Peserta Rakercab terdiri dari Pengurus Lembaga Tingkat 
Cabang dan Majelis Wakil Cabang;
(3) Keputusan-keputusan yang diambil melalui Rakercab 
menjadi pedoman kerja lembaga di tingkat cabang selama 
tidak bertentangan dengan pedoman kerja lembaga;
(4) Rakercab sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
oleh setengah lebih 1 (satu) dari jumlah keseluruhan 
peserta yang diundang;
(5) Rakercab diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
periode kepengurusan;
(6) Rakercab berfungsi untuk:
(a) Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja 
di tingkat cabang selama satu periode kepengurusan;
(b) Meninjau kebijakan-kebijakan lembaga di tingkat cabang 
dan membuat perubahannya jika dianggap perlu;
(c) Menetapkan keputusan-keputusan kelembagaan 
yang dianggap perlu berkaitan dengan perkembangan 
pendidikan mutakhir.
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Pasal 18
(1) Rapat Pengurus dilaksanakan di setiap tingkat 
kepengurusan Lembaga, terdiri dari:
(a) Rapat Pleno;
(b) Rapat Pengurus Harian;
(c) Rapat Khusus.
(2) Rapat Pleno adalah rapat yang diikuti oleh seluruh 
jajaran Pengurus Harian dan bidang-bidang atau badan-
badan untuk membahas masalah-masalah umum dalam 
pelaksanaan program lembaga sesuai tingkatannya;
(3) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang diikuti oleh 
seluruh jajaran Pengurus Harian lembaga, yaitu: ketua, 
wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, 
bendahara dan wakil-wakil bendahara untuk membahas 
masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan 
tugas-tugas kepengurusan sesuai tingkatannya;
(4) Rapat Khusus adalah rapat yang dilaksanakan untuk 
membahas masalah-masalah khusus dan dapat 
menghadirkan pihak-pihak lain di luar pengurus jika 
dianggap perlu. 
Pasal 19
(1) Prinsip pengambilan keputusan rapat adalah musyawarah 
mufakat.
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(2) Apabila tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, 
keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak 
setelah dilakukan pemungutan suara.
(3) Setiap peserta rapat mempunyai hak bicara dan hak 
suara.
BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 20
(1) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Nahdlatul 
Ulama meliputi satuan pendidikan formal tingkat dasar 
dalam bentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar 
(SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP); serta tingkat menengah  dalam bentuk 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), 
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
(2) Penyelenggaraan satuan pendidikan oleh Lembaga 
menggunakan badan hukum jam’iyah, yaitu Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama;
(3) Penyelenggaraan satuan pendidikan oleh jama’ah 
menggunakan badan hukum yang sah berbentuk yayasan 
atau perkumpulan;
(4) Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal (20) ayat (2) dijalankan oleh Badan 
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Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma’arif Nahdlatul 
Ulama, disingkat BPPPM NU, yang dibentuk oleh Pengurus 
Lembaga Tingkat Cabang atas rekomendasi Pengurus 
Lembaga Tingkat Wilayah dan persetujuan  Pengurus 
Lembaga Tingkat Pusat; 
(5) Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal (20) ayat (3) dijalankan oleh 
masing-masing yayasan atau perkumpulan yang dibentuk 
dan berada di bawah pembinaan Lembaga setelah 
mendapatkan pengesahan. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 
dan pengelolaan pendidikan diatur dalam Pedoman 
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di 
Lingkungan Nahdlatul Ulama.
BAB IX
KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 21
(1) Kekayaan yang dikelola Lembaga adalah akumulasi aset-
aset material milik Jam’iyah berupa tanah, sarana fisik, 
lahan usaha, uang dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya 
yang dikuasakan untuk mendukung terlaksananya 
program dan kebijakan Jam’iyah di bidang pendidikan 
dasar dan menengah formal. 
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(2) Kekayaan diperoleh dari sumber-sumber yang halal 
melalui kegiatan usaha, hasil pembelian, wakaf, hibah, 
infak, sadaqah, dan sumbangan instansi pemerintah atau 
swasta dan i’anah satuan pendidikan dasar dan menengah 
formal.
Pasal 22
Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Jam’iyah Nahdlatul 
Ulama oleh Lembaga dilaporkan kepada Pengurus Nahdlatul 
Ulama secara berjenjang dan berkesinambungan.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 23
(1) Pedoman Kerja Lembaga ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kerja 
Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama ini akan 
diatur lebih lanjut oleh Pengurus Lembaga Tingkat 
Pusat atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama;
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Ditetapkan di   : Jakarta
Pada tanggal   : 22 Januari  2013 M
     10 Rabi’ul Awal 1434 H
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 
NAHDLATUL ULAMA PUSAT
H. Z. Arifin Junaidi   Zamzami, S.Ag., M.Si
Ketua                       Sekretaris
Pedoman Kerja LP Ma’arif NU

PERATURAN PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU 
Nomor : 01/PW.11/LPMNU/PPW/2014 
 
Tentang 
PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN LP MA’ARIF NU 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU 
JAWA TENGAH 
 
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di 
lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama sehingga 
berhasil guna secara efektif dan  terjamin kualitasnya maka 
diperlukan adanya peraturan Pimpinan Wilayah Lembaga 
Pendidikan Ma’arif  NU Jawa Tengah tentang penyelenggaraan 
satuan pendidikan Ma’arif NU. 
Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
4. Hasil Rakernas 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. 
5. Keputusan Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan NU Jawa 
Tengah No.18 Tahun 2004 tentang Pedoman Penugasan 
Pengurus Sekolah/Madrasah, Kepala Sekolah/Madrasah, Guru 
dan Karyawan 
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Wilayah pada tanggal 18 Januari 2014 yang 
diikuti Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Se-Jawa 
Tengah 
  MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 
NU JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN 
PENDIDIKAN LP MA’ARIF NU JAWA TENGAH 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ma’arif NU dapat dilaksanakan oleh 
lembaga/badan hukum/yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dengan 
mendirikan satuan pendidikan, baik tingkat dasar maupun menengah dengan 
berpedoman pada tata kerja yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif  
NU. 
2. Susunan Badan Penyelenggara Pendidikan Ma’arif NU terdiri atas Dewan 
Pembina dan Dewan Pengurus Satuan Pendidikan Ma’arif NU. 
3. Masa khidmah Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah Ma’arif  
NU adalah 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 
(dua) kali masa khidmat. 
 
BAB II 
KEDUDUKAN DAN SIFAT 
 
Pasal 2 
1. Badan Penyelenggara Pendidikan Ma’arif  NU berkedudukan di Satuan 
Pendidikan Ma’arif  NU. 
2. Badan Penyelenggara Pendidikan Ma’arif  NU dapat menyelenggarakan minimal 1 
(satu) satuan pendidikan dan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang 
yang sama dan atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang. 
3. Badan Penyelenggara Pendidikan Ma’arif  NU bersifat koordinatif dan konsultatif 
yang bertanggungjawab secara teknis penyelenggaraan satuan pendidikan  
kepada Pengurus Lembaga Pendididikan Ma’arif  NU sesuai dengan tingkatannya. 
 
 
BAB III 
DEWAN PEMBINA 
 
Pasal 3 
1. Dewan pembina adalah mereka yang merintis dan atau yang mempelopori dan 
atau yang mendirikan  madrasah/sekolah, unsur Pengurus  Lembaga Pendidikan 
Ma’arif  NU dan atau Pengurus NU sesuai dengan tingkatannya. 
2. Tingkat  MI/SD adalah unsur Pengurus Ranting  NU. 
3. Tingkat MTs/SMP/MA/SMA/SMK  adalah unsur Pengurus MWC Ma’arif  NU dan 
atau Pengurus MWC NU. 
4. Jumlah anggota dewan pembina minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) 
orang, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris 
merangkap anggota dan selebihnya anggota. 
5. Anggota dewan pembina tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai anggota 
dewan pengurus madrasah/sekolah. 
 
Pasal 4 
Pembentukan Dewan Pembina 
 
Pembentukan Dewan Pembina Satuan Pendidikan Ma’arif  NU melalui rapat  Ranting 
NU dan atau Pengurus MWC Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU dan atau Rapat 
Pengurus Cabang LP Ma’arif  NU. 
1. Pembentukan Dewan Pembina satuan  Pendidikan Ma’arif  NU untuk jenjang 
MI/SD melalui rapat Pengurus Ranting  NU  yang dihadiri oleh:  
a. Pengurus MWC LP Ma’arif NU. 
b. Pengurus  ranting NU. 
c. Pendiri madrasah/sekolah. 
2. Pembentukan Dewan Pembina Penyelenggara Pendidikan Ma’arif  NU untuk 
jenjang MTs/SMP dan MA/SMA/SMK melalui rapat Pengurus MWC  LP  Ma’arif  
NU yang dihadiri oleh: 
a. Pengurus Cabang LP Ma’arif  NU. 
b. Pengurus MWC NU. 
c. Pendiri madrasah/sekolah. 
3. Rapat pembentukan Dewan Pembina Penyelenggara Pendidikan Ma’arif  NU 
dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat 
tidak tercapai maka dilaksanakan dengan pungutan suara.  
4. Apabila Pengurus MWC LP Ma’arif NU belum terbentuk, maka rapat 
pembentukan Dewan Pembina Satuan Pendidikan Ma’arif NU dikoordinasi oleh 
Pengurus Cabang LP Ma’arif  NU. 
 
Pasal 5 
Penetapan dan pengangkatan Dewan Pembina Satuan Pendidikan Ma’arif NU  
berdasarkan hasil rapat sebagaimana Pasal 4 (empat) atas usul Pengurus MWC LP 
Ma’arif NU dan ditetapkan/diangkat oleh Pengurus Cabang  LP Ma’arif  NU. 
 
BAB IV 
TUGAS, PERAN DAN FUNGSI 
 
Pasal 6 
Tugas Dewan Pembina Satuan Pendidikan Ma’arif  NU adalah: 
1. Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada dewan pengurus dalam rangka 
peningkatan kualitas pendidikan. 
2. Memberikan saran dan pendapat kepada dewan pengurus. 
 
Pasal 7 
Peran Dewan Pembina Satuan Pendidikan Ma’arif  NU adalah : 
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan 
kebijaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. 
2. Pendukung (supporting agency) dalam wujud pemikiran pengembangan  dalam 
penyelenggaraan satuan pendidikan. 
 
 
 
Pasal 8 
Fungsi Dewan Pembina satuan pendidikan Ma’arif  NU adalah memberikan saran-
saran dan arahan dalam rangka pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus 
Penyelenggara Pendidikan Ma’arif  NU. 
 
 
BAB V 
KEWAJIBAN DAN HAK DEWAN PEMBINA 
 
Pasal 9 
Kewajiban Dewan Pembina Satuan Pendidikan Ma’arif  NU adalah: 
1. Menjaga nama baik Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU. 
2. Meningkatkan kualitas satuan  pendidikan yang dibina.  
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengurus Satuan 
Pendidikan Ma’arif  NU kepada Pengurus Cabang LP Ma’arif  NU atas persetujuan 
Pengurus MWC LP Ma’arif  NU.  
4. Menghadiri rapat Dewan Pengurus. 
 
 
Pasal 10 
Hak Dewan Pembina Penyelenggara Pendidikan Ma’arif  NU adalah: 
1. Memberikan pengarahan kepada dewan pengurus baik diminta ataupun tidak. 
2. Menegur atau memberikan peringatan kepada dewan pengurus yang melanggar 
peraturan penyelenggraraan pendidikan Ma’arif  NU dan peraturan-peraturan 
Lembaga  Pendidikan  Ma’arif  NU yang berlaku dan atau mencemarkan nama 
baik lembaga. 
3. Memperolah manfaat atas jabatan, kinerja dan prestasi kerja sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
 
BAB VI 
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMBERHENTIAN 
 
Pasal 11 
Dewan Pembina  Satuan Pendidikan Ma’arif  NU bertanggung jawab kepada 
Pengurus LP Ma’arif  NU sesuai dengan tingkatannya. 
 
Pasal 12 
Pemberhentian Dewan Pembina Satuan  Pendidikan Ma’arif  NU berlaku apabila:  
1. Telah habis masa khidmahnya. 
2. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. 
3. Mencemarkan nama baik lembaga. 
4. Mengundurkan diri. 
5. Meninggal dunia. 
 
 
BAB VII 
DEWAN PENGURUS 
 
Pasal 13 
Dewan Pengurus Satuan  Pendidikan Ma’arif  NU adalah badan pelaksana 
penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ma’arif  NU 
 
Pasal 13 
Syarat-Syarat Dewan Pengurus Satuan Pendidikan Ma’arif NU 
 
1. Anggota NU aktif dibuktikan dengan KTA dan atau surat keterangan dari yang 
berwenang. 
2. Berpengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan. 
3. Pendidikan minimal MA/SMA/SMK atau yang sederajat untuk tingkat SD/MI. dan 
minimal Diploma 3 (D3) atau yang sederajat untuk tingkat MTs/SMP dan 
MA/SMA/SMK. 
4. Tidak merangkap sebagai  jabatan struktural pada satuan pendidikan setempat. 
 
Pasal 14 
Pembentukan Dewan Pengurus Satuan Pendidikan Ma’arif NU 
1. Pembentukan Dewan Pengurus Satuan Pendidikan Ma’arit NU melalui rapat 
Dewan Pembina bersama Pengurus LP Ma’arif  NU sesuai dengan tingkatannya. 
2. Rapat pembentukan Dewan Pengurus Satuan Pendidikan Ma’arif  NU 
dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat 
tidak tercapai maka dilaksanakan dengan pungutan suara.  
 
Pasal 15 
Penetapan dan Pengangkatan Dewan Pengurus 
Penetapan dan Pengangkatan Dewan Pengurus  Satuan Pendidikan Ma’arif  NU 
berdasarkan hasil rapat sebagaimana Pasal 14 (empat belas) atas usul Dewan 
Pembina Satuan Pendidikan Ma’arif NU kepada  Pengurus Cabang LP Ma’arif  NU 
atas persetujuan Pengurus MWC LP Ma’arif  NU.  
 
Pasal 16 
Tugas  Dewan Pengurus  Satuan Pendidikan Ma’arif  NU adalah: 
1. Melaksanakan  program penyelenggaraan pendidikan yang digariskan oleh 
Lembaga Pendidikan  Ma’arif  NU. 
2. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan lembaga Pendidikan Ma’arif  NU 
dalam menetapkan kebijakan umum pendidikan yang diselenggarakan. 
3. Melakukan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta 
mengusulkan penetapan dan pengangkatan kepada Pengurus Cabang LP Ma’arif  
NU.  
4. Mengusulkan penetapan dan pengangkatan kepala madrasah/sekolah kepada 
Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU. 
5. Mengesahkan program madrasah/sekolah dan Rencana Kerja Anggaran-
Madrasah/Sekolah. 
 
 
Pasal 17 
Fungsi Dewan Pengurus Satuan Pendidikan Ma’arif  NU adalah : 
1. Meningkatkan kualitas manejemen pendidikan. 
2. Menjalin kerja sama dengan pihak lain yang mempunyai kepedulian terhadap 
masalah pendidikan. 
3. Menjadikan satuan pendidikan  yang mandiri unggul dan professional. 
 
Pasal 18 
Dewan Pengurus Satuan Pendidikan Ma’arif NU bertanggungjawab kepada Pengurus 
LP Ma’arif NU sesuai dengan tingkatannya. 
 
Pasal 19 
Kewajiban Dewan Pengurus Satuan Pendidikan Ma’arif  NU adalah : 
1. Melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan diputuskan oleh 
Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU.  
2. Menjaga nama baik lembaga Pendidikan Ma’arif  NU. 
3. Meningkatkan kualitas satuan  pendidikan. 
4. Menghadiri rapat Dewan Pengurus. 
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian  tenaga pendidik dan 
kependidikan Satuan Pendidikan Ma’arif  NU kepada Pengurus Cabang LPMa’arif  
NU.  
6. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala madrasah/sekolah baik 
yang diangkat oleh lembaga maupun pemerintah kepada Pengurus Cabang 
Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU.  
 
Pasal 20 
Hak Dewan Pengurus  Penyelenggara Pendidikan Ma’arif  NU adalah: 
1. Memberikan pengarahan kepada pengelola baik diminta ataupun tidak. 
2. Menegur atau memberikan peringatan kepada  pengelola  yang melanggar 
peraturan penyelenggraraan Pendidikan Ma’arif  NU dan peraturan-peraturan 
lembaga  Pendidikan  Ma’arif  NU yang berlaku dan atau mencemarkan nama 
baik lembaga. 
3. Memperolah manfaat atas jabatan dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan 
yang berlaku.  
 
Pasal 21 
Pemberhentian Dewan Pengurus Penyelenggara Pendidikan Ma’arif  NU : 
1. Telah habis masa khidmahnya. 
2. Tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. 
3. Karena perbuatannya mencemarkan nama baik lembaga. 
4. Mengundurkan diri. 
5. Meninggal dunia. 
 
 
BAB VIII 
LAIN-LAIN 
 
Pasal 14 
1. Peraturan penyelenggaraan pendidikan Ma’arif  NU ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkannya bagi seluruh penyelengara satuan pendidikan yang bernaung di 
bawah Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU. 
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh 
Pengurus Wilayah LP Ma’arif  NU. 
 
Ditetapkan di : Semarang 
Pada tanggal : 19  Januari 2014 
     
PENGURUS WILAYAH  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU  
JAWA TENGAH 
 
Ketua       Sekretaris   
 
 
 
 
H. Agus Sofwan Hadi, SH.   Drs. Sahidin, M.Si. 
PERATURAN PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU 
Nomor : 02/PW.11/LPMNU/PPW/2014 
 
Tentang 
PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN LP MA’ARIF NU 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU 
JAWA TENGAH 
 
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di 
lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama sehingga 
berhasil guna secara efektif dan  terjamin kualitasnya maka 
diperlukan adanya peraturan Pimpinan Wilayah Lembaga 
Pendidikan Ma’arif  NU Jawa Tengah tentang penyelenggaraan 
satuan pendidikan Ma’arif NU. 
Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
4. Hasil Rakernas 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. 
5. Keputusan Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan NU Jawa 
Tengah No.18 Tahun 2004 tentang Pedoman Penugasan 
Pengurus Sekolah/Madrasah, Kepala Sekolah/Madrasah, Guru 
dan Karyawan 
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Wilayah pada tanggal 18 Januari 2014 yang 
diikuti Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif NU se-Jawa 
Tengah 
  MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 
NU JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN 
LP MA’ARIF NU JAWA TENGAH 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
1. Peraturan pengelolaan Satuan Pendidikan Ma’arif NU ini  berdasarkan pada 
Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan Ma’arif NU hasil Rakernas 2013 
Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. 
2. Pengelola satuan pendidikan Ma’arif NU adalah pihak yang melakukan kegiatan 
pendidikan secara langsung dalam Satuan-Satuan Pendidikan Ma’arif NU.  
3. Pengelolaan Satuan Pendidikan Ma’arif NU didasarkan pada pertimbangan dan 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga pendidikan Ma’arif NU. 
4. Peraturan pengelolaan Satuan Pendidikan Ma’arif NU adalah  ketatalaksanaan 
baik administrasi maupun teknik bagi setiap satuan pendidikan yang bernaung di 
bawah Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. 
5. Pelaksana peraturan pengelolaan Satuan Pendidikan Ma’arif NU adalah kepala 
madrasah/sekolah,pendidik dan tenaga kependidikan  pada Satuan Pendidikan 
Ma’arif NU. 
6. Kepala/wakil kepala madrasah/sekolah adalah tenaga pendidik/guru tetap 
dengan tugas tambahan Kepala/Wakil Madrasah/Sekolah Ma’arif NU. 
7. Guru adalah pendidik professional di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 
dengan tugas utama mendidik,  mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Satuan Pendidikan Ma’arif NU.  
8. Guru tetap adalah guru dalam Satuan Pendidikan Ma’arif NU yang diangkat oleh 
Lembaga Pendidikan Ma’arif sesuai dengan tingkatannya atas usul kepala 
madrasah/sekolah dengan persetujuan Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah 
Ma’arif NU sebagai guru tetap di madrasah/sekolah dalam naungan Lembaga 
Pendidikan Ma’arif NU. 
9. Guru tidak tetap adalah guru dalam Satuan Pendidikan Ma’arif NU yang diangkat 
oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif sesuai dengan tingkatannya atas usul kepala 
madrasah/sekolah dengan persetujuan Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah 
Ma’arif NU sebagai guru tidak tetap di madrasah/sekolah dalam naungan 
Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. 
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi, tenaga pustakawan, laboran, 
dan teknisi dalam satuan pendidikan Ma’arif NU yang diangkat oleh lembaga 
Pendidikan Ma’arif sesuai dengan tingkatannya. 
11. Tenaga kependidikan tetap adalah tenaga administrasi, tenaga pustakawan, 
laboran, dan teknisi dalam satuan pendidikan Ma’arif NU yang diangkat oleh 
Lembaga Pendidikan Ma’arif sesuai dengan tingkatannya atas usul kepala 
madrasah/sekolah dengan persetujuan Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah 
Ma’arif NU sebagai tenaga kependidikan tetap di madrasah/sekolah dalam 
naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. 
12. Tenaga kependidikan tidak tetap adalah tenaga administrasi, tenaga 
pustakawan, laboran, dan teknisi dalam Satuan Pendidikan Ma’arif NU yang 
diangkat oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif sesuai dengan tingkatannya atas usul 
kepala madrasah/sekolah dengan persetujuan Dewan Pengurus 
Madrasah/Sekolah Ma’arif NU sebagai tenaga kependidikan tidak tetap di 
madrasah/sekolah dalam naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. 
 
BAB II 
KEPALA MADRASAH/SEKOLAH 
 
Pasal 2 
1. Kepala Madrasah/Sekolah Ma’arif NU berkedudukan di Satuan Pendidikan Ma’arif 
NU.  
2. Kepala Madrasah/Sekolah Ma’arif NU bersifat periodik 4 (empat) tahun, diangkat 
dan ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif NU sesuai dengan 
tingkatannya, atas usul dewan pengurus madrasah/sekolah dengan persetujuan 
dewan pembina madrasah/sekolah, yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
3. Kepala Madrasah/Sekolah Ma’arif NU yang telah habis masa jabatannya dapat 
diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali berturut turut.  
4. Kepala Madrasah/Sekolah Ma’arif NU yang berprestasi dan telah menjabat 2 
(dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali sebagai kepala 
madrasah/sekolah pada madrasah dan sekolah lain di lingkungan LP Ma’arif NU. 
 
Pasal 3 
Tata Cara Pemilihan Kepala Sekolah 
1. Seorang calon  kepala madrasah/sekolah harus memenuhi syarat-syarat: 
a. Seorang guru tetap  yang serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (S-1), 
sebagai anggota NU dan ber-akhlaq al-karimah. 
b. Berusia setinggi-tingginya  56 (lima puluh enam) tahun pada saat dicalonkan. 
c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter. 
d. Bersedia menjadi kepala madrasah/ sekolah secara tertulis. 
e. Memiliki pengalaman keterampilan menejemen  yang baik. 
f. Mempunyai kepribadian dan integritas akademik maupun pribadi terhadap 
Nahdlatul Ulama.   
g. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan di 
madrasah/sekolah selama periode kepemimpinannya ke depan. 
h. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun.  
2. Mekanisme  pemilihan calon kepala madrasah/sekolah 
a. Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah Ma’arif NU melalui rapat Dewan 
Pengurus Madrasah/Sekolah Ma’arif NU membentuk panitia pemilihan calon 
kepala madrasah/sekolah. 
b. Panitia pemilihan calon kepala madrasah/sekolah terdiri dari unsur pengurus 
dan guru yang  mempunyai tugas melaksanakan pemilihan bakal calon 
kepala madrasah/ sekolah berdasarkan tata tertib pemilihan bakal calon 
kepala madrasah yang telah ditetapkan oleh panitia atas persetujuan dewan 
pengurus. 
c. Panitia pemilihan calon kepala madrasah/sekolah mengajukan maksimal 3 
(tiga) bakal calon kepala madrasah/sekolah kepada dewan pengurus. 
d. Bakal calon kepala madrasah/sekolah memaparkan visi dan misi secara 
terbuka didepan warga sekolah dan dewan pengurus.  
e. Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah Ma’arif NU melalui rapat Dewan 
Pengurus Madrasah/Sekolah Ma’arif NU melaksanakan pemilihan calon kepala 
madrasah/sekolah sebagaimana tersebut pada huruf (c).  
f. Setiap  anggota Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah Ma’arif NU, berhak 
memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) bakal calon kepala madrasah/sekolah yang 
diajukan, hasil pemilihan ditetapkan sebagai calon kepala madrasah/sekolah.  
g. Pemilihan calon kepala madrasah/sekolah dianggap sah apabila diikuti 
sekurang-kurangnya separoh lebih satu dari seluruh anggota Dewan 
Pengurus Madrasah/Sekolah Ma’arif NU. 
h. Apabila pemilihan calon kepala madrasah/sekolah diikuti separoh atau kurang 
dari anggota Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah Ma’arif NU maka pemilihan 
ditunda sampai dengan 3 (tiga) jam. Jika belum memenuhi quorum rapat 
ditunda sampai dengan 1 x 24 jam. Jika setelah penundaan ini quorum tidak 
tercapai, maka rapat Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah Ma’arif NU tetap 
dilaksanakan dan dinyatakan sah. 
i. Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah Ma’arif NU  menetapkan 1(satu) orang 
calon kepala madrasah/sekolah yang terpilih.  
j. Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan Dewan Pengurus 
Madrasah/Sekolah Ma’arif NU menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana 
tersebut pada huruf (i)  kepada Lembaga Pendidikan Ma’arif NU tingkat 
cabang dengan melampirkan berita acara. 
k. Lembaga Pendidikan Ma’arif NU tingkat cabang mengangkat dan menetapkan 
1(satu) calon kepala madrasah/sekolah hasil pemilihan sebagai kepala 
madrasah/sekolah. 
 
BAB III 
WAKIL KEPALA MADRASAH/SEKOLAH 
 
Pasal 4 
1. Wakil Kepala Madrasah/Sekolah Ma’arif NU berkedudukan di satuan pendidikan 
Ma’arif NU. 
2. Wakil Kepala Madrasah/Sekolah Ma’arif NU bersifat periodik 2(dua) tahun 
diangkat oleh  Kepala Madrasah/Sekolah Ma’arif NU, atas persetujuan Dewan 
pengurus yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
3. Wakil Kepala Madrasah/Sekolah Ma’arif NU yang telah habis masa jabatannya 
dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali berturut-turut.  
4. Wakil Kepala Madrasah/Sekolah Ma’arif NU yang berprestasi dan telah menjabat 
2 (dua) kali periode masa jabatan dapat diangkat kembali sebagai wakil kepala 
madrasah/sekolah pada madrasah dan sekolah lain di lingkungan LP Ma’arif NU. 
 
Pasal 5 
Tata Cara Pemilihan Wakil Kepala Madrasah/Sekolah 
1. Seorang calon  wakil kepala madrasah/sekolah harus memenuhi syarat-syarat: 
a. Seorang guru tetap  yang serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (S-1), 
sebagai anggota NU dan ber-akhlaq al-karimah. 
b. Berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat 
dicalonkan. 
c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter. 
d. Bersedia menjadi wakil kepala madrasah/ sekolah secara tertulis. 
e. Memiliki pengalaman ketrampilan manejemen yang baik. 
f. Mempunyai kepribadian dan integritas akademik maupun pribadi terhadap 
Nahdlatul Ulama.  
g. Dapat berkerjasama dengan kepala Madrasah/Sekolah Ma’arif NU 
 
2. Mekanisme Pemilihan Calon Wakil Kepala Madrasah/Sekolah  
a. Pemilihan wakil kepala madrasah/sekolah dilaksanakan selambat-lambatnya 1 
(satu) bulan sebelum periode wakil kepala madrasah/sekolah berakhir. 
b. Kepala madrasah/sekolah mengajukan nama-nama calon wakil kepala 
madrasah/sekolah yang memenuhi syarat masing-masing 2 (dua) orang pada 
setiap jabatan wakil kepala madrasah/sekolah pada rapat dewan guru.  
c. Rapat dewan guru memilih calon wakil kepala madrasah/sekolah melalui 
musyawarah dan atau pemungutan suara. 
d. Setiap guru berhak memilih 1 (satu) nama masing-masing calon kepala 
madrasah/sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf  (b) di atas. 
e. Pemilihan calon wakil kepala madrasah/sekolah dianggap sah apabila diikuti 
sekurang-kurangnya separoh lebih satu dari seluruh guru pada 
Madrasah/Sekolah Ma’arif NU. 
f. Apabila pemilihan calon wakil kepala madrasah/sekolah diikuti separoh atau 
kurang dari anggota guru Madrasah/Sekolah Ma’arif NU, maka pemilihan 
ditunda sampai dengan 3 (tiga) jam. Jika belum memenuhi quorum rapat 
ditunda sampai dengan 1 x 24 jam.Jika setelah penundaan ini quorum tidak 
tercapai, maka rapat dewan guru Madrasah/Sekolah Ma’arif NU tetap 
dilaksanakan dan dinyatakan sah. 
g. Rapat Dewan Guru Madrasah/Sekolah Ma’arif NU memutuskan hasil 
pemilihan wakil kepala madrasah/sekolah  sebagaimana tersebut pada huruf 
(d) 
h. Kepala sekolah/madrasah mengangkat calon wakil kepala madrasah/sekolah 
yang terpilih kemudian ditetapkan sebagai wakil kepala madrasah/sekolah 
atas persetujuan dewan pengurus. 
 
BAB IV 
TUGAS, TANGGUNGJAWAB, KEWAJIBAN DAN HAK 
KEPALA MADRASAH/SEKOLAH 
Bagian Kesatu 
Pasal 6 
Tugas 
Kepala Madrasah/Sekolah bertugas : 
1. Mengatur kegiatan belajar mengajar. 
2. Membuat program empat tahun dan tahunan madrasah/sekolah. 
3. Mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran-Madrasah/Sekolah kepada Dewan 
Pengurus. 
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan supervise terhadap pelaksanaan tugas 
pendidik dan tenaga kependidikan.  
 
 
 
Bagian Kedua 
Pasal 7 
Tenggung Jawab 
Kepala madrasah/sekolah bertanggungjawab atas pengelolaan pendidikan meliputi: 
1. Kegiatan belajar mengajar. 
2. Program kerja empat tahun dan tahunan. 
3. Rencana Kerja Anggaran -Madrasah/Sekolah. 
4. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas 
pendidik dan tenaga kependidikan secara transparan dan objektif. 
 
Bagian Ketiga 
Pasal 8 
Kewajiban 
Kepala madrasah/sekolah berkewajiban : 
1. Menaati terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku baik 
madrasah/sekolah, dewan pengurus, dan LP Ma’arif NU. 
2. Melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan  yang berlaku 
dilingkungan LP Ma’arif NU. 
3. Menjunjung nama baik sekolah, LP Ma’arif NU. 
4. Menghadiri undangan rapat yang diselenggarakan  oleh Dewan Pengurus dan LP 
Ma’arif NU. 
5. Memberikan laporan pengelolan madrasah/sekolah kepada Dewan Pengurus, 
Pengurus MWC Ma’arif NU untuk jenjang MI/SD dan PC LPMa’arif NU untuk 
jenjang SMP/MTs/MA/SMA/SMK. 
6. Pengurus cabang menyampaikan laporan madrasah/sekolah ke pengurus wilayah. 
 
Bagian Keempat 
 
Pasal 9 
Hak 
Kepala  madrasah/sekolah berhak: 
1. Menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Mewakili madrasah/sekolah baik di dalam maupun ke luar. 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENINJAUAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN 
KEPALA/WAKIL KEPALA MADRASAH/SEKOLAH 
 
Bagian Kesatu 
 
Pasal 10 
Peninjauan kembali kepala/wakil kepala madrasah/sekolah kepala/wakil kepala  
madrasah/sekolah sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh dewan pengurus apabila: 
1. Tidak dapat menjalankan kewajibasn, tugas dan tanggungjawab dengan baik 
sebagai kepala/wakil kepala madrasah/sekolah. 
2. Terbukti secara sah telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
ketentuan peraturan yang berlaku. 
3. Mencemarkan nama baik lembaga dan atau madrasah/sekolah. 
 
Bagian Kedua 
 
Pasal 11 
Pemberhentian Kepala/Wakil Kepala Madrasah/Sekolah 
 
1. Pemberhentian kepala madrasah/sekolah ditetapkan oleh Pengurus LP Ma’arif NU 
tingkat cabang atas usul Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah. 
2. Pemberhentian wakil kepala madrasah/sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah 
atas usul dewan pengurus madrasah/Sekolah. 
3. Pemberhentian kepala madrasah/sekolah definitif bantuan pemerintah oleh 
pejabat yang berwenang atas usul dewan pengurus madrasah/sekolah kepada 
Pengurus LP Ma’arif NU tingkat cabang diteruskan kepada instansi yang terkait. 
4. Pemberhentian wakil kepala madrasah/sekolah definitif bantuan pemerintah oleh 
pejabat yang berwenang atas usul dewan pengurus madrasah/sekolah kepada 
kepala diteruskan kepada instansi yang terkait. 
5. Kepala/wakil kepala madrasah/sekolah diberhentikan apabila: 
a. Telah habis masa khidmahnya. 
b. Terbukti dengan sah dan kuat melakukan pelanggaran disiplin kelembagaan 
yang bertentangan dengan peraturan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU.  
c. Terbukti secara sah melakukan tindakan tercela yang bertentangan dengan 
norma susila/hukum yang berlaku sehingga mencemarkan nama baik 
lembaga. 
d. Mencalonkan diri sebagai pejabat publik, atau anggota legislatif dan DPD. 
e. Menjadi pengurus parpol 
f. Mengundurkan diri dan pengunduran dirinya diterima oleh Dewan Pengurus 
Madrasah/Sekolah. 
g. Meninggal dunia. 
 
BAB VI 
Pasal 12 
KUALIFIKASI, KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI GURU MA’ARIF NU 
 
Guru tetap dan guru tidak tetap wajib memilki kualifikasi akademik, kompetensi, 
sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, mampu mewujudkan visi, misi 
madrasah/sekolah dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
 
Pasal 13 
Kualifikasi Akademik 
 
1. Kualifikasi akademik guru, sebagaimana Pasal 12 (dua belas) dibuktikan dengan 
ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk 
melaksanakan tugas sebagai pendidik. 
2. Kualifikasi akademik guru sebagaimana pada ayat 1 (satu) diperoleh melalui 
program pendidikan formal sarjana (S1) atau diploma  empat (D-IV) 
kependidikan yang terakreditasi. 
3. Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) bagi calon 
guru harus dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru tidak 
tetap.  
 
Pasal 14 
Kompetensi 
 
1. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (dua belas) adalah 
seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimilki, 
dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan serta sesuai dengan aqidah Ahlussunah Wal Jama’ah An-
Nahdliyah. 
2. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) meliputi 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan 
kompetensi professional yang diperolah melalui pendidikan profesi yang bersifat 
holistik. 
3. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) merupakan 
kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran dan atau bimbingan pada 
peserta didik yang disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan baik oleh LP 
Ma’arif NU maupun pemerintah. 
 
 
 
 
Pasal 15 
Sertifikasi Pendidik 
 
1. Sertifikasi guru/pendidik  diperoleh melalui program pendidikan profesi yang 
ditetapkan baik oleh pemerintah maupun Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 
Ma’arif NU (LPMPMNU). 
2. Dalam hal kebutuhan sekolah/madrasah dan tidak ada calon guru yang memilki 
sertifikasi sebagaiman dimaksud ayat 1 (satu), kepala sekolah berhak 
mengusulkan kepada dewan pengurus madrasah/sekolah untuk menetapkan 
calon guru menjadi guru tidak tetap. 
3. Usulan kepala madrasah/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat 
disetujui oleh dewan pengurus madrasah/sekolah untuk ditetapkan sebagai guru 
tidak tetap oleh Pengurus LP Ma’arif NU sesuai dengan tingkatannya, dengan 
ketentuan yang bersangkutan menyatakan sanggup untuk mengikuti program 
pendidikan profesi. 
 
Pasal 16 
Batas Usia Pendidik 
 
Batasan usia pendidik dilingkungan LP Ma’arif NU Jawa Tengah maksimal 60 tahun. 
 
BAB VII 
KUALIFIKASI, KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN 
 
Pasal 17 
Tenaga kependidikan tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap wajib memilki 
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, sehat jasmani dan rohani, mampu 
mewujudkan visi, misi madrasah/sekolah dan mewujudkan tujuan LP Ma’arif NU dan 
pendidikan nasional. 
Pasal 18 
Kualifikasi Tenaga Kependidikan 
 
1. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan, sebagaimana Pasal 17 (tujuh belas) 
ditujukan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan 
bagi tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga 
kependidikan. 
2. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan sebagaimana pada ayat 1 (satu) 
diperoleh melalui program pendidikan formal serendah-rendahnya setingkat 
SMTA yang terakreditasi. 
3. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
(dua) bagi calon tenaga kependidikan harus dipenuhi sebelum yang 
bersangkutan diangkat menjadi tenaga kependidikan tidak tetap. 
 
 Pasal 19 
Kompetensi 
1. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (delapan belas) adalah 
seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimilki, 
dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh tenaga kependidikan dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan serta sesuai dengan aqidah Ahlussunah Wal 
Jama’ah An-nahdliyah. 
2. Kompetensi tenaga kependidikan  sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) 
meliputi kompetensi Tenaga Kependidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi 
social, dan kompetensi professional yang diperolah melalui pendidikan profesi 
yang bersifat holistik. 
3. Kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) 
merupakan kemampuan Tenaga Kependidikan dalam pengelolaan perpustakaan, 
laboratorum, benkel dan atau administrasi ketatausahaan yang disesuaikan 
dengan ketentuan yang ditetapkan baik oleh LP Ma’arif NU maupun pemerintah. 
 
Pasal 20 
Sertifikasi Tenaga Kependidikan 
1. Sertifikasi tenaga kependidikan diperoleh melalui program pendidikan profesi 
yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun LP Ma’arif NU. 
2. Dalam hal kebutuhan madrasah/sekolah dan tidak ada calon tenaga 
kependidikan yang memilki sertifikasi sebagaiman dimaksud ayat 1 (satu), 
kepala sekolah berhak mengusulkan kepada dewan pengurus madrasah/sekolah 
untuk menetapkan calon tenaga kependidikan menjadi tenaga kependidikan 
tidak tetap. 
3. Usulan kepala madrasah/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat 
disetujui oleh dewan pengurus madrasah/sekolah untuk ditetapkan sebagai 
tenaga Kependidikan tidak tetap oleh Pengurus LP Ma’arif sesuai dengan 
tingkatannya, dengan ketentuan yang bersangkutan menyatakan sanggup untuk 
mengikuti program pendidikan profesi. 
 
Pasal 21 
Batas Usia Tenaga Kependidikan 
Batasan usia Tenaga Kependidikan dilingkungan LP Ma’arif NU Jawa Tengah 
maksimal 60 tahun. 
 
 
BAB VIII 
GURU TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP 
 
Bagian Kesatu 
Pasal 22 
 
Syarat-Syarat Guru Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap 
1. Anggota NU atau Badan Otonom NU  dibuktikan dengan Kartanu atau Surat 
Keterangan dari  yang berwenang. 
2. Berakhlak mulia dan mampu menjadi uswah hasanah. 
3. Berijazah serendah-rendahnya S.1 kependidikan atau S1 umum dengan 
dilengkapi akta mengajar dan atau sertifikasi profesi untuk guru tetap dan 
tenaga kependidikan serendah-rendahnya SMTA atau yang sederajat. 
4. Memiliki pengalaman mengajar bagi guru dan pengalaman kerja bagi tenaga 
kependidikan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun berturut-turut di 
madrasah/sekolah di lingkungan LP Ma’arif NU dengan predikat baik. 
5. Bersedia menandatangani ketentuan-ketentuan sebagai guru tetap ataupun 
tenaga kependidikan tetap. 
6. Tidak sedang dalam ikatan kerja dengan lembaga atau instansi lain. 
 
Bagian Kedua 
Kewajiban 
 
Pasal 23 
Kewajiban Guru Tetap 
 
1. Guru tetap berkewajiban menjaga, mempertahankan, melestarikan dan 
memajukan Madrasah/Sekolah Ma’arif NU secara professional dan proporsional 
baik secara pribadi maupun secara kolektif. 
2. Melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja dalam seminggu dengan beban 
mengajar minimal 24 (dua puluh empat) dan maksimal 40 (empat puluh) jam 
tatap muka, hadir tepat waktu dan senantiasa menyediakan diri untuk mendapat 
tugas tambahan dari kepala sekolah/madrasah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
3. Guru tetap dengan tugas tambahan sebagai kepala madrasah/sekolah 
berkewajiban melaksanakan beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka. 
4. Guru tetap dengan sertifikasi bimbingan dan konseling dengan tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah/madrasah berkewajiban melaksanakan bimbingan siswa 
asuh sejumlah 45 (empat puluh lima) siswa. 
5. Guru tetap dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah/sekolah 
berkewajiban melaksanakan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka. 
6. Guru tetap dengan sertifikasi bimbingan dan konseling dengan tugas tambahan 
sebagai wakil kepala sekolah/madrasah berkewajiban melaksanakan bimbingan 
siswa asuh sejumlah 75 (tujuh puluh lima) siswa. 
7. Guru tetap dengan tugas tambahan sebagai kepala program keahlian 
berkewajiban melaksanakan beban mengajar 18 (delapan belas) jam tatap 
muka. 
8. Guru tetap dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakan berkewajiban 
melaksanakan beban mengajar 18 (delapan belas) jam tatap muka. 
9. Guru tetap dengan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium berkewajiban 
melaksanakan beban mengajar 18 (delapan belas) jam tatap muka. 
10. Guru tetap dengan tugas  bimbingan dan konseling berkewajiban melaksanakan 
beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka dan dengan siswa asuh sejumlah 150 
(seratus lima pluh) sampai 225 (dua ratus dua puluh lima) siswa. 
 
 
 
 
 
Pasal 24 
Kewajiban Tenaga Kependidikan Tetap 
 
1. Tenaga Kependidikan tetap berkewajiban menjaga, mempertahankan, 
melestarikan dan memajukan Madrasah/Sekolah Ma’arif NU secara professional 
dan proporsional baik secara pribadi maupun secara kolektif. 
2. Melaksanakan tugas, sesai dengan tugas yang dibebankan  setiap hari kerja 
dalam setiap  minggu hadir tepat waktu dan senantiasa menyediakan diri untuk 
mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah/madrasah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
3. Melayani kebutuhan administrasi ketatausahaan, kepala madrasah/sekolah. 
 
Bagian Ketiga 
 
Hak 
Pasal 25 
Hak Guru Tetap 
 
1. Guru tetap Madrasah/Sekolah Ma’arif NU, berhak menerima imbalan dari Dewan 
pengurus madrasah/sekolah dalam bentuk gaji pokok, tunjangan jabatan, 
tunjangan khusus dan kesejahteraan tambahan yang disesuaikan dengan masa 
kerja, tingkat pendidikan, atas dasar ketentuan yang berlaku dan kemampuan 
dewan pengurus madrasah/sekolah. 
2. Dalam hal penerimaan tunjangan dan kemaslahatan tambahan sebagimana pada 
ayat 1 (satu) berlaku selama pemerintah belum memberikan kesejahteraan. 
3. Apabila pemerintah menetapkan adanya pemberian tunjangan dan 
kesejahteraan. tambahan bagi guru  maka dewan pengurus madrasah/sekolah 
dapat mencabut adanya tunjangan tersebut. 
4. Guru tetap  Madrasah/Sekolah Ma’arif NU berhak mendapat kenaikan gaji 
berkala yang periodesasinya ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan dewan pengurus madrasah/sekolah. 
5. Guru tetap berhak dipromosikan pada jabatan tertentu atas usul kepala 
madrasah/sekolah dengan pertimbangan dewan pengurus. 
6. Guru tetap berhak mendapatkan penghargaan dan kenaikan karier sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Pasal 26 
Hak Tenaga Kependidikan Tetap 
 
1. Tenaga kependidikan tetap madrasah/sekolah Ma’arif NU, berhak menerima 
imbalan dari Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah dalam bentuk gaji pokok, 
tunjangan jabatan, dan kesejahteraan tambahan yang disesuaikan dengan masa 
kerja, tingkat pendidikan, atas dasar ketentuan yang berlaku dan kemampuan 
Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah. 
2. Dalam hal penerimaan tunjangan dan kemaslahatan tambahan sebagimana pada 
ayat 1 (satu) berlaku selama pemerintah belum memberikan kesejahteraan.. 
3. Apabila pemerintah menetapkan adanya pemberian tunjangan dan kemaslahatan 
tambahan bagi guru  maka dewan pengurus madrasah/sekolah dapat menjabut 
adanya tunjangan tersebut. 
4. Tenaga Kependidikan tetap madrasah/sekolah Ma’arif NU berhak mendapat 
kenaikan gaji berkala yang periodesasinya ditetapkan dan disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan dewan pengurus madrasah/sekolah. 
5. Tenaga Kependidikan tetap berhak dipromosikan pada jabatan tertentu atas usul 
kepala madrasah/sekolah dengan pertimbangan dewan pengurus. 
6. Tenaga kependidikan tetap berhak mendapatkan penghargaan dan kenaikan 
karier sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
 
BAB IX 
GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP 
 
Bagian Kesatu 
Pasal 27 
 
Syarat-Syarat Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap 
1. Anggota NU atau Badan Otonom NU  dibuktikan dengan Kartanu atau Surat 
Keterangan dari yang berwenang. 
2. Berakhlak mulia dan mampu menjadi uswah hasanah. 
3. Berijazah serendah-rendahnya S.1 kependidikan atau S1 umum dengan 
dilengkapi akta mengajar dan atau sertifikasi profesi untuk guru, dan tenaga 
kependidikan serendah-rendahnya SMTA atau yang sederajat. 
4. Bersedia menandatangani ketentuan-ketentuan sebagai guru tidak tetap ataupun 
tenaga kependidikan tidak tetap. 
5. Tidak sedang dalam ikatan kerja dengan lembaga atau instansi lain. 
 
Bagian Kedua 
Kewajiban 
 
Pasal 28 
Kewajiban Guru Tidak Tetap 
 
1. Guru tidak  tetap berkewajiban menjaga, mempertahankan, melestarikan dan 
memajukan madrasah/sekolah Ma’arif NU secara professional dan proporsional 
baik secara pribadi maupun secara kolektif. 
2. Melaksanakan tugas pada jam pelajaran dalam setiap minggu hadir tepat waktu 
dan senantiasa menyediakan diri untuk mendapat tugas tambahan dari kepala 
madrasah/sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3. Guru tidak  tetap dengan tugas tambahan sebagai kepala progam keahlian 
berkewajiban melaksanakan beban mengajar sesuai kebutuhan 
madrasah/sekolah. 
4. Guru tidak  tetap dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakan 
berkewajiban melaksanakan beban mengajar sesuai kebutuhan 
madrasah/sekolah. 
5. Guru tidak tetap dengan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium 
berkewajiban melaksanakan beban mengajar sesuai dengan kebutuhan sekolah. 
6. Guru tidak tetap dengan tugas  bimbingan dan konseling berkewajiban 
membimbing siswa asuh sejumlah 150 (seratus lima puluh) siswa sampai 225 
siswa. 
 
Pasal 29 
Kewajiban Tenaga Kependidikan Tidak Tetap 
 
1. Tenaga kependidikan  tidak  tetap berkewajiban menjaga, mempertahankan, 
melestarikan dan memajukan madrasah/sekolah Ma’arif NU secara professional 
dan proporsional baik secara pribadi maupun secara kolektif. 
2. Melaksanakan tugas, sesai dengan tugas yang dibebankan  setiap hari kerja 
dalam setiap  minggu hadir tepat waktu dan senantiasa menyediakan diri untuk 
mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah/madrasah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
3. Melayani kebutuhan administrasi ketatausahaan, kepala madrasah/sekolah. 
 
 
Bagian Ketiga 
Hak 
 
Pasal 30 
Hak Guru Tidak Tetap 
 
1. Guru tidak tetap Madrasah/Sekolah Ma’arif NU, berhak menerima imbalan dari 
Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah dalam bentuk honor mengajar sesuai 
dengan jumlah jam mengajar, dan kesejahteraan tambahan yang disesuaikan 
dengan masa kerja, tingkat pendidikan, atas dasar ketentuan yang berlaku dan 
kemampuan Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah. 
2. Dalam hal penerimaan kesejahteraan tambahan sebagimana pada ayat 1 (satu) 
berlaku selama pemerintah belum memberikan maslahat. 
3. Apabila pemerintah menetapkan adanya pemberian kesejahteraan tambahan 
bagi guru  maka Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah dapat mencabut adanya 
tunjangan tersebut. 
4. Guru  tidak tetap  Madrasah/Sekolah Ma’arif NU berhak dipromosikan sebagai 
guru tetap atas usul kepala madrasah/sekolah dengan pertimbangan Dewan 
Pengurus Madrasah/Sekolah.  
5. Guru tidak tetap berhak mendapatkan penghargaan dan kenaikan karier sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Pasal 31 
Hak Tenaga Kependidikan Tidak Tetap 
 
1. Tenaga kependidikan tidak tetap madrasah/sekolah Ma’arif NU, berhak 
menerima imbalan dari Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah dalam bentuk honor 
dan kesejahteraan tambahan yang disesuaikan dengan masa kerja, tingkat 
pendidikan, atas dasar ketentuan yang berlaku dan kemampuan Dewan 
Pengurus Madrasah/Sekolah. 
2. Dalam hal penerimaan kesejahteraan tambahan sebagimana pada ayat 1 (satu) 
berlaku selama pemerintah belum memberikan kesejahteraan. 
3. Apabila pemerintah menetapkan adanya pemberian kesejahteraan tambahan 
bagi tenaga kependidikan  maka Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah dapat 
mencabut adanya kesejahteraan tersebut. 
4. Tenaga kependidikan  tidak tetap  madrasah/sekolah Ma’arif NU berhak 
dipromosikan sebagai Tenaga Kependidikan tetap atas usul kepala 
madrasah/sekolah dengan pertimbangan Dewan Pengurus Madrasah/Sekolah.  
5. Tenaga kependidikan tidak tetap berhak mendapatkan penghargaan dan 
kenaikan karier sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
BAB X 
Pasal 32 
SANKSI 
 
Guru dan tenaga kependidikan yang dalam masa tugasnya tidak dapat memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 6, 25, 26, 27,28, 30 dan 31 dikenai 
sanksi sebagai berikut : 
1. Peringatan tertulis dan/atau tidak tertulis oleh kepala madrasah/sekolah 
diketahui dewan pengurus madrasah/sekolah tahap 1 (pertama) dengan jangka 
waktu tertentu. 
2. Apabila ternyata peringatan tahap 1 (pertama) sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1(satu) yang bersangkutan belum dapat melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 25, 26, 27,28, 30 dan 31 maka kepala 
madrasah/sekolah dengan diketahui dewan pengurus madrasah/sekolah 
memberi peringatan 2 (kedua) sampai dengan peringatan 3 (ketiga). 
3. Apabila sampai peringatan 3 (ketiga) sesuai batas waktu yang ditentukan yang 
bersangkutan belum dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 6, 25, 26, 27,28, 30 dan 31 maka yang bersangkutan dikenakan 
sanksi administrasi olehkepala madrasah/sekolah dengan diketahui dewan 
pengurus madrasah/sekolah  berupa : 
a. Penundaan kenaikan gaji berkala dan pangkat golongan. 
b. Diturunkan atau dicabut jabatannya. 
c. Dikurangi atau diturunkan hak-haknya sebagai guru/karyawan. 
4. Apabila ternyata sanksi administrasi sebagaiaman dimaksud dalam ayat 3 (tiga) 
yang bersangkutan tidak memperdulikan, maka bila dipandang perlu kepala 
madrasah/sekolah dengan diketahui dewan pengurus madrasah/sekolah 
mengusulkan peninjauan kembali atas status kepegawaiannya atau 
diberhentikan sebagai pegawai Ma’arif NU. 
5. Dalam hal pemberhentian sebagai pegawai Ma’arif NU yang bersangkutan diberi 
kesempatan melakukan hak pembelaan diri didepan kepala sekolah/madrasah, 
Dewan Pengurus madrasah/sekolah dan Pengurus LP Ma’arif NU tingkat cabang. 
 
 PENUTUP 
Pasal 33 
 
Peraturan tentang guru DPK, guru bantu dan guru sertifikasi  di madrasah/sekolah 
Ma’aif NU, mengikuti aturan kepegawaian pemerintah dan aturan  dari LP Ma’arif NU 
dan Satuan Pendidikan Ma’arif NU . 
 
Pasal 34 
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan lain 
yang ditetapkan dan diputuskan oleh Pengurus Lembaga pendidikan Ma’arif NU  
sesuai dengan tingkatannya melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku. 
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setiap 
saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Ditetapkan di : Semarang 
Pada tanggal : 19  Januari 2014 
     
PENGURUS WILAYAH  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU  
JAWA TENGAH 
 
Ketua       Sekretaris   
 
 
 
 
H. Agus Sofwan Hadi, SH.   Drs. Sahidin, M.Si. 
 
PERATURAN PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU 
Nomor : 03/PW.11/LPMNU/PPW/2014 
 
Tentang 
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN SISTEM PENGGAJIAN SATUAN PENDIDIKAN LP MA’ARIF NU 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU 
JAWA TENGAH 
 
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di 
lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama sehingga 
berhasil guna secara efektif dan  terjamin kualitasnya maka 
diperlukan adanya peraturan Pimpinan Wilayah Lembaga 
Pendidikan Ma’arif  NU Jawa Tengah tentang penyelenggaraan 
satuan pendidikan Ma’arif NU. 
Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
4. Hasil Rakernas 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. 
5. Keputusan Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan NU Jawa 
Tengah No.18 Tahun 2004 tentang Pedoman Penugasan 
Pengurus Sekolah/Madrasah, Kepala Sekolah/Madrasah, Guru 
dan Karyawan 
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Wilayah pada tanggal 18 Januari 2014 yang 
diikuti Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Se-Jawa 
Tengah 
  MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 
NU JAWA TENGAH TENTANG PERATURAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN SISTEM PENGGAJIAN SATUAN PENDIDIKAN LP 
MA’ARIF NU JAWA TENGAH 
 
BAB I 
PENGELOLAAN 
 
Pasal 1 
Pengurus Lembaga Pendidikan Ma’arif sesuai dengan tingkatannya dalam bidang 
pengelolaan keuangan memilki kewenangan sebagai berikut: 
1. Menetapkan dan mengesahkan sistem pengelolaan keuangan dan penggajian 
pada satuan pendidikan di lingkungan pendidikan Ma’arif NU. 
2. Memonitoring, memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan 
madrasah/sekolah. 
3. Menetapkan besarnya iuran (i’anah) satuan pendidikan Ma’arif NU melalui 
mekanime organisasi yang berlaku. 
 
Pasal 2 
Dewan pengurus madrasah/sekolah dalam bidang pengelolaan keuangan memilki 
kewenangan sebagai berikut : 
1. Melalui kesepakatan bersama komite madrasah/sekolah, dan kepala 
madrasah/sekolah menggali sumber dana, dan menerima dana yang sesuai 
dengan hukum dan ketentuan yang berlaku untuk pengembangan sarana 
prasarana dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. 
2. Mengelola dan mengembangkan dana pengembangan institusi. 
3. Menetapkan dan mengesahkan RKA-M/S. 
4. Menetapkan dan mengesahkan nilai besaran jam pelajaran. 
5. Mengontrol pembelanjaan dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh 
kepala madrasah/sekolah.  
6. Memperoleh dana kesejahteraan sesuai dengan kemampuan dan tidak 
bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. 
 
Pasal 3 
Komite madrasah/sekolah dalam bidang pengelolaan keuangan memilki kewenangan 
sebagai berikut: 
1. Melalui kesepakatan bersama Dewan Pengurus sekolah/madrasah, dan kepala 
madrasah/sekolah menggali sumber dana, dan menerima dana yang sesuai 
dengan hokum dan ketentuan yang berlaku untuk pengembangan sarana 
prasarana dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. 
2. Memberikan pertimbangan dalam penentuan pembelajaan dan pengelolaan 
keuangan oleh Dewaan Pengurus sekolah/madrasah dan atau kepala 
madrasah/sekolah. 
3. Memberikan dukungan yang berwujud financial, pemikiran dan tenaga dalam 
penyelenggaraan pendidikan bersama Dewan Pengurus Madrasah/sekolah. 
4. Menetapkan dan mengesahkan RKA-M/S bersama Dewan Pengurus 
Madrasah/sekolah. 
5. Mengontrol pembelanjaan dan pengelolaan keuangan baik yang dilaksanakan 
oleh dewan pengurus madrasah/sekolah maupun kepala madrasah/sekolah. 
6. Menjadi mediator dalam masalah keuangan antara pemerintah,  Dewan Pengurus 
Madrasah/Sekolah dan masyarakat.  
7. Memperoleh dana kesejahteraan sesuai dengan kemampuan dan tidak 
bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. 
 
Pasal 4 
Kepala Madrasah/Sekolah Ma’arif NU dalam bidang pengelolaan keuangan 
berwenang sebagai berikut : 
1. Melalui rapat madrasah/sekolah mengusulkan RKA-M/S kepada Dewan Pengurus 
Madrasah/Sekolah Ma’arif NU. 
2. Mengusulkan kepada Dewan Pengurus madrasah pencairan dana operasional dan 
mempertanggungjawabkan pengunaannya kepada Dewan Pengurus 
madrasah/sekolah. 
3. Mengatur, mengelola, mengendalikan dana operasional madrasah/sekolah secara 
proposional bersama bendahara madrasah/sekolah. 
4. Mengusulkan kepada dewan pengurus madrasah/sekolah tentang nilai besaran 
jam pelajaran.  
BAB II 
PENGGAJIAN 
 
Pasal 5 
1. Penetapan gaji pokok bagi pendidik dan tenaga kependidikan  tetap Ma’arif NU 
diperhitungkan atas dasar, tingkat pendidikan, akta mengajar dan atau 
kompetensi, masa bakti dan jabatan. 
2. Besarnya gaji pokok diperhitungkan dengan satuan jam pelajaran. 
3. Ketentuan gaji pokok pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan sebagaimana 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 
4. Gaji pokok bagi pendidik dan tenaga kependidikan tetap yang baru diangkat 
menjadi pendidik dan tenaga kependidikan tetap diterimanya sebanyak 80% dari 
gaji pokok yang sebenarnya diterima. 
5. Gaji pokok sebagaiman dalam ayat 4 (empat) diterimakan selama sau tahun dan 
apabila dinilai oleh kepala madrasah/sekolah dapat melaksanakan tugas 
pokoknya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan tetap dengan baik, maka 
gaji pokok dapat diterimakan 100% pada tahun berikutnya. 
6. Kewajiban mengajar setiap guru tetap minimal 24 (dua puluh empat) sampai 40 
(empat puluh) jam pelajar. 
7. Penentuan besarnya satuan jam pelajaran menjadi kewenangan dewan 
pengurus Madrasah/Sekolah Ma’arif NU atas usul kepala madrasah/sekolah. 
 
Pasal 6 
1. Pendidik tidak tetap hanya berhak menerima honor sesuai dengan jam pelajaran 
yang diampunya. 
2. Tenaga kependidikan tidak tetap berhak menerima honor sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh dewan pengurus madrasah/sekolah. 
 
BAB III 
PENUTUP 
Pasal 7 
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan lain 
yang ditetapkan dan diputuskan oleh Pengurus Lembaga pendidikan Ma’arif NU  
sesuai dengan tingkatannya melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku. 
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setiap 
saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Ditetapkan di : Semarang 
Pada tanggal : 19  Januari 2014 
     
PENGURUS WILAYAH  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU  
JAWA TENGAH 
 
    Ketua              Sekretaris 
 
 
 
 
H. Agus Sofwan Hadi, SH.   Drs. Sahidin, M.Si. 
 
KEPUTUSAN  
PENGURUS WILAYAH LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU 
Nomor : 04/PW.11/LPMNU/PPW/2014 
 
Tentang 
Gaji Pokok Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  
NO. MASA KERJA 
JENJANG PENDIDIKAN 
SMTP SMTA 
DII/DII
I 
S-1 S-2 
1. 1tahun 11 bulan 18 JP 20 JP 22 JP 24 JP 26 JP 
2. 2 tahun - 3 tahun 11 
bulan 
19 JP 21 JP 23 JP 25 JP  27 JP 
3. 4 tahun - 5 tahun 11 
bulan 
20 JP 22 JP 24 JP 26 JP 28 JP 
4. 6 tahun - 7 tahun 11 
bulan 
21 JP 23 JP 25 JP 27 JP 29 JP 
5. 8 tahun - 9 tahun 11 
bulan  
22 JP 24 JP 26 JP 28 JP 30 JP 
6. 10 tahun - 11 tahun 11 
bulan 
23 JP 25 JP 27 JP 29 JP 31 JP 
7. 12 tahun – 13 tahun 11 
bulan  
24 JP 26 JP  28 JP 30 JP 32 JP 
8. 14 tahun – 15 tahun 11 
bulan 
25 JP 27 JP  29 JP 31 JP 33 JP 
9. 16 tahun – 17 tahun 11 
bulan  
26 JP 28 JP 30 JP  32 JP  34 JP 
10. 18 tahun - 19 tahun 11 
bulan 
27 JP 29 JP 31 JP 33 JP 35 JP 
 
 
Tabel 2  
 
Tunjangan Tenaga Pendidik 
 
NO. MASA KERJA 
JENJANG PENDIDIKAN 
DII/DIII S-1 S-2 
1. 1tahu 11 bulan 4  JP 6 JP 8  JP 
2. 2 tahun - 3 tahun 11 
bulan 
6  JP 8 JP  10  JP 
3. 4 tahun - 5 tahun 11 
bulan 
8  JP 10  JP 12  JP 
4. 6 tahun - 7 tahun 11 
bulan 
10  JP 12  JP 14  JP 
5. 8 tahun - 9 tahun 11 
bulan  
12 JP 14  JP 16  JP 
6. 10 tahun -11 tahun 11 
bulan 
14 JP 16  JP 18  JP 
7. 12 tahun – 13 tahun 11 
bulan  
16 JP 18  JP 20  JP 
8. 14 tahun – 15 tahun 11 
bulan 
18 JP 20  JP 22  JP 
9. 16 tahun – 17 tahun 11 
bulan  
20  JP  22  JP  24  JP 
10. 18 tahun - 19 tahun 11 
bulan 
22 JP 24 JP 26  JP 
 
Tabel 3 
Tunjangan Jabatan 
NO. NAMA JABATAN 
BESARNYA 
TUNJANGAN 
KELEBIHAN JAM 
DIPERHITUNGKAN 
KEWAJIBAN 
MENGAJAR 
 KEPALA SEKOLAH 40 JP 6 JP 6 JP 
 WAKA M/S 22 JP 10 JP 12 JP 
 KEPALA TU 22 JP - - 
 BENDAHARA 16 JP 10 JP 18 JP 
 KEPALA 
PERPUSTAKAAN 
10 JP 10 JP 18 JP 
 KEPALA 
LABORATORIUM 
10 JP 10 JP 18 JP 
 KEPALA  PROGRAM 
KEAHLIAN 
10 JP 10 JP 18 JP 
 WALI KELAS 4JP 16 JP 18 JP 
 
Ditetapkan di : Semarang 
Pada tanggal : 19  Januari 2014 
     
PENGURUS WILAYAH  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU  
JAWA TENGAH 
 
Ketua       Sekretaris   
 
 
 
 
H. Agus Sofwan Hadi, SH.   Drs. Sahidin, M.Si. 
 
 
CATATAN : 
1. Kewajiban mengajar pendidik 24 jam pelajaran. 
2. Pembatasan kelebihan jam mengajar  dan kewajiban mengajar  dimaksudkan 
untuk efektifitas kerja sesuai  dengan tanggungjawab. 
 
